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ABSTRAK

Nama :  Shaka Mahottama
Program Studi . Pascasarjana, Departemen limu ihyduinternasional
Judul : Analisis Terhadap Implementasi Bantuanl&/Bank Dalam

Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia, Periode 22000.

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasituan World Bank untuk Indonesia,
dalam rangka menekan angka kemiskinan pada pe2ia@@ hingga 2010. Dalam analisis,
tesis ini menggunakan sudut pandang Paris De@araeserta lima prinsip dasar dan dua
belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidakrbantuan tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritestaddidapat dari literatur, hasil
penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula gang didapat melalui wawancara
mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwatbhan World Bank dalam menekan
angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melaunalisis lebih lanjut, terdapat indikasi
bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang keshr untuk menciptakan status

dependensi bagi Indonesia.

Kata kunci:

Angka kemiskinan, bantuan luar negeri, depend&visr]d Bank
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ABSTRACT

Name . Shaka Mahottama
Study Program . Post-graduate, International RelatStudies
Title :Analysis on World Bank’s Aid Implementation Poverty Rate

Reduction in Indonesia from 2000 to 2010.

The focus of this study is to analyze World Bankisl implementation in assisting
Indonesia reducing the poverty rate from year 2@0Q010. This study utilizes the five
principles and twelve indicators of Paris Declamatias tools to analyze the said aid
effectiveness. The majority of data in the studycadlected trough literatures, research
reports, and institutional documents. There are déga collected trough the means of in-
depth interviews. The results of the study showt téorld Bank’s aid is actually

ineffective when it comes to terms with Paris Deaian and Indonesia’s poverty rate
reduction. Further analysis indicates that WorldhiBs aid is of a larger scheme to

bringing Indonesia a status of dependency.

Key words:

Dependency, foreign aid, poverty rate, World Bank
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 17 Januari 2010, Kantor Berita Brititoadcasting
Channel (BBC) melansir sebuah hasil jajak pendggadg dilakukan secara global
yang bertema mengenai permasalahan-permasalahenydimg paling serius saat
ini*. Dari hasil dari polling tersebut terlihat bahwara responden menyebutkan
isu kemiskinan sebagai permasalahan dunia yanggoakrius dan mendesak.
Kemiskinan mendapatkan 71% suara yang menyatakanteisebut sebagai
permasalahan yang ‘sangat serius’, di atas perafamal global lain seperti
lingkungan dan polusi (64%), naiknya biaya pangan cenergi (63%),
merebaknya wabah penyakit, bahkan terorisme (masaging 59%).

Kemiskinan sendiri merupakan sebuah permasalahag ig&kat dengan
Isu ekonomi dan sosial. Secara singkat, kemiskilzgrat diartikan sebagai sebuah
kondisi di mana sebuah masyarakat, komunitas, kgdyatau seorang individu
mengalami kekurangan atau kesulitan untuk memekethutuhan dasar sebagai
manusia. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya umielifgmpat tinggal,
kebutuhan pangan, kesehatan, pakaian, serta pesmlidDalam prakteknya,
kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua macaakniykemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut merupakan ukuran kemiskinan yditetapkan di
sebuah negara, umumnya berkaitan dengan garis pataimpatan masyarakat.
Bank Dunia awalnya menetapkan batas kemiskinan padgeluaran US$ 1 per
orang per hafi Apabila pengeluaran harian seseorang beradavditbambang

batas tersebut, maka dalam standar internasiorahgotersebut berada dalam

! Jajak pendapat ini dilakukan oleh GlobeScan untuk kantor berita BBC World Service. Jumlah responden dari jajak
pendapat ini berjumlah 25,000 responden, yang tersebar di 23 negara termasuk Indonesia. Setiap responden bisa memilih
lebih dari satu isu atau permasalahan yang dianggapnya ‘sangat serius’ yang dihadapi dunia saat ini. Laporan mengenai
hasil jajak pendapat ini dapat dilihat di http://www.bbc.co.uk/pressoffice/ pressreleases/stories/2010/
01_january/17/poll.shtml. (diakses pada Oktober 2010)

2 “World Bank page on poverty”, World Bank. Diakses pada Januari 2011. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

TOPICS/EXTPOVERTY/0,,menuPK:336998~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:336992,00.html .
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kondisi kemiskinan absolut. Angka tersebut kemudiaavisi pada tahun 2008,
menjadi US$ 1,25 (web.worldbank.drgChen & Ravallion, 2008; Haughton &
Khandker, 2009: 45). Sementara itu, kemiskinan tifelmerupakan ukuran

kemiskinan pada suatu wilayah atau komunitas tertéergantung kepada ukuran
yang digunakan oleh pihak yang mengukurnya. Tenja, snisalnya, kategori

kemiskinan di negara maju berbeda dengan negaandgrkembang maupun
dunia ketiga. Pengukuran kemiskinan relatif umummyanggunakan indeks
Koofisien Ginf' dan Indeks Thell

Perbedaan ukuran mengenai kemiskinan tersebut,judmn penetapan
standar umum terlihat seperti dua hal yang kontkesnun, keadaan tersebut
membuktikan bahwa kemiskinan merupakan sebuah gafat@n yang terjadi di
berbagai belahan dunia: sangat bervariasi sehinggabutuhkan ukuran relatif,
namun begitu besar jumlahnya sehingga membutuhkdikator umum yang
berlaku secara internasional. Mengingat bahwa patdandikator yang bersifat
internasional, muncul pertanyaan: mengapa masadatiskinan begitu krusial
dan serius?

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi (MgpKnox, &
Schacht, 2008: 211; Serr, 2006: 61). Ini beraglacth membahas isu kemiskinan,
tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. K&m&n berkaitan erat dengan
berbagai macam isu, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup
(Narayan, 2000). Dalam berbagai hal, kemiskinan gaesbam masa depan
kemanusiaan. Kurangnya akses kepada air bersifadditas kesehatan, serta
kelaparan, merupakan sedikit dari isu serius yangit dengan kemiskinan (UN,
2003: 6).

Kemiskinan terdapat di seluruh negara, namun umammenjadi
permasalahan besar di negara-negara berkembandudanketiga. Oleh karena
itu, biasanya penanggulangan kemiskinan menjadihsahtu program pokok
pemerintah di negara-negara tersebut. Penangguakegaiskinan umumnya

merupakan kegiatan dan program jangka panjang, palagsanaannya pun tidak

 Ibid.

* World Bank. “Measuring Inequality”, World Bank page on poverty. Diakses Januari 2011. http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/O,,contentMDK:20238991~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:21661
8~theSitePK:430367,00.html.

> Univesity of Texas,“Introduction to the Theil Index”. Diakses Januari 2011. http://utip.gov.utexas.edu/papers/utip

14.pdf.
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semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan pegiman ekonomi,
struktur, kelembagaan, kesetaraan kesempatan petuttidikan dan kesehatan,
agar turunnya angka kemiskinan dan naiknya kesemdnt bisa menjadi sesuatu
yang berkesinambungan.

Mengingat kemiskinan adalah masalah yang sangatssgrada tahun
2000 dicetuskan Millenium Development Goals (MDGstau Tujuan
Pembangunan Milenium, seperangkat target dan tujotuk dicapai oleh seluruh
negara di dunfa Terdapat delapan tujuan atau target utama dald@®$/ dan
yang menempati target nomor satu adalah isu kenaskiMDGs mentargetkan
pada tahun 2015, jumlah extreme poverty di selwtuhia berkurang hingga
setengahnya, dibandingkan dengan acuan awal dintah890. Setiap
pemerintahan negara bertanggung jawab untuk meindapget tersebut di
negaranya masing-masing.

Untuk melaksanakan usaha yang dimandatkan oleleff&isn Bangsa-
Bangsa (PBB) tersebut, dibutuhkan sumber daya Ysesar, terutama untuk
membangun perekonomian dan kelembagaan. Tidak seegera berkembang
dan dunia ketiga memiliki sumber daya yang cukupikimelakukannya. Mereka
membutuhkan dukungan dan bantuan untuk mencapet ti@rsebut.

Bantuan tersebut datang dari negara-negara majled#mga-lembaga
donor internasional, dalam bentuk bantuan luar mgémeign aid dan bantuan
pembangunardgvelopment aid/assistar)ceNegara-negara donor memberikan
bantuan kepada negara-negara penerima untuk mamperges pembangunan
ekonomi, sosial, dan politik, yang bertujuan untoleningkatkan kualitas
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di negaesip@ bantuan. Hal ini juga
tercantum dalam target kedelapan MDGs, di manaraitkan tercipta kerjasama
global dalam usaha pencapaian MDGs, terutama @asistegara-negara maju
dalam mendukung proses kemajuan negara-negaraniieake.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembayay,tgumasuk salah
satu negara penerima bantuan luar negeri. Terutetedah krisis Asia tahun
1998, dana bantuan internasional masuk ke Indondésgujuan untuk
memulihkan kembali kondisi perekonomian dan palyk. Dengan

® United Nations. “United Nations Millenium Declaration”. Diakses pada November 2010.
http://www.un.org/millennium/ declaration/ares552e.pdf.
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dicetuskannya MDGs pada tahun 2000, bantuan lugernedan bantuan
pembangunan juga diterima oleh Indonesia untuk agaidelapan target MDGs.

1.2. Permasalahan

Tenggat waktu pencapaian Millenium Development &o@VDGS)
kurang dari lima tahun lagi. Meskipun banyak negergara di dunia (terutama di
Afrika) yang masih kesulitan untuk menggapai stadungrack’ dalam pencapaian
MDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan dap&ein, Indonesia dalam
laporan terakhirnya di tahun 2010 telah menyatati@nbahwa berada dalam
posisi ‘on-track’ dan bahkan akan berhasil menctgaet yang diinginkan untuk
2015

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan PSistik tahun
2008, tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkansgkemiskinan nasional
adalah sebesar 15,4%, lebih rendah dari angkahdntd998, yakni 27,1%. Di
tahun 2010, angka ini ditekan hingga 13,33% setsddielumnya berada di angka
14,15% di tahun 2009.

Tabd 1.1.
Angka per sentase kemiskinan nasional I ndonesia

berdasarkan garis kemiskinan nasional

Tahun Per sentase K emiskinan
Nasional di Indonesia
1998 27,1%
2007 16,7%
2008 15,42%
2009 14,15%
2010 13,33%

Sumber: Data BPS (2007; 2008; 2009; 2010)

7 Laporan yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Republic of Indonesia —
Report on the Achievement of the Millenium Development Goals 2010”.
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Untuk kategori extreme poverty data pada tahun 2008 telah
menunjukkan bahwa terdapat 5,90% penduduk Indongsiey masih hidup
berpendapatan di bawah satu dolar AS per hari. Bat@a2006, angka ini berada
pada posisi 7,54%. Angka ini telah turun drastis dagka dasar yang digunakan
pada tahun 1990, di mana angka persentasenya naerfy0%. Berdasarkan
target dan indikator MDGs untuk mengurangi jumlanguduk yang hidup dalam
extreme povertyhingga setengahnya, maka angka yang dikeluarka ol
pemerintah Indonesia bisa dianggap sebagai selrlarhasilan mencapai salah
satu target MDGs.

Laporan yang dikeluarkan oleh Bappenas pada ta@i@ thenunjukkan
bahwa salah satu motor utama dalam keberhasilarekaenangka kemiskinan
tersebut adalah program-program pengentasan kerarskseperti Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandimgyaerbasis kepada
wilayah kelurahan di seluruh Indonesia. Dana yaggrihkan untuk pelaksanaan
PNPM Mandiri berasal dari pinjaman Bank Didhi®rogram tersebut bahkan
memang tercatat sebagai salah sative projectWorld Bank di Indonesia dalam
situs mayantaranya PNPM Mandiri merupakan kelanjutan dari program
sebelumnya, Program Pembangunan Kelurahan (PPK R2&), yang juga
didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Data Bank Dunenyatakan bahwa program
tersebut telah menyerap dana pinjaman sebesar |2S%iliar dari Bank Dunia,
disertai hibah sebesar US$ 179 juta dari Belandati donor Trust Fund, serta
mekanisme-mekanisme lainnya.

Meskipun MDGs merupakarproject utama dari United Nations
Development Programme (UNDP), Iembaga-lembaga nastonal dan
pemerintah negara-negara maju memiliki andil sebdgaor dan bagian dari
pelaksanaan dan penyaluran bantuan kepada neggeanegerkembang. World
Bank, misalnya, merupakan salah satu lembaga agemmal yang mendukung

tercapainya MDGs. Dalam website resmiffy&Vorld Bank mengklaim bahwa:

® Suara Pembaruan Daily, “Dana PNPM Mandiri dari Utang Luar Negeri”. Diakses pada Desember 2010.
http://www.suarapembaruan.com/ News/2009/05/20/index.html.

° World Bank, “Indonesia: Local Community Participation is the Primary Element to Alleviating Poverty in Rural Areas”,
National Program for Community Empowerment Mandiri - PNPM Mandiri for Rural Area (2008 — 2011. Diakses Maret
2011.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/O,, contentMDK:2
2039058~menuPK:3949640~paqgePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:226309,00.htmli.

% \World Bank, World Bank’s page on Millenium Development Goals. Diakses Juni 2011.
http://www.worldbank.org/mdgs/.
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“The World Bank is committed to helping achieve M®Gs
because, simply put, these goals are our goals.”
(WorldBank.Org)

Keterlibatan World Bank dalam usaha pencapaian Mp@a terlihat
dalam berbagai laporan dan publikasi yang diteabitlya, seperti seri tahunan
Global Monitoring Reportdan World Development Indicatoryyang selalu
dihubungkan dengan progress pencapaian MDGs, teautalam isu pengentasan
kemiskinan.

Begitu pula dengan para donor yang lain. Padamgniaktu 2008-2009,
Australia menyediakadevelopment assistansebesar Rp 3,6 trilyun (AUS$ 462
juta) untuk Indonesia yang difokuskan kepada usg@embangunan dan
percepatan untuk mencapai MD&Dana bantuan dari Asia Development Bank
(ADB) sebesar US$ 200 jutajuga digunakan untuk raradPNPM Mandiri dan
program Bantuan Langsung Tunai (BET)Selain itu, dana bantuan luar negeri
untuk Indonesia baik berupa pinjaman maupun hilbga jperasal dari negara-
negara dan institusi-institusi lain seperti Amerilserikat, Uni Eropa, dan
sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Indangsiam mencapai
MDGs, terutama dalam usaha penanggulangan kemiskitdak lepas dari
kontribusi bantuan luar negeri. Namun, klaim pentah bahwa angka
kemiskinan di Indonesia telah berkurang bahkanhtetencapai target MDGs
mendapatkan kritik dan tantangan dari beberapakptialndonesia. Dalam
beberapa kasus, pemerintah dituduh memanipulagsi Beamiskinan, dengan
alasan bahwa data kemiskinan yang dikeluarkan petakrtidak sesuai dengan
kondisi riil yang ada di masyarakat®.

Beberapa hal yang menjadi pemicu kontroversi dranta adalah
pernyataan BPS mengenai garis kemiskinan, di maaesg penduduk dengan

! Australian Embassy in Indonesia, “Australia and Indonesia work together to meet the Millennium Development Goals”,
Diakses Desember 2010. http.//www.austembjak.or.id/jakt/ MRO8 042.html.

2 Situs PNPM-Mandiri, “Utang ADB Untuk Biayai Bantuan Langsung Tunai - Pinjaman US$200 juta itu untuk membiayai
PNPM dan BLT”. Diakses Februari 2011. http://www.pnpm-
mandiri.org/index.php?option=com content&view=article&id=174&Itemid= 65&lang=in .

B Tempo Interaktif (30 Juli 2010), “PDIP Desak Pemerintah Batalkan Data BPS Soal Kemiskinan”. Diakses Januari 2011.
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/07/30/brk,20100730-267640,id.html|

" Harian Pelita Online, “Pemerintah Diminta Rilis Data Kemiskinan yang Akurat”. Diakses Februari 2011.
http://www.harianpelita.com/read/273/1/politik-&-keamanan/pemerintah-diminta-rilis-data-kemiskinan-yang-akurat-/
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jumlah pengeluaran di atas Rp. 211.726 per bulamasukkan ke dalam kategori
mampd®. Angka tersebut menimbulkan kontroversi seteldtomiiersi menjadi
hitungan per individu per hari, yang menyebutkagkanRp 7000 per hari per
kepala, dianggap masuk kategori mampu.

Ada pihak yang berpendapat bahwa angka tersebwnapiya tidak
mencukupi kebutuhan hidup harian. Bila cukup puemenuhannya pun sangat
minim dan tidak dapat dianggap layak. Pernyatankeimudian ditambah dengan
kritik bahwa jumlah hutang pemerintah terus bert@@mbyang akhirnya
diperkirakan akan membebani masyardkatMetode BPS untuk mengukur
kemiskinan kemudian dianggap tidak representatif tidak transparan. Angka
kemiskinan yang dikeluarkan BPS dianggap hanya reemtpngkan pos-pos
pengeluaran tertentu terutama kebutuhan dasar, ns@raepengeluaran harian
seperti transportasi dan sebagainya tidak diperbiart’. Opini lain berpendapat
bahwa turunnya angka kemiskinan pada tahun 201@ahamerupakartrend
sesaat, sebagai akibat dari program-program petakrdalam rangka kampanye
pemilu 2009, sehingga konsistensi akan penurunagkaarkemiskinan ini
diragukan dalam beberapa tahun ke d&bpan

Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankaa yhig diterbitkan
oleh BPS. BPS sendiri juga mengeluarkan penjelasamgenai data kemiskinan
yang dikeluarkan tahun 2010 terséButlan mengklaim bahwa datanya lebih
akurat dibandingkan data-data yang dikeluarkan kpilainny=°. Akan tetapi,
kontroversi serta pro dan kontra mengenai data #gnan BPS masih terus
menjadi wacana hingga saat ini.

Menilik kembali pada paragraf sebelumnya di mangrgy dari World
Bank digunakan untuk membiayai program pengenti&samskinan pemerintah,

pernyataan tersebut menimbulkan ironi. Seperti yealtal dijelaskan sebelumnya,

> BPS, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010 — Jumlah penduduk miskin Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa”,

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik. Diakses Februari 2011. http.//www.bps.go.id/getfile.php?news=776

1 Berita Indonesia, “Miskin dan Berutang Hingga Kiamat Tiba”. Diakses pada Januari 2011.
http://beritaindonesia.co.id/berita-utama/miskin-dan-berutang-hingga-kiamat-tiba

7 Waspada Online, “Menggugat Angka Kemiskina Versi BPS”. Diakses pada Januari 2011. http://www.waspada.co.id/
index.php? option=com_content&view=article& id=36260:menggugat-angka-kemiskinanversi-bps&catid=68:
features&Itemid=159

® Media Indonesia Online (1 Juli 2010), “Angka Kemiskinan BPS Tidak Akurat” Diakses pada Desember 2010,
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/01/ 152853/92/14/Angka-Kemiskinan-Versi-BPS-tidak-Akurat

'® “penjelasan Data Kemiskinan”, press release BPS-RI, 27 Januari 2011

20 Kompas, “BPS: Data Kemiskinan BPS Lebih Akurat”. Diakses Januari 2011. http://bisniskeuangan.kompas.com/
read/2010/11/14/09414691/ BPS.Data.Kemiskinan.BPS.Lebih.Akurat
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program andalan pemerintah seperti PNPM-Mandiriupg&kan program yang
pendanaannya berasal dari World Bank. Hutang tetsetembiayai program
yang diklaim menghasilkan penurunan angka kemiskinamun indikator garis
kemiskinan yang dikeluarkan menimbulkan kontrovyesshingga muncul opini
dalam masyarakat yang meragukan data dan efektiil@mgram-program

pemerintah serta hutang tersebut.

Bagan 1.1.

Pembagian pors pinjaman luar negeri berdasarkan donor

1ICA, 91315,
A4.47%
Export Credit

Orther
Bilateral,
1260.68,
6.14%

Other
Multilateral,

450,72,
2.19%

Sumber: Bappenas (2010)

World Bank sendiri menempati posisi sebagai salatu smitra
pembangunan dan donor terbesar untuk IndonesidalsetHCA (Jepang).
Mengingat fokus JICA adalah pembangunan infrastiykhaka dapat dikatakan
bahwa World Bank — dalam kaitannya dengan kemiskiramenjadi ujung

tombak bantuan luar negeri untuk membantu mendgamasasalah kemiskinan.

1.2.1. Pertanyaan Penelitian
Dari rumusan permasalahan di atas, penelitian @ngambil

beberapa pokok utama untuk dijadikan pertimbangama, yaitu:
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1. Sebagian dana program-program pemerintah untuk

penanggulangan kemiskinan berasal dari bantuan dNorl
Bank.
2. Pemerintah melalui laporan data yang diterbitkan
mengklaim bahwa angka kemiskinan Indonesia telah
menurun dan mencapai target MDGs.

3. Terdapat kontroversi mengenai data yang dikeluarkan

pemerintah, karena muncul opini yang mengatakanvéah
data pemerintah tidak sesuai dengan kondisi rébagian
mengklaim ada kesalahan dalam metode, bahkan adp ya
mengklaim bahwa pemerintah memanipulasi data. Namun
pemerintah tetap mempertahankan data yang dimybkin

Ketiga pokok pertimbangan utama dalam permasalaimn
memunculkan pertanyaan yang akan digunakan sepaganyaan utama
dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah implementasi bantuan World Bank dalam
membantu | ndonesia menekan angka kemiskinan?

Penelitian ini akan membatasi pembahasan dan analisis
mengenai implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia dalam
rentang waktu tahun 2000 hingga 2010. Rentang waktu tersebut dipilih
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentuunfa®000 adalah
tahun di mana Millenium Development Goals (MDGs)L2@licanangkan
secara resmi untuk pertama kalinya oleh Persenk&angsa-Bangsa
(PBB). Mengingat bahwa penelitian mengenai impleiasn bantuan
World Bank ini berhubungan dengan pencapaian MDGéndonesia,
maka tahun 2000 dipilih sebagai titik tolak awalahs pengentasan
kemiskinan dalam kerangka MDGs.

Sementara itu, tahun 2010 dipilih karena pada tdabrsebut BPS
mengeluarkan data mengenai kemiskinan yang menkabwontroversi.
Sementara itu, data terakhir Bappenas tahun 201@lwkeng pernyataan
pemerintah dan BPS, dan mengklaim bahwa Indonetin tmencapai

target dalam menekan angketreme poverty
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Pembahasan mengenai implementasi World Bank ddrsianga
sebelumnya akan melalui proses pengukuran atagifed¢u tidaknya
bantuan tersebut. Untuk mengukur efektif tidakny@lementasi bantuan
World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Ind@angenelitian ini
akan menggunakan ukuran dan sudut pandang Pariar&em, melalui
lima prinsip utamanya dan indikator-indikatornya.

1.3. Tujuan Penédlitian
Sesuai dengan paparan dan pertanyaan penelitid&a, peaelitian ini
memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi  program-program  pemerintah  yang
bertujuan untuk mengentaskan dan menekan angka
kemiskinan.

2. Mengeksplorasi pelaksanaan program-program perafrint
yang bertujuan untuk mengentaskan dan menekan angka
kemiskinan.

3. Menganalisis implementasi bantuan World Bank yang
diterima oleh Indonesia dalam usaha menekan angka
kemiskinan dalam rentang waktu tahun 2000 hingd#® 20

1.4. Signifikansi Penédlitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki signifikaeecara akademik dan
praktis. Dalam kapasitas signifikansi akademik, gh&éan ini diharapkan akan
memberikan sumbangan terhadap topik dan bahasaamdadlisiplin limu
Hubungan Internasional terutama dalam bidang ekonmotitik internasional,
khususnya mengenai bantuan luar nedere(gn aig.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampumnherikan kontribusi
kepada ilmu-ilmu selain Illmu Hubungan Internasionahisalnya IImu
Kesejahteraan Sosial khususnya mengenai isu persgent kemiskinan.
Sementara itu, dalam kapasitas signifikansi prakienelitian ini diharapkan
dapat berfungsi sebagai bahan rujukan bagi pargapeil kebijakan atau pihak-

pihak yang memiliki ketertarikan dalam isu penargggan kemiskinan.
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1.5. Tinjauan Pustaka
[.5.1. Konsep dan Isu Kemiskinan

Sebagai sebuah isu yang telah mengglobal, kemisks&ing
dibahas dan diperdebatkan dalam berbagai macammftiaik akademik
maupun tidak. Disepakati sebagai sebuah permasalakarius,
pembicaraan-pembicaraan mengenai dampak dari kemmsknlah yang
nantinya melahirkan sebuah konsepsi mengenai MikenDevelopment
Goals.

Kemiskinan terdapat hampir di seluruh dunia, nammomumnya
menjadi masalah pelik di negara-negara berkembangdbPab kemiskinan
di negara berkembang sendiri bisa dibagi menjaoetaa macam.

Pertama, aliran yang menganut paham bahwa kemrskina
merupakan karakteristik kultural. Grondona (2008} ghenjelaskan bahwa
meskipun pembangunan merupakan salah satu cark om@nanggulangi
kemiskinan, masing-masing komunitas memiliki budaydaya dan tradisi
kultural yang bisa mendorong atau menghambat pegoiveam tersebut.
Pemikiran Grondona ini berawal dari tulisan Oscawis di tahun 1959
mengenai budaya kemiskinan. Lewis, dengan cukup tréweersial
menyatakan bahwa orang miskin umumnya tidak bisdepas dari
kemiskinan karena mereka secara sadar atau tideakempatkan dirinya
sebagai kaum marginal.

Teori kedua kurang lebih berhubungan dengan tewtama. Teori
kedua ini menempatkan kemiskinan sebagai sebuah [@keen (2006: 66),
dengan label, menyatakan bahwa kemsikinan sebemdidgfinisikan oleh
mereka yang memiliki kepentingan, maka label kemak akan jatuh
kepada kelompok yang mereka tujukan. Contohnyabilpalisebuah
komunitas terdapat program pengentasan kemiskinaaka komunitas
tersebut didefinisikan sebagai komunitas miskintaKeniskin’ disematkan
pada penduduk umumnya karena kondisi ekonomi dasmalsonereka.
Namun, penempatan kemiskinan sebagai label ini enkelemahan,

sebab apabila kemiskinan didefinisikan oleh pihailar,] maka solusi
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pengentasan kemiskinan biasanya tidak akan suksleab perencanaannya
tidak akan mempedulikan kondisi-kondisi sosial Haltural setempat.

Paradigma ketiga melihat kemiskinan sebagai teshgta
kesempatan.Chakrawati (2006: 363-376) menjelaskahwéa lingkup
kemiskinan biasanya ditandai oleh kondisi-kondiangy tidak stabil dan
kurangnya modal (baik sosial maupun ekonomi). Kedhah tersebut,
menurut Chakrawati, merupakan unsur pembentuk taman dalam
kemiskinan. Dalam pemikirannya, Chakrawati juga geslepankan soal
pengaruh lingkungan pada individu: karena seoradg/idu hidup dalam
lingkungan pribadinya, maka lingkungannya terseutl yang
mempengaruhi keputusan harian individu soal hidapnilaka, saat
seseorang memasuki ruang sosial, maka kepasitakayamenentukan apa
yang akan dia dapat. Permasalahannya bukan sepentgnletak pada sang
individu, melainkan terdapat pula dimensi-dimensmiskinan yang saling
berinteraksi dan mendorong satu sama lain. Tulfsgpadurai (2004: 63)
mendukung pernyataan tersebut dengan mengklaim &aldalam
lingkungan kemiskinan, hal yang membuat seseorag jdalam lingkaran
kemiskinan adalah kurangnya kapasitas orang terskbbidang ekonomi
maupun sosial.

Terbatasnya kesempatan ini juga merujuk kepada Imtidaknya
akses kepada kebutuhan dasar. Salah satu contatialah tulisan Amartya
Sen dalanPoverty and Famines: An Essay on Entitlement angriation
yang ditulis pada tahun 1981, menceritakan mengkeacana kelaparan
dan kemiskinan yang di wilayah Bengal. Dalam daagyditampilkan oleh
Sen, bencana kelaparan terjadi bukan karena kuyanguplai makanan,
namun lebih karena suplai makanan tersebut tiddistdbusikan dengan
benar, sehingga banyak yang tidak mendapatkan patagan. Di sisi lain,
hal ini menimbulkan aksi peningkatan harga sangeggt hingga tidak
terjangkau oleh masyarakat.

Paradigma ketiga inilah yang kini sering digunakabagai dasar
pemikiran dalam melaksanakan program-program yasrgait dengan
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kemiskinan. Hal yang senada juga tercantum dalamyptaan PBB tahun
1998, yang mendefinisikan kemiskinan sebagai beriku

“Fundamentally, poverty is a denial of choices
and opportunities, a violation of human dignity. It
means lack of basic capacity to participate
effectively in society. It means not having enough
to feed and cloth a family, not having a school or
clinic to go to, not having the land on which to
grow one’s food of a job to earn one’s living, not
hacing access to credit. It means insecurity,
powerlesssness, and exclusion of individuals,
households, and communities. It means
suspceptibility to violence and it often implies
living on marginal or fragile environment without
access to clean water of sanitation.”

Definisi yang dikemukakan oleh PBB tersebut seksalig
menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat multi dimenidak hanya
berpusat di masalah kekurangan uang atau modaljma&emiskinan juga
berarti keterbatasan akses kepada pekerjaan, [endid dan
kesehatan.Kondisi multi aspek dan kapasitas dalanadan kemiskinan —
seperti yang terlihat pada paradigma-paradigmadédinisi di atas — pada
akhirnya terkait pada konsep pembangunan. Ketarkaitantara
pembangunan dengan kemiskinan diutarakan oleh 36&89), yang
menyebutkan bahwa pembangunan seharusnya identifanlesemangat
kebebasan. Semangat kebebasan yang dimaksud abeki Sini adalah
kebebasan dalam arti hak individu untuk bisa mémdara hidupnya
masing-masing, termasuk kebebasan dalam pola danbeapikir. Maka,
dengan kebebasan tersebut, pembangunan akan mesif@tknemperkaya
kehidupan manusia, serta memberikan kesempatan ipadasia untuk

mengembangkan kapasitas mereka.

1.5.2. Bantuan Luar Negeri dan Pengentasan Kenaiskin
Pada masa lalu, dalam rentang 1950-an hingga 198baatuan
luar negeri yang diberikan oleh negara-negara rkepada negara-negara
berkembang dan dunia ketiga biasanya tidak menkiikitrol yang ketat.
Bantuan luar negeri diberikan dalam jumlah besalard konteks dan misi
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untuk pertumbuhan ekonomi dan penyebaran ideolagapmasa Perang
Dingin. Pasca- Perang Dunia Il, Amerika Serikat ggatontorkan dana
dalam jumlah besar melalui Marshall Plan untuk mamgoin kembali
perekonomian Eropa, sekaligus mencegah komunismeukmadan
menguasai Eropa Barat. Pada masa itu, biasanyaudmaritiar negeri
memang hanya diberikan kepadé&nt states yang mendukung kebijakan
negara superpower tertentu untuk menghambat rivareka dalam
percaturan geopolitik dunia. Bahkan salah satuny@jutan untuk
pendirian NATO. (Kanbur, 2006: 1562-1564).

Bantuan luar negeri tersebut umumnya mampu dikedelagan
baik di negara-negara yang telah stabil, terutam&rdpa. Namun, di
negara-negara berkembang dan dunia ketiga, kogdisiarbeda. Bantuan
luar negeri akhirnya hanya digunakan untuk melangkgen kekuasaan
pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang dianggap tegis bagi
kepentingan negara superpower.Negara besar seperdrika Serikat,
lama-kelamaan menyadari bahwa bantuan luar negag ynereka berikan
tanpa mekanisme kontrol yang ketat dan tidak tramsp menjadi
disalahgunakan oleh para pemimpin seperti Mobute Seko di Zaire dan
Marcos di Filipina, serta lainnya yang dianggapukofKaufmann, 2009).

Selepas Perang Dingin, fokus dari bantuan luar medggrubah.
Nantinya, ini sedikit banyak berkaitan dengan mimga fokus baru studi
keamanan dalam ilmu hubungan internasional darmkean tradisional
menjadi non-tradisional. Bantuan luar negeri dkdilm fokusnya untuk
mendorong pembangunan dan penanggulangan kemisfafiemiation of
poverty. Bila tadinya bantuan luar negeri hanya diberikmda sekutu
terdekat dan dinilai berdasarkan strategis-tidaknpasisi dalam
membendung ideologi lawan, kini bantuan tersebbihlaiprioritaskan
untuk negara-negara yang lebih membutuhkan.

Peralihan fokus tersebut membuka jalan bagi geralatuk
mengevaluasi efektivitas bantuan-bantuan luar meggsebut. Negara-
negara dan agensi donor menyadari bahwa selantmamuan luar negeri

bersifatone-way relationshigntara donor dan negara penerima, dan hal ini
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malah seringkali berjalan tanpa mengetahui kebutumegara penerima,
sehingga lebih banyak berdampak negatif terhadapepr pembangunan
yang berjalan. Para donor kemudian mencoba perateldstn paradigma
baru dan mengusahakan harmonisasi kinerja banuesmnlegeri dengan
mengikutsertakan negara-negara berkembang dan dwtiga sebagai
pihak penerima bantuan. Paradigma ini kemudian wifestasikan, salah
satunya berbentuk Millenium Development Goals (MRDGgang pada
dasarnya menempatkan bantuan luar negeri sebafaialsekemitraan
(partnership antara donor dan penerima, dibandingkan paradganaarah
sebelumnya. Paradigma ini bertujuan dapat membartian menjadi lebih

efektif dan bisa mencapai target yang diharapkagale lebih baik.

TABEL 1.2

Tinjauan peralihan fokus dan ideologi bantuan luar negeri
pasca-perang Dunia |l

Era Institusi yang Ideologi para Fokus para Jenis bantuan
dominan donor donor luar negeri
1940-an Marshall Plan Perencanaan Rekonstruksi Bantuan dalam
dan PBB pembangunan pasca-perang program
Marshall Plan
1950-an Amerika Serikat| Anti-komunisme Gerakan Bantuan pangar
(Uni Soviet juga| (untuk blok barat)] pembangunan dan proyek-
semenjak 1956 komunitas proyek lain
1960-an Program- Kurang lebih Sektor-sektor Bantuan teknis
program sama seperti produktif dan dan anggaran
bilateral 1950-an infrastruktur
antarnegara
1970-an Ekspansi Dukungan kepada Masalah Bantuan pangar
lembaga- negara-negara | kemiskinan, tapi berkurang;
lembaga dalam aktivitas | lebih difokuskan peningkatan
multilateral produksi dan pada sektor pada dukungan
(World Bank, pemenuhan agrikultur dan dan bantuan
IMF, dsb.) kebutuhan dasar| kebutuhan dasar| kapasitas impor
1980-an Munculnya Penyesuaian Reformasi Bantuan
berbagai NGO berbasis pasar | makroekonomi keuangan dan
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sejak 1980-an | (relegasi peran debt relief
negara)
1990-an Negara-negara Kembali Masalah Bergerak ke
Eropa Timur memperbesar kemiskinan arah dukungan
mendominasi peran negara demokratisasi, sektoral.
penerimaan (muncul pada dan governance
bantuan akhir 1990-an)

Sumber: Hjertholm dan White (2000: 81, tabel 3.1)

Melalui berbagai donor, bantuan, serta penerima tulaan
development aidmerupakan sebuah pemikiran yang logis apabilacoiun
harapan akan adanya perbaikan keadaan secaraasitgral. Di antara
perbaikan melalui development aid tersebut, sa#h difokuskan adalah
pengentasan kemiskinan, dengan tujuan seperti igarb&ualitas hidup,
peningkatan daya beli dan kapasitas ekonomi.

yang

permasalahan ekonomi, dan sosial masih terus itedjadilayah-wilayah

Laporan ada menunjukkan bahwa permasalahan-
yang menjadi tujuan dari development aid (Calde2B8D6). Persoalan yang
berhubungan erat dengan kemiskinan seperti minirakgas kepada sarana
kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pembatesmbasan, serta
rendahnya tingkat daya beli dan kapasitas ekonoasihmdialami negara-
negara berkembang.

Meskipun situsmdgmonitor.orgmelaporkan bahwa development
aid memberikan keberhasilan dan jumlahnya cukupifgsign di sejumlah
negara, fakta bahwdevelopment aididak menyelesaikan masalah juga
tidak kecil jumlahnya. Negara-negara berkembangAfilika dan Asia,
misalnya, merupakan sasaran utama dalam dduelopment aidNamun
hingga saat ini target-target utama seperti MillemiDevelopment Goals
(MDGs) 2015 untuk mengurangi angka kemiskinan henggtengah dari
jumlah awal, berjalan dengan lambat dan kemungkioesar tidak akan

sepenuhnya tercapgaf?.

2 MDGAsiaPacific.Org, “Asia-Pacific making progress in meeting the MDGs but falls behind other
regions in some areas, says new reports”. Diakses Januari 2011.
http://www.mdgasiapacific.org/node/162

UNIVERSITAS INDONESIA
Analisis terhadap...,Shaka Mahottama,FISIPUI,2011



17

Ovaska (2003) mengutip berbagai laporan dan lilenatengenai
bagaimana bantuan-bantuan kepada negara-negaraemnenkg tidak
memberi hasil yang menggembirakan. Ovaska menekahawa masih
lebih dari satu milyar penduduk dunia hidup dengangeluaran di bawah
satu dolar AS, sementara kemajuan dalam bidangh&&se sepertinya
kembali terpukul dengan meluasnya penyebaran HIVBAI Berbagai
macam konflik internal di negara-negara dunia letigi mana faktor
ketimpangan ekonomi dan sosial disinyalir juga rméngalah satu faktor
penyebab, yang diharapkan selesai dengan adiwsdopment aiternyata
masih terus berlangsung, demikian pula dengan Ekonidgsejahteraan
merek&>.

Tentu saja hal ini menimbulkan beberapa pertanyaangenai
mengapa bantuan-bantuan tersebut ternyata tidaiifef@awaban atas
pertanyaan tersebut tidak sederhana. Salah satuiayah Meskipun jumlah
development aid kepada negara-negara berkembangddaia ketiga
menghabiskan sumber daya yang besar, terutamaddndikeuangan,
ternyata porsi yang dikeluarkan jauh lebih kechaidingkan kebutuhan-
kebutuhan lain seperti pos anggaran militer. Kudabgh itulah yang terjadi
pada Amerika Serikat.

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu dari&gama anggota
Development Assistance Comitee (DAC), yang merupai@anyumbang
terbesar dari seluruh total Official Developmentsi&tgance (ODA) yang
terekam sejak tahun 1969. Pada tahun 2007, AS ruamgan dana sebesar
US$ 21,8 milyar untuk disalurkan kepada negarai@egyang
membutuhkan. Namun, sebenarnya jumlah dana ituirsendsih jauh di
bawah ukuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaegargetkan
penyisihan sebesar 0,7% dari Gross National Inc@Ng) untuk dijadikan
development aid. AS sendiri, dengan jumlah tersebernyata hanya

menyisihkan 0,16% dari total GNI-nya di tahun terge demikian pula

2 AllAfrica.Com, “Water, sanitation: Assessing Nigeria’s MDGs progress”. Diakses Agustus 2010.
http://allafrica.com/stories/200908060383.html

2 Afghan Conflict Monitor (Desember 2009), “Despite aid, hunger still stalks Afghan children”.
Diakses Juli 2010. http://www.afghanconflictmonitor.org/2009/12/uns-afghan-mission-takes-a-
hit.html
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dengan Jepang yang hanya memberikan 0,(JE4D, 2007). Meskipun
terdapat negara-negara yang menyisinkan dana di @i@et, seperti
Norwegia, Swedia, dan Belanda, kekuatan ekonomekaetidak sebesar
negara-negara yang seharusnya bisa menyumbang kelrilak demi
kemajuan dan kesetaraan dunia.

Angka tersebut bisa dikontraskan dengan pengeluafruntuk
bidang militer, yang mencapai ratusan milyar dol&achs (2008)
menyatakan bahwa pemerintah AS seharusnya bish kfdk dengan
menyisihkan sebagian dari anggaran militernya untdiadikan
development aidSachs mengatakan bahwa jumlah tersebut akarigaih
berguna untuk melengkapi usaha-usaha pengentasamskkean dan
pembangunan di negara-negara berkembang dan detiga.k

Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2010) juga menudingviza selama ini,
usaha untuk menurunkan angka kemiskinan selalutkiikadengan angka
pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdasarkan an@daP (Gross
Domestic Products). Development aidseringkali ditujuan untuk usaha
pertumbuhan ekonomi. Pola pikir ini mengasumsikahwa dengan
meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, serta santiagginya GDP,
maka menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan melsytasebuah negara
juga semakin tinggi.

Padahal, kondisi di lapangan seringkali berbedagalenangka
statistik, terutama penggunaan GDP sebagai indikatama. Menurut
Stiglitz, Sen, dan Fitoussi, GDP sama sekali titktsda memperlihatkan
ketimpangan ekonomi dan kondisi kemiskinan yangeseaiya terjadi di
lapangan. Ditambah lagi, GDP juga tidak memperhati&spek lingkungan
sebagai sesuatu yang berkaitan dengan isu kenwsldaa sustainable
development Kritik yang diajukan oleh Stiglitz, Sen, dan Fkigsi ini
berkaitan dengan kritik bahwa seringkali pihak doyaeng rata-rata berasal
dari negara-negara maju menetapkan target tersssuai dengan sudut
pandang mereka, namun tidak mengindahkan kondisirklidan sosiologis
lokal tempat negara penerima bantuan.
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Contoh dari kritik ini terlihat dalam tulisan Bape¥ (2007)
mengenai program Gyandoot di India. Program yangauga sebagian
berasal dari bantuan luar negeri tersebut salalu dahgkahnya
diimplementasikan dengan memberikan perangkat-gkedrmkomputer pada
kios-kios kecil di wilayah Madhya Pradesh. Sayarmgnyilayah tersebut
merupakan salah satu wilayah yang memiliki cakusnk sangat minim.
Akibatnya, perangkat komputer yang membutuhkarridistidak dapat
difungsikan dan program tersebut menjadi tidak téfeKondisi seperti
contoh tersebut diperparah dengan ketiadaan mekanisontrol yang
efektif, di mana evaluasi sering dilakukan secawankitatif dan tidak
berorientasi padautcome Kembali kepada kritik dari Stiglitz, Sen, dan
Fitoussi, pelaporan yang umumnya bersifat statigéeingkali tidak

mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

1.6. Kerangka Teori
1.6.1. Konsep Bantuan Luar Negd¥ofeign Aid)

Konsep Pembangunan internasional belum memilikingfyang
berfungsi universal dan jelas. Namun, konsep dafahsini seringkali
muncul pada saaat pembahasan mengenai pembanguwararsia) yakni
pembangunan kualitas kehidupan manusia dari berbagek secara
holistik. Keterkaitan antara pembangunan intermadio dengan
pembangunan manusia membuat konsep tersebut jugigabéolistik dan
mencakup bantuan luar negemgjovernance healthcare pendidikan,
kesetaraan gender, ekonomi, infrastruktur,lingkangian berbagai macam
isu lainnya. Pada dasarnya, pembangunan interrssimemiliki sifat
jangka panjang,dan bertujuan untuk mengentaskaniskeran dan
mencitpakan kualitas hidup yang lebih baik di nagaggara berkembang
dan dunia ketiga.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan internasiogal lgkat
dengan konsemternational aid Pembangunan internasional mengharapkan
partisipasi negara-negara maju untuk membantu pd#r&egnan dan

modernisasi negara-negara berkembang dan dungakeétal ini kemudian
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dimanifestasikan dalam bentuk Millenium Developm&uals (MDGS),
terutama pada poin ke-delapan, dimana diharapkgadieya kemitraan
global, terutama antara negara maju dengan negakarbbang. Kemitraan
global tersebut dimaksudkan untuk membantu prosetbpngunan negara
berkembang, yang biasanya diberikan oleh negarai dajam bentuk
bantuan luar negeri.

Foreign aid, atau bantuan luar negeri, disebut jogginational aid,
dapat diartikan sebagai perpindahan sumber dayaassokarela dari satu
negara ke negara lain, dan umumnya memiliki tendeastuk
menguntungkan negara penerima.

Salah satu bentuk dari bantuan luar negeri ad#aklopment aid
(bantuan pembangunan). Development aid, atau daweliot cooperation,
atau lebih dikenal sebagai development assistanerjpakan bantuan yang
diberikan oleh pemerintah negara atau lembaga dontuk mendukung
usaha pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sasliitkpnegara-negara
berkembang. Perlu dicatat bahwa development aidbeder dengan
humanitarian aid, mengingat fokusnya berbeda. Dgveént aid umumnya
diperuntukan usaha yang bersifat jangka panjangrsegpenanggulangan
kemiskinan, sementara humanitarian aid bersifatigabrespon jangka
pendek untuk mempertahanksurvivability.

World Health Organization (2008) menggunakan istila
development cooperation, yang diartikan sebagai:

“Commonly called aid, this is the international trsfer of
public funds in the form of loans or grants, eitlgrectly
from one government to another (bilateral aid), or
indirectly through nongovernmental organizations ar
multilateral agency (multilateral aid) such as theorld
Bank or WHO.”

Sementara itu, Organization for Economic Coopenatiand
Development (OECD) menggunakan istilah Official Beypment
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Assistance (ODA) dalam menjelaskan development?*aidDECD

menjelaskan sebagai:

“Flows of official financing administered with the
promotion of the economic development and welfdre
developing countries as the main objective, ancchviarre
concessional in character with a grant element tofeast
25 percent (using a fixed 10 percent rate of distpBy
convention, ODA flows comprise contributions of @on
government agencies, at all levels, to developmgntries
(“bilateral ODA”) and to multilateral institutions.ODA
receipts comprise disbursements by bilateral doremd
multilateral institutions.”

o

Menggunakan definisi tersebut, maka dapat dikat&ledmva ODA

memiliki tiga elemen, vyaitu: (1) Dilaksanakan olgiemerintah,

2

ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dagejkhteraan

sebagai tujuan utamanya, dan (3), bantuan finahsedifat konsesi,

apabila berupa pinjaman maka 25 persennya merualah.

dan

Pemberian bantuan bisa bersifat bilateral maupuriitilateral.

Bantuan bilateral biasanya langsung diberikan datu negara donor ke

negara penerima. Sementara itu, bantuan multilabéaganya diserahkan

oleh negara-negara donor kepada lembaga-lembagmastonal seperti

Bank Dunia, untuk kemudian didistribusikan ke bedianegara yang

membutuhkan bantuan tersebut. Menurut data OECD9(20proporsi

bantuan luar negeri yang tersebar di seluruh dienciri dari 70% bilateral,

dan 30% multilateral. Sementara itu, dari keselanutotal bantuan, sekitar

80-85% merupakan ODA, sementara 15-20% sisanyaddettari lembaga-

lembaga internasional non-pemerintah, atau NGO.

Menurut Lancaster (2005: 13), Selain keuntungarukumtegara

penerima, bantuan luar negeri juga memiliki fungsn: sebagai tanda

persetujuan diplomatik, menambah kekuatan miliekutu, memberikan

penghargaan kepada pemerintah negara lain karergeriteku sesuai

kehendak pihak donor, memperluas pengaruh budaytur@ influence)

** OECD (28 Juli 2003), “Official Development Assistance Definition”, Glossary of Statistical Terms. Diakses Januari 2011.
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?I1D=6043
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pihak donor, hingga sebagai usaha untuk mendapatses perekonomian
di negara penerima.

Ini menunjukkan bahwa foreign aid dapat dijadikéat diplomasi,
terutama bila bantuan tersebut berbentd&velopment aid(bantuan
pembangunan). Bagi negara-negara yang bersangkiogayan tersebut
bisa menjadi kunci dari pemenuhaational interesinegara masing-masing.
Bagi negara-negara maju atau donor, foreign aid tsiembuka akses dan
mempererat hubungan dengan negara-negara berkenibalagh beberapa
hal, foreign aid menjadi alat untuk mempromosikaarkanan, seperti yang
dipromosikan oleh Amerika Serikat. Menteri Luar WegAS, Hillary
Clinton sempat mengatakan bahwa:

“We cannot stop terrorism or defeat the ideologussiolent
extremism when hundreds of millions of young pespke a
future with no jobs, no hope and no way ever taltaip to
the developed world... We cannot build a stablebajlo
economy when hundreds of millions of workers amadilf@s
find themselves on the wrong side of globalizaticut, off
from markets and out of reach of modern technokyjie

- Hillary Clinton, mengenailevelopmenaid sebagai bagian

dari kebijakan luar negeri Amerika SeriKat.

Dari pernyataan tersebut, secara terbuka dapastikpa bahwa
development aid merupakan salah satu alat bagiakelmegara dalam
mencapai tujuannya. AS, dalam kasus ini, melihdiwaakepentingannya
untuk memberantas terorisme dapat dicapai dengaggeacarkan bantuan
luar negeri.

Mengutip pernyataan Morgenthau bahtvaForeign aid is among
the real innovations which the modern age has ohiced into the practice
of foreign policy.”. Lancaster menyatakan bahwa development aid telah
menjadi komponen yang biasa dalam konstelasi hwungternasional
negara-negara maju. Melalui development aid yafjadidian alat dalam

memenuhi kebijakan luar negeri tersebut, tulisanchater membenarkan

> VOA News, “Clinton says development aid ‘central pillar’ of US foreign policy”. Diakses Juni 2010.
http://www1l.voanews.com/ english/news/usa/Clinton-Development-Policy-Is-As-Important-As-Diplomacy-and-Defense-
80805537.html
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bahwa negara-negara maju berusaha untuk memenupentkegan
nasionalnya masing-masing.

Perluasan pengaruh dan kehendak ini dibahas oletakter lebih
lanjut dengan membandingkan fokus dan tujuan pavaord dalam
memberikan bantuannya kepada negara-negara lailamDaulisannya,
Lancaster membandingkan motif dan tujuan bantuanAdaerika Serikat,
Jepang, Perancis, Jerman, dan Denmark. Sebelummyi#, dan tujuan
yang ada dibagi menjadi tiga fokus utama, vyaitu) Qiplomasi
(diplomacy), sebagai upaya untuk meningkatkan ortemara donor di
negara penerima, (2) Komersial (commercial), sebagzaya untuk
meningkatkan keuntungan ekonomi, investasi, dandgmg@angan yang
didapat negara donor dari negara penerima bantlzan(3) Pembangunan
(development), yang memfokuskan bantuan dari neghmaor untuk
digunakan sebagai upaya membangun negara penerirdalain sektor
pembangunan masyarakat dan negara.

Menurut Lancaster, dalam usahanya memberikan banhuzr
negeri, Amerika Serikat (AS) memiliki gabungan aatanotif diplomatik
dan pembangunan, meskipun motif diplomatik lebimdoeninasi dalam
setiap usaha bantuan AS. Amerika Serikat bahkangguerakan bantuan
luar negeri dan jaminan pembangunan sebagai usab& meningkatkan
citra diplomatik mereka. Apalagi semenjak dicanamgka ‘War on
Terror’, bantuan yang diberikan Amerika kepada nagegara lain
bertujuan lebih intens dalam meningkatkan citra si@mggalang dukungan
untuk mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri AS.

Fokus Amerika Serikat dalam motif pembangunan sadkhsejak
lama, dan membesar pada saat adanya Marshall &aa perang Dunia II.
Namun, reorganisasinya dimulai pada masa kepremidéohn F. Kennedy
di tahun 1960-an. Pada saat itu, Kennedy melebueldpment Loan Fund
(DLF) dan International Cooperation Agency (ICA) mjai USAID. Pada
tahun 1980, Indonesia bahkan termasuk penerimaidarterbesar AS di
urutan ke-lima, setelah Mesir, Israel, India, damki:
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Pada dekade 1990-an, Amerika Serikat dengan banlugan
negerinya tidak hanya berfokus kepada masalah emititan ekonomi,
namun juga isu-isu global lain seperti kemiskindmgkungan, dan
demokratisasi. Demokratisasi akhirnya menjadi bagenting dalam usaha
bantuan AS. Lancaster lebih lanjut menyatakan baldeenokratisasi
menjadi salah satu syarat bagi sebuah negara mmuklapatkan bantuan
pembangunan dari AS. Amerika Serikat mempercayawbademokrasi
dapat memperkuat keamanan internasional. Meskipgitly Lancaster
juga mengatakan bahwa aspek dan motif diplomatiklkumeningkatkan
citra tetap menjadi motif utama.

Mengenai Jepang, Lancaster menulis bahwa motif ange
merupakan fokus terhadap sektor komersial, dengaahau untuk
meningkatkan ekspor dan mengumpulkan bahan baku lur negeri.
Namun, sempat ada peralihan fokus — meskipun tigalar — ke arah motif
diplomatik, meskipun ini lebih disebabkan karendungan baik Jepang
dan Amerika Serikat, demi untuk membantu kepentinigar negeri AS.
Pada dekade 80-an dan 90-an, Jepang adalah dontmabaterbesar di
dunia. Kemudian, terdapat peralihan motif dari kosia dan diplomatik
menuju motif pembangunan. Namun, berbeda dengaaraeggar donor
lainnya yang memfokuskan pada pembangunan kelerabada negara
donor, fokus Jepang biasanya lebih kepada pembangunirastruktur.
Menilik lagi kepada fokus Jepang ini, tetap sajehbbungan dengan motif
komersial mengingat pembangunan infrastruktur bevkaerat dengan
kelancaran arus barang dan jasa.

Dalam pendekatan yang lain, Perancis lebih memi@kugantuan
luar negerinya dalam motif diplomatik. Lancastehlksn menilai Perancis
sebagai salah satu negara dengan motif diplomagibesar dalam
pemberian bantuan luar negeri. Namun, hal ini daldetengerti karena
penerima bantuan terbesar Perancis adalah neggaeansub-sahara di
Afrika, yang dulu merupakan wilayah jajahannya.dbdginya bantuan luar
negeri Perancis yang bermotif diplomatik itu benaseiring dengan adanya

muatan kultural untuk semakin mengikat hubungamrantmasyarakat di
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negara-negara Afrika dengan Perancis. Keterikatgewrah dan hubungan
ini, pada akhirnya digunakan oleh Perancis untukninéga kesempatan
komersial dan meningkatkan arus perdagangan ke&aAfiMeskipun Kini

Perancis juga tengah beralih kepada motif pembamgumamun Lancaster
mengkhawatirkan komitmen domestik Perancis, yangukgkinan tidak

akan mengeluarkan jumlah sumber daya dan bantaamégeri yang cukup
sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan.

Sementara itu, menurut Lancaster, Jerman memikkigk motif
sekaligus, yang menyiratkan bahwa negara tersebemcaba untuk
mengambil jalan tengah dan hati-hati dalam pembdyantuan luar negeri.
Meskipun motif pembangunan dari waktu ke waktu gembesar, namun
motif diplomatik dan komersial masih tetap kuat.

Negara terakhir yang menjadi perbandingan Lancaatilah
Denmark, yang disebutnya sebagai ‘The Humane lat@malist’. Julukan
yang diberikan oleh Lancaster ini menitikberatk&padda motif dan fokus
Denmark yang selalu memasukkan unsur pengentasamskiean dan
program pembangunan dalam setiap program yangabelas bantuan luar
negeri dari negara tersebut. Bantuan luar negemdbde bahkan mencapai
satu persen dari Gross National Income (GNI), mbkiebarget yang
ditetapkan oleh PBB. Meski demikian, Lancaster jogangatakan bahwa
sebenarnya, hampir setengah dari bantuan luar ineDenmark
didedikasikan untuk melancarkan kepentingan eksdan investasi
Denmark di luar negeri.

Keenam contoh tersebut membuktikan bahwa setiaparaeg
memiliki motifnya masing-masing dalam mengeluarklEan memberikan
bantuan luar negeri pada negara lain. Namun, merteadgpat kesamaan
bahwa bantuan luar negeri diharapkan dapat menikeykaitra diplomatik
atau membantu kelancaran arus ekonomi negara dMwrgenai motif
pembangunan, umumnya baru muncul secara besaihepada dekade
1990-an, yang bisa jadi merupakan trend motivastuzan luar negeri pada
saat itu hingga kini.
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Bantuan luar negeri umumnya diberikan oleh institasgara,
namun tidak seluruhnya demikian. Bantuan terselisd Baja diberikan
private organization bahkan individu. Meskipun bantuan luar negeri
memiliki banyak fungsi, motif, dan fokus, namun Ltaster tetap menulis
bahwa motivasi atas bantuan luar negeri sebenamganiliki unsur
altruisme dan humanitarianisme, sekecil apapunituBanini bisa berupa
bantuan finansial seperti hibah maupun pinjamaau adalam bentuk
barang-barang material, tenaga kerja, atau terfdga a

Meskipun dalam definisi bantuan luar negeri terdajsiilah
mengenai konsesi atau penyerahan, bantuan luari iyageg ditujukan bagi
negara-negara berkembang biasanya hadir dalam kb@mtjaman, atau
hutang. Kondisi ini sering dikritik oleh para pakssperti Stiglitz (2007:
211-245), yang menyatakan bahwa bantuan luar nggegd bersifat hutang
tidak akan bisa efektif dalam mencapai tujuannyapaBjang sejarah
perekonomian dunia, hutang luar negeri telah meadyldn banyak negara-
negara berkembang dan dunia ketiga jatuh ke dalbemb krisis yang lebih
parah.

Mengapa demikian? Pada awalnya, hutang luar negeumnya
ditujukan untuk membantu negara-negara berkembangmatu
pertumbuhan dan pembangunan perekonomiannya. Hytarggdisalurkan
diharapkan dapat dikapitalisasi menjadi kekuatamd&si ekonomi demi
peningkatan taraf hidup masyarakat. Permasalahasutgiah, dikarenakan
karakter negara dan pemerintahan yang berbeda-bddlk,semua negara
sanggup melakukan hal tersebut. Pinjaman, ataungutaebagaimana
layaknya harus dikembalikan. Dalam kenyataannyag@@balian pinjaman
tidak selalu sama dengan jumlah yang dipinjam,rnatenyak pihak lender
(yang meminjamkan uang) memberikan beban lain laebupga hutang.

Stiglitz menjelaskan lebih lanjut bagaimana kewaibuntuk
membayar hutang pinjaman luar negeri dibebankanadepanggaran
nasional tahunan, dan ini berarti ada beberapaapggaran yang harus
dikorbankan dalam upaya pembayaran cicilan dandbatang, seperti pos

pendidikan, kesehatan, dan fasilitas bagi para ymhnid Pos-pos tersebut
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merupakan pos pengeluaran yang ditujukan untuk regatpankan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kareegana memiliki
kewajiban untuk membayar hutang, maka pos-poshtetisén yang menjadi
korban. Pada akhirnya, bantuan pembangunan yangsrma gencar
berpindah dari negara maju ke negara berkembanghnb&rputar balik, di
mana negara maju menerima uang lebih besar dasaradgerkembang.
Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah membatulidlana tersebut
untuk menciptakan dan menjalankan program-programitkamiskinan.
Namun mengalirnya uang ke luar dengan demikian reesoft
pemerintahan negara-negara berkembang dalam usatmenggulangan
kemiskinan.

Kesalahan yang menyebabkan terjadinya kondisi iasamya
dibebankan kepada negara penghutang sendiri kanmeedakukan
overborrowing yaitu meminjam dalam jumlah yang terlalu besamuan
tidak dapat mengelolanya dengan baik sehinggarmpanatersebut berbalik
menjadi faktor yang merugikan. Stiglitz kembali npmrtanyakan sudut
pandang ini. Apabila pihak borrower (peminjam) &k karena meminjam
terlalu banyak, mengapa pihak lender (kreditorpkidlisalahkan? Para
kreditor internasional umumnya terdiri dari negaemara maju dan
lembaga-lembaga ternama seperti World Bank dan ADBereka
melakukanoverlending padahal dengan jelas mengetahui bahwa pihak
debitor tidak mampu mengelola jumlah hutang yamtesekian besar. Lalu
mengapa pihak kreditor melakukan overlending? ®&igimenjawab
pertanyaan tersebut dengan singkat: pihak kredmenganjurkan hutang,
karena hal tersebut menguntungkan bagi kreditofardaeberapa kasus,
Stiglitz juga menunjukkan bahwa negara-negara lbebkeg dapat ditekan
dan dibujuk untuk berhutang melalui lobi-lobi ekamalan politik.

Terlepas dari overborrowing maupun overlending keduanya
menghasilkan kondisi yang sama: menumpuknya hutaingga sang
debitor menjadi kesulitan untuk membayarnya. Penukap hutang ini bisa
menyebabkan terjadinya krisis. Salah satu yang@adrkenal adalah kasus

Amerika Latin pada dekade 1980-an, di mana negagana pada regional
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itu tidak mampu membayar hutang luar negerinya #epaara kreditor.
Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu kemudmaanyebar kepada
bidang politik dan sosial. Tetap saja, hutang halibayar, dan unutk itu
para pakar ekonomi dunia merumuskan langkah-langsalet reformasi’

agar para debitor bisa menyelesaikan hutang meggansor dari langkah-
langkah ini adalah lembaga-lembaga internasionalgyaermarkas di
Washington, DC, seperti IMF dan World Bank. Willisom (1989)

menamakan paket ini dengan istilashington Consensus.

Memang, pada saat sebuah negara mengalami kribigt dlutang
luar negeri, hanya ada beberapa cara yang dapabittigl) menyatakan
bangkrut dan default, atau (2) meminta bantuan piaak lain. Meskipun
pengajuan default bisa saja menghapus hutang, petama seringkali
dihindari, disebabkan oleh ketakutan lebih lanjutara hancurnya
kredibilitas ekonomi negara yang bersangkutan,nbih lagi dengan
belum ada kepastian bahwa kondisi krisis menjdahlbaik pascalefault

Cara kedua merupakan cara yang biasanya disaraidé@mihak
kreditor. Motifnya jelas, agar pinjaman bisa dikexikan, dan bagi negara
penghutang sendiri, terdapat kesempatan untuk nrbaige kredibilitas
ekonominya. Permasalahannya adalah, bantuan @iak fain ini umumnya
datang dari pihak seperti IMF, yang merupakan ptomatama paket
structural adjustmentDengan masuknya IMF, berarti sebuah negara yang
bersangkutan  akan  kehilangan  kemandirian dan  katewl
perekonomiannya. Kerjasama sebuah negara dengampdstFakan diikuti
dengan penandatanganan persetujuan pskattural adjustmentyang
berisikan berbagai syarat yang intinya merupakamergagan liberalisme
ekonomi dan pengetatan pengeluaran. Beberapa jpoig paling dikenal
adalah pemotongan pengeluaran di sektor publikdigéan, kesehatan,
dsb.), liberalisasi perdagangan (termasuk privsitisdan bebas masuknya
modal asing), serta deregulasi ekonomi (memindalkkaaulatan ekonomi
dari negara kepada pasar).

Solusi liberal ala Washington Consensus ini meatiégntangan

dari dari kalangan strukturalis, yang menganggapwiaa liberalisasi
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perdagangan dan pasar bebas yang dibentuk akilzatyadtructural
adjustmentmerupakan trik agar tercipta dependensi antar&ebdyang
terhadap negara maju. Karena dari segi kekuatamoekio negara
berkembang pasti tertinggal dibandingkan negaraimang akan terjadi
adalahunequal exchangépertukaran tidak seimbang) antara negara maju
dan berkembang, di mana posisi negara berkembaagdiagihak yang
dirugikan (Emmanuel dalam Gilpin, 1987: 273). Negdrerkembang,
menurut sudut pandang strukturalis, hanya akan adepenyedia sumber
daya alam dan buruh, sementara arus kekayaan adagafir lebih banyak
kepada negara-negara maju.

Ironisnya, negara-negara berkembang ternyata habinbutuhkan
negara maju ketimbang sebaliknya. Kelleher dan rKIgi999: 88-89)
mengedepankan contoh bahwa negara-negara berkennbamdputuhkan
negara-negara industri sebagai pasar untuk sunalyaralam mereka, serta
sebagai penyuplai barang-barang konsumsi. Daripsiléik internasional,
kondisi ini menyebabkan negara-negara berkembadgk timemiliki
bargaining positionyang kuat dibandingkan dengan negara-negara maju,
apalagi mendapatkan posisi strategis dalam lemlgmgbaga keuangan
internasional seperti IMF dan World Bank.

1.6.2. Konsep Efektivitas Bantuafiid Effectiveness)

Aid effectiveness secara sederhana dapat diartikan sebagai
efektivitas bantuan pembangunadeyelopment ajd dalam mencapai
pembangunan manusia dan ekonomi, atau juga dapdikdn sebagai
target-target pembangunan. Lalu, indikator apa sajag memastikan
sebuah bantuan dianggap efektif? Kaufmann menjtaslahwa Agensi-
agensi donor dan lembaga-lembdgak tankinternasional biasanya terus-
menerus mencari cara-cara baru untuk memperbaiki rdaningkatkan
efektivitas bantuan, termasuk dalamnditionality, capacity building dan

usaha untuk meningkatkan kualiggsvernance
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Isu mengenai aid effectiveness ini mendapat peihasemenjak
munculnya banyak laporan mengenai kegagalan usatadn luar negeri
dalam upaya pembangunan, terutama di wilayah Atidw Asia Selatan.

Kondisi-kondisi negatif, kegagalan, dan berbagaiikkitersebut
disadari oleh para donor, yang kemudian mencaginjalgar bantuan bisa
disalurkan dengan lebih efektif. Hal ini nampak idberbagai macam
konferensi dan pertemuan yang membicarakan mengahaffectiveness.
Komunitas internasional pertama kali membicarakaal asid effectiveness
secara resmi pada 2002, dalam International Camderen Financing for
Development di Monterrey, Meksiko. Pertemuan ini ngtesilkan
Monterrey Consensus, yang kemudian sering menjath-foin acuan
utama dalam pembangunan internasional. Pertemiemjgaya diprakarsai
oleh OECD, pada 2003 di Roma dan 2005 di Parigeeian di Paris ini
kemudian menghasilkan Paris Declaration on Aid &iveness, yang
mengedepankan 12 indikator dalam mengevaluasi ietekt bantuan
pembangunan. Dalam Paris Declaration, diumumkaa lpuk prinsip dasar
dalamaid effectivenesyaitu:

1. Kepemilikan Kebijakan (Policy Ownership) yang
mengharuskan bagi negara berkembang untuk memiliki
kebijakan dan strategi pembangunannya sendirg segngelola
usaha pembangunan mereka di lapangan.

2. Kesdlarasan Lokal (Local Alignment) yang mengharapkan
bagi para donor untuk memberikan bantuan sesuagaten
kebijakan dan strategi pembangunan negara berkegytzan
apabila memungkinkan harus selalu memprioritaskambhga
dan institusi lokal dalam pengelolaan bantuan.

3. Harmonisas (Harmonization) yang mewajibkan bagi para
donor untuk melakukan koordinasi dalam pemberiantuzan
kepada negara berkembang, agar bantuan yang adl tid
tumpang tindih dan malah merepotkan pemerintah raega

penerima bantuan.
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4. Pengelolaan berbasis hasil pembangunan (Managing for
results), yang mewajibkan semua pihak yang berpartisipasi
dalam bantuan untuk mengutamakan dan memperhati&sih
dari bantuan tersebut, tidak hanya sekedar peraaldana,
melainkan mengembangkan metode, alat, dan mekanistok
mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benarlikidrasil
yang positif bagi kehidupan masyarakat penerima.

5. Pertanggungjawaban Bersama (Mutual accountability),Para
donor dan negara berkembang harus mempertangguatgjaw
penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan secaspatean
satu sama lain, kepada masyarakat, serta parlememgenai
dampak dan hasil dari bantuan tersebut.

Lima prinsip dasar tersebut kemudian dilengkaphdl2 indikator
yang dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan danpembangunan.
Kedua belas indikator tersebut adalah:

1. Strategi pembangunan yang bersifat operasional.

2. Sistem manajemen keuangan publik damcurementyang

dapat diandalkan.

3. Aliran bantuan mengutamakan prioritas nasional.

4. Memperkuat kapasitas dengan koordinasi dukungan.

5. Penggunaan sistem manajemen keuangan publik dan
procuremennasional.

Menghindari implementasi program yang tumpang kindi
Bantuan lebih mudah diprediksi.

Bantuan bersifat tidak mengikat.

© N

Terdapat penggunaan prosedur umum.
10. Terdapajoint missiondanjoint country analytic works
11.Kerangka kerja yang beorientasi pada hasil.
12.Memiliki pertanggungjawaban bersama (mutual acchility).
Birdsall dan Kharas (2010: 4-7, 43-67) mencoba kimemperluas
indikator-indikator tersebut menjadi empat dimestesn 30 indikator. Empat

dimensi yang diangkat oleh Birdsall dan Kharas autal
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Maksimalisasi efisiensi bantuan, dengan 8 indikator
Pembangunan kelembagaan, dengan 8 indikator.
Pengurangan beban kinerja, dengan 6 indikator.

Transparansi dan pembelajaran, dengan 7 indikator.

Ke-tiga puluh indikator tersebut dapat dilihat psalael di bawah

ini:

Tabel 1.3.
Empat dimensi dan tiga puluh indikator oleh Birdshall dan Kharas

Four dimensions and thirty indicators

Maximizing efficiency
Share of allocation to
poor countriss®

Share of allocation to
well-governed countries®

Low administrative

unit costs®

High country programmabla
aid share?
Focus/specialization by
recipient country®=
Focus/specialization

by sectora®

Support of select global
public good facilities?

Share of untied aid®®

Fostering institutions

Share of aid to recipients’
top development priorities=?
Avoidance of project
implementation units®®
Share of aid recorded in
recipient budgets®®

Share of aid to partners with
good operational strategies®
Use of recipient

country systems?c
Coordination of technical
cooperation®®

Share of scheduled aid
recorded as received

by recipients®*

Coverage of forward spending

plans/Aid predictabilityd®

Reducing burden
Significance of aid
relationships®

Fragmentation
8Cross agencies®

Median project size®®

Contribution to
multilaterals®

Coordinated missionst©

Coordinated
analytical work®®

Use of programmatic aid™®

Mote: The 30 indicators are fiagged by the type of source that advocates for thair use as a benchmark:

a. Academic literature.
b. Recipient governments.

c. Paris Dieclaration

Transparency and learning
Member of International Aid
Transparency Initiative?
Recording of project

title and descriptions

Detail of project descriptions

Reporting of aid

delivery channel

Share of projects reporting
disbursements

Completeness of project-
level commitment data®

Aid to partners with

good monitering and
evaluation frameworks?

Empat dimensi dan tiga puluh indikator aid effectiveness dalam tulisan Birdshall dan Kharas.

Dimensi dan indikator-indikator ini merupakan penyempurnaan dari prinsip-prinsip yang

dikemukakan dalam Paris Declaration on aid effectiveness.

Sumber:

Birdshall and Kharas (2010), Quality Development Assistance Assesment, hal. 7.

Meskipun lebih lengkap, indikator-indikator yandadvarkan oleh

Birdshall dan Kharas terlalu banyak untuk ditelibengan demikian,

penelitian ini akan menggunakan lima prinsip d&&is Declaration untuk
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menganalisis permasalahan yang ditawarkan. belas indikator Pari

Declaration akan digunakan untuk mendukung ana

1.7. Model Analisisdan Hubungan antar Variabel
Kerangka teori yang digunakan di atas menghasigtan pikir di mane
efektifnya bantuan luar negeri, bila berada dalamdisiideal, dapat memban
Indonesia mencapai target MDGs. Aliran bantuan W&ank sebagai bantui
pembangunan masuk ke Indonesia sebagai bagianusiana untuk mencag
target MDGs, yang kemudian diterjemahkan dalamuseptogran-program yang
dibentuk olelpemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemaiskDalan
kondisi ideal, bila bantuan ber-benar efektif, maka program berhasil menci
tujuan. Dengan demikian angka kemiskinan dapatkalite dan kemudia
berujung kepada pencapaian target MDGsm pengentasan kemiskinan. Dal
grafik, alur pikir tersebut adalah sebagai ber
Bagan 1.2
Alur Pikir Pendlitian

Target MDGs dicanangkan;

Fokus pada pengentasan Aliran bantuan dari World Implementasi prinsip Paris
kemiskinan Para donor seperti Bank untuk membantu Declaration dalam program-
World Bank ikut serta dalam Indonesia menekan angka program pemerintah untuk
usaha pencapaian tujuan kemiskinan. pengentasan kemiskinan

tersebut/.

Angka kemiskinan menurun; Bantuan World Bank efektif;
target tercapai program berhasil.

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitiaterbagi menjad
variabel independen dan variabel dependen. Variadependen dam penelitian
ini adalah terpenuhinya lima prinsip dasar Parisl@ation mengenai efektivit:

bantuan luar negeri, dalam penelitian ini World BaBementara itu, variab
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dependen dalam penelitian ini adalah efektivitaatlmn World Bank dalam
membantu Indonesia mencapai target MDGs dalam pémsgn kemiskinan.

Hubungan kedua variabel tersebut dalam gambar déjtett di bawah ini:

Bagan 1.3
Model analisis

Gambaran hubungan antara variabel independen daialbal dependen.

1.8. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan alur pikir dan model analisis di atagka hipotesis yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagyaut:
“Efektivitas implementasi bantuan World Bank dalam
membantu Indonesia mengurangi angka kemiskinaraseaget
MDGs dipengaruhi oleh terpenuhinya lima prinsip Rar
Declaration, yaitu (1) Kepemilikan kebijakan, (2ed€larasan
lokal, (3) Harmonisasi, (4) Pengelolaan berbasis siha
pembangunan, dan (5) Pertanggungjawaban bersama.”

1.9. Metode Pendlitian
Subbab ini akan menjelaskan mengenai metode yaag digunakan
dalam penelitian ini, diantaranya mengenai pendekdan jenis penelitian, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data.
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1.9.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaghghn metode
kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karenhebih sesuai dengan latar
belakang dan tujuan penelitian, sementara itu neetskriptif digunakan
karena akan membentuk hasil penelitian yang leisitersatis dan faktual

dalam menggambarkan situasi dan permasalahan temeli

1.9.2. Teknik Pengumpulan Data

beberapa cara. Pengumpulan data dalam penelitianakan
dilakukan melalui dua cara, yData kualitatif dalagbuah penelitian dapat
dikumpulkan dengan aitu studi dokumen tertulis damwancara mendalam.

Dalam penelitian ini, studi dokumen tertulis untolenggunakan
segala bentuk dokumen yang dianggap kredibel udijaklikan data dan
temuan. Dokumen-dokumen ini diantaranya publikasim dari lembaga
internasional dan pemerintah, buku-buku, jurndikelr dari media massa
baik cetak maupun elektronik, serta makalah-maka&hinar yang sesuai
dengan permasalahan penelitian.

Untuk wawancara mendalam, terdapat dua orang i@organg
diwawancarai. Informan pertama (selanjutnya disebaforman 1)
merupakan mantan pejabat di Kementerian Pendidikesional. Informan |
dipilih dengan latar belakang pernah menjadi kowttir program World
Bank di bidang pendidikan, namun program tersebueilikn koneksi
terhadap usaha penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Informan kedua (selanjutnya disétiarman I1)
pernah bekerja di Bappenas dalam rentang waktugabalum tahun 2000
hingga 2010, sesuai dengan topik penelitian inngé&ahuan Informan Il
mengenai kondisi perencanaan atas bantuan luari megehubungan antar
lembaga pemerintah dalam pelaksanaan program-pnodga bantuan luar

negeri diharapkan dapat memberikan gambaran yantpoes.
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1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab. Batap@ merupakan
pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang patates, kerangka teori, alur
pikir, serta metodologi penelitian yang akan didwara sebagai acuan dalam
proses penelitian. Bab kedua akan menjelaskan manggrategi dan usaha
pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskegaita meninjau kembali
hubungan antara Indonesia dan World Bank. Bab &dberisikan pemaparan
temuan dan analisis mengenai efektivitas bantuarldVBank, dan analisis
lanjutan. Bab keempat merupakan penutup, yang ikemiskesimpulan dan

rekomendasi.
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BAB 2
INDONESIA, WORLD BANK,
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Indonesia

Pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia lmekomite
Penanggulangan Kemiskinan menerbitkan Strategi ddaki Penanggulangan
Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman dasar dalam ugsmanggulangan
kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan pada SNPhets pemerintah Republik
Indonesia memiliki lima strategi utama dalam uppgaanggulangan kemiskinan.

Lima strategi utama itu adalah:

1. Perluasan kesempatan.

2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas.

4. Perlindungan sosial.

5. Penataan kemitraan global.

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, pemerintatuldikplndonesia
membagi kinerjanya dalam dua tenggat waktu, yadtoijgkan jangka panjang
dan kebijakan jangka pendek. Kebijakan jangka mpanjgang dimiliki oleh
pemerintah Indonesia termasuk pada langkah-langiaérgis dari berbagai
kebijakan, yang dalam pedoman SNPK disebut sebagdilandasi oleh
kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak yang tilkeesebagai suatu gerakan
bersama penanggulangan kemiskinan”

Kebijakan jangka panjang ini terkait erat dengambijk&an ekonomi
makro, dalam pedoman strateginya, pemerintah Irgl@nenengarahkan
kebijakan ekonomi makro pada pemenuhan hak-hakr ddsa perwujudan
lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kapasliimasyarakat miskin.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan penamggaln kemiskinan yang
berkaitan dengan ekonomi makro antara lain adalehjagaan terhadap
stabilitas ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekongeerluasan lapangan

kerja, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.
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Dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan pengentisaniskinan,
terdapat jaringan kerja antara pemerintah pusagjatemerbagai institusi dan
lembaga hingga kebijakan tersebut terlaksana daniggn. Bagi pemerintah
Indonesia, setiap pihak yang memiliki keterkaitearhddap usaha pengentasan
kemiskinan memiliki peranan masing-masing yangngamedukung satu sama
lain. Dalam SNPK, peranan-peranan yang berbedaebers kemudian
diharapkan dapat menumbuhkan kerjasama dan kesmerasjuan, serta
keterpaduan langkah agar dapat mencapai tujuankedaijakan pengentasan
kemiskinan.

Jaringan kerja pelaksanaan strategi dan kebijakenarmmgulangan
kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Indanésipat berupa kerjasama
dengan:

1. Seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia.

2. Pihak swasta dan civil society, sebagai bentukakama tiga
pihak. Civil society yang dimaksud di sini dapatrupa
organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, Gegesn
keagamaan, organisasi profesi, dan lain-lain.

3. Pihak swasta dalam membentuk dana perwalian (tnof
untuk pelaksanaan strategi dan kebijakan.

4. Pihak swasta dalam rangka memperkuat kapasistas
pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaaegstoain
kebijakan.

5. Lembaga-lembaga internasional, dalam kerangka @¢agu
dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemerintah pusat bertugas untuk mengkaji kembabdgai peraturan
yang menghambat pelaksanaan penghormatan, perjadudan pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat miskin. Selain itu, tugasnl@nadalah menetapkan
peraturan perundang-undangan yang melindungi hkkeasar tersebut serta
melakukan penegakan hukum. Sehubungan dengan peamehak rakyat miskin,
pemerintah pusat juga berkewajiban untuk melakwgdimalisasi anggaran.
Kerjasama jaringan jajaran pemerintah dalam pefaiesa strategi dan

kebijakan tersambung kepada peran pemerintah p@ioviPeran pemerintah
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provinsi dalam penanggulangan kemiskinan adalalgatemenetapkan kebijakan
dan peraturan daerah yang mendukung usaha penggummzerlindungan, dan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, senengkatkan jumlah dan
mutu pelayanan dasar sesuai standar nasional yelap ditetapkan oleh
pemerintah. Ini juga berkaitan dengan kewajibanukinmendorong sinergi
kemitraan pemerintah dan pihak-pihak lain dalanell@vovinsi.

Level pemerintahan yang bersentuhan langsung dengeyarakat di
lapangan umumnya adalah pemerintah kabupaten danBalam SNPK, tertulis
bahwa peran pemerintah kabupaten dan kota dalaemggulangan kemiskinan
diantaranya adalah melakukan peningkatan kualetes/anan publik yang murah,
cepat, dan bermutu. Selain itu, pemerintah kabupdtn kota juga bertugas
untuk melakukan fasilitasi dan mediasi, serta memugp pelaku pembangunan
lain (pemerintah dan non-pemerintah) untuk menjpeéiaku aktif dalam
penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, pemerintah dalam sudut pandangniiaainpara pelaku
usaha swasta dan perbankan sebagai pelaku langsilang kegiatan investasi,
produksi, dan distribusi barang dan jasa yangainmiemberikan dampak kepada
masyarakat miskin. Pihak swasta dan perbankan nkeperan sebagai penyedia
modal dan teknologi, lapangan kerja, pengembangeiliths, serta sebagai
sumber penerimaan negara melalui pajak.

Dalam tipe-tipe jaringan kerjasama, juga disebutkaengenai LSM,
organisasi profesi, dan perguruan tinggi. Ketigauinni merupakan pilar dari
civil society yang memiliki peranan dalam melakukatvokasi, pendampingan,
serta kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijdkanprogram penanggulangan
kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga mengangdaghwa organisasi
kemasyarakatan dan organisasi keagamaan juga Sdeatamemiliki peranan
dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Peranrdanisasi kemasyarakat dan
keagamaan kurang lebih identik dengan LSM, organigefesi, dan perguruan
tinggi. Hanya saja, perbedaan terletak pada julkdalmggotaan dimana organisais
kemasyarakatan dan agama memiliki jangkauan luagelkelanjutan.

Bagi pemerintah Indonesia, pelaksanaan strategi #&abijakan

penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari &ame internasional. Peranan

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis terhadap...,Shaka Mahottama,FISIPUI,2011



40

ini biasanya dilaksanakan oleh negara-negara ddanrlembaga internasional
seperti IMF, Bank Dunia, ADB, ILO, serta lembagaiteaga lain yang bernaung
di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PB#).ini membuktikan

bahwa dalam perencanaan program dan kebijakan ggulangan kemiskinan,
peran dari lembaga-lembaga internasional memangdapan porsi penting.
Selain dari lembaga-lembaga tersebut, pemerintaja jmengakui peranan
perusahaan-perusahaan multinasional sebagai bdgraraktivitas pertumbuhan
ekonomi.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, diperluleabagai macam
kebijakan, program, dan kegiatan. Seiring dengangan kebijakan dan strategi
pemerintah, maka di setiap bagian memiliki fungsismg-masing yang harus
dijalankan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ngd@merintah memerlukan
pengelolaan dana agar program-program yang adaadiesfektif. Oleh karena
itu, sistem penganggaran memiliki tempat pentinigrdausaha penanggulangan
kemiskinan.

Instrumen anggaran dan regulasi yang dilakukan kumtelaksanaan
strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskin&imagkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementrian, Rencana Kerja lembaga
pemerintah lainnya. Prinsip penganggaran yang digam oleh Pemerintah
Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Responsif. Perencanaan kebijakan harus merupalspormre
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat miskin.

2. Partisipatif. Perencanaan anggaran dilakukan melalu
konsultasi publik dengan membuka peluang bagi nmakga

miskin dalam pengambilan keputusan.

3. Transparan. Penyusunan anggaran penanggulangan

kemiskinan dilakukan secara terbuka melalui berbaga

saluran media massa.

4. Rasional. Penganggaran penanggulangan kemiskinan

dirumuskan secara cermat, jelas, dan terukur yatasdrkan
pada data dan informasi yang lengkap dan akurat.
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5. Kemandirian. Pelaksanaan strategi dari  kebijakan
penanggulangan kemiskinan didukung sepenuhnya dari
sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan
ketergantungan dan ketidakpastian.

6. Kemitraan. Pelaksanaan strategi dan kebijakan
penanggulangan kemsikinan dilakukan melalui kemesa
dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka
peluang bagi pengembangan kemitraan.

7. Adil. Alokasi anggaran dilakukan dengan
mempertimbangkan prioritas yang mendesak dan harkai
langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
miskin.

8. Akuntabel. Anggaran yang digunakan harus memiliki
kesesuaian dengan strategi dan kebijakan, dan gaglakn
strategi dan kebijakan dapat dipertanggungjawabéan

dilaporkan kepada publik secara terbuka.

2.2. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia dari Masa ke Masa

Kemiskinan telah menjadi salah satu isu perekononyiang paling
utama dalam sejarah Indonesia. Semenjak masa @rda hingga pemerintahan
Reformasi, berbagai macam program penanggulangaiskiean dalam berbagai
bentuk dan motivasi telah dilaksanakan. Subbalakain membahas mengenai
program-program penanggulangan kemiskinan yangksditeakan pada masa
Orde Baru, Masa Reformasi, hingga pemerintahand&Bsimbang Yudhoyono.
Pembahasan dipilih untuk dimulai pada masa Ordel Bang memiliki sejarah
kerjasama yang panjang dengan World Bank, sehirsgggaiai dengan topik

penelitian ini.

2.2.1. Era Orde Baru
Usaha penanggulangan kemiskinan pada masa Orde(Bda)
pada dasarnya telah berlangsung sejak tahun 1968kiMemikian, para
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awal-awal masa Orba tidak terdapat kebijakan-kkaiaatau program-
program yang secara khusus dan spesifik ditujuk@pada usaha
penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan padssa tersebut,
kondisi perekonomian Indonesia sedang berada patkh ssatu titik
terendahnya dalam sejarah. Pendapatan per kapsggamafat Indonesia
sangat rendah. Jumlah penduduk miskin bahkan mansakitar 60% dari
total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, oni¢égs berada di wilayah
pedesaan.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Indoresiia saat itu
lebih mengedepankan perbaikan kondisi ekonomi aecamum
dibandingkan mengutamakan spesifikasi penanggutangamiskinan.
Dewey et al (2003) menerangkan bahwa strategi petaBrOrde Baru pada
masa-masa awal kekuasaannya lebih banyak bertuegadé pengendalian
angka inflasi, stabilitas nasional, dan menciptakdim investasi yang
kondusif demi menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Susanto (2006) mengklasifikasikan perjalanan ekor@rde Baru
dalam kurun waktu 1966-1996 menjadi tiga masayyait

1. Fase pertama, 1966-1973, sebagai masa stabilisasi,
rehabilitasi, liberalisasi parsial, dan pemulih&oremi.

2. Fase kedua, 1974-1982, sebagai masa di manaiterjad
pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, ditambah
dengan meningkatnya peran pemerintah  dalam
perekonomian. Fase ini berlangsung seiring dengan
terjadinyaboomingharga minyak bumi dunia.

3. Fase ketiga, 1983-1996, sebagai masa deregulasi dan
liberalisasi, ditambah dengan angka ekspor yang
meningkat pesat.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi Orde Baru pada akhir
memang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraamuengurangi angka
kemiskinan. Dalam kerangka logikanya, kebijakannekoi makro dapat
memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sdsial penanggulangan

kemiskinan melalui sistem trickle-down effect. Sé&matinggi angka
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pertumbuhan ekonomi, maka logika pemerintah berapay bahwa
semakin besar pula porsi kesejahteraan yang daplameti di level bawah,
sehingga lebih banyak pula penduduk yang bebagkeaniskinan.

Tabel 2.1
Program penanggulangan kemiskinan era Presiden Soeharto

Era Pemerintahan Program Penganggulangan Kemiskinan

Presiden Soeharto (1966-1998) * Pelita l - IV
* Pelita IV - V, terutama Inpres Desa Tertinggal
* P2KT

* Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin
(beserta program-program pendahulunya)

* Kredit Usaha Tani

* Unit-unit koperasi (KUD, Koperasi Simpan
Pinjam, dsb.)

* Program Pembangunan Keluarga Sejahtera
* Program Kesejahteraan Sosial

* GN-OTA

(Sumber: Olahan Penulis)

Program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pasia @rde
Baru diwujudkan dalam bentuk Kabinet Pembangun&a gang lebih
sering dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangumaa Tahun). Selama
masa pemerintahan Orde Baru, tercatat terdapath tuiKebinet
Pembangunan, dari Pelita | hingga Pelita VII. Sepgang telah dijelaskan
sebelumnya, meskipun lebih menitikberatkan kepadamb@angunan
ekonomi makro, Pelita | yang dicanangkan pada 18&Bat dianggap

sebagai benchmark, atau titik tolak dimulainya aemanjang usaha
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pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Isdorfgjahrir (1986)
menjelaskan bahwa pada masa Pelita I, upaya pesgentkemiskinan
diwujudkan dalam program pemenuhan kebutuhan pdkokjuga Program
Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Miskin serta éssKeluarga Miskin.

Pemenuhan kebutuhan pokok dalam Pelita | ditititi@n kepada
sektor pertanian, terutama bahan pangan. Kebijakan dilakukan
mengingat pada masa tersebut, banyak pendudukde@oyang mengalami
kelaparan, baik karena gagal panen maupun harggapayang terlalu
tinggi. Meski demikian, menurut Sumodiningrat (1p88aha Pelita | untuk
menanggulangi kemiskinan tidak maksimal. Perekoaominasih tidak
merata, serta kesenjangan antargolongan masyaliaiaang ekonomi dan
sosial semakin terlihat jelas. Sjahrir secara lddijut menerangkan bahwa
kegagalan usaha Pelita | inilah yang menjadi pemicunculnya gerakan
masyarakat dan mahasiswa yang meminta adanya pah@endan
perubahan pada rancangan program pemerintah. Gemakssa ini nantinya
memuncak antara 14 hingga 16 Januari 1974, yanlQ tdkenal dengan
peristiwa Malari.

Pada masa Pelita Il, Program Pelayanan Kesejahtéakliarga
Miskin berganti nama menjadi program Bimbingan Kasteraan Keluarga.
Fokus pertumbuhan ekonomi yang dititikberatkan pBReééta | bergeser
menjadi berorientasi kepada pemerataan dan pemye#iebutuhan dasar.
Pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan, namurritasnya bergeser
menjadi setelah pemerataan. Program yang palikgrtal dalam masa ini
adalah program Instruksi Presiden (Inpres). Ingpr@da masa Orde Baru
bertujuan untuk mempermudah pemerataan pembangdaandistribusi
fasilitas rakyat ke seluruh wilayah Indonesia. Meldnpres, perpindahan
dana dan anggaran dari tingkat desa ke tingkatnka&@an dan provinsi
berlangsung. Pembangunan pasar untuk memudahkaibwdis kebutuhan
rakyat menghasilkan tempat-tempat yang sering dikesebagai Pasar
Inpres. Demikian pula di bidang pendidikan, pentahn membangun
sekolah dasar hampir di seluruh tingkat kecamatdnddnesia, yang juga

dikenal sebagai SD Inpres.
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Pada masa Pelita Ill, program Bimbingan Kesejahtet§eluarga
kembali berganti nama menjadi program Bantuan dang&mbangan
Kesejahteraan Masyarakat (pada Pelita IV, sekai lserganti nama
menjadi program Penyantunan dan Pengentasan Fakkinyl Sjahrir
(1992) juga menekankan bahwa pada masa ini usamera@an yang
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dipertajam danigbih jelas untuk
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di berbaganbigeperti pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dengancamangkan
Delapan Jalur Pemerataan.

Semenjak dicanangkannya program-program InpresDigapan
Jalur Pemerataan, kondisi perekonomian Indonesiéatifre stabil
dibandingkan dengan awal pemerintahan Orde BarlinHanenyebabkan
pada perkembangan selanjutnya, program-program gdagkurang lebih
mendukung atau beranjak dari infrastruktur yangheterbentuk melalui
Pelita 1l dan 1ll. Pengembangan ini terlihat padalitR IV, di mana
pemerintah memulai program pengembangan wilayahagseb upaya
penanggulangan kemiskinan. Pemerintah mencetuskavinBial
Development Program (PDP) dan Program Pengembadayah
Terpadu (PPW). Dua program tersebut kemudian diggkan menjadi
program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).

Program pembangunan yang dikhususkan untuk deskodafuga
telah dicanangkan pada masa Orde Baru. ProgramdPgumban Prasarana
Kota Terpadu (P2KT), misalnya, ditujukan kepada yaeskat miskin
perkotaan, sementara Inpres Desa Tertinggal (IDg@rdntukkan kepada
desa-desa miskin, dan terintegrasi dengan Inpnedbaegunan jalan untuk
memberikan akses infastruktur.

Selama 30 tahun pemerintahan orde baru, angka kieauis di
Indonesia turun cukup drastis dari 60% menuju 1Meski demikian,
banyak penduduk yang hidup subsisten dan hanyaldeyedikit di atas
garis kemiskinan, sehingga tidak memiliki fondagséjahteraan yang
cukup kuat. Hal ini kemudian terbukti pada sagatenya krisis ekonomi di
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tahun 1997, di mana angka kemiskinan kembali malortjnggi dan

menjadi salah satu katalis penyebab berakhirnyaepatahan Orde Baru.

2.2.2. Era Reformasi dan Pasca-Krisis

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang berimbas kepada
melemahnya perekonomian Indonesia menjadi titigkiddaru dalam usaha
pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleteragia hal. Pertama,
krisis ekonomi menyebabkan melonjaknya jumlah pdolumiskin di
Indonesia, sehingga membutuhkan strategi baru daf@nanganan
kemiskinan. Kedua, krisis ekonomi ini menyebablkenhnya pemerintahan
Orde Baru. Dalam perjalanannya, dapat dikatakanwaalkebijakan-
kebijakan Orde Baru mulai ditinggalkan, sehinggaijegan pengentasan
kemiskinan di bawah pemerintahan era reformasi otgndormula baru
yang berbeda dengan kebijakan Orde Baru.

Pada tahun 1997, jumlah penduduk miskin Indones@atat 10,1
persen dari total penduduk. Namun, krisis ekonomrinimuat angka tersebut
melonjak menjadi 14,1 persen pada 1999. Jumlah ygerkd miskin
pedesaan pada saat itu meningkat jauh lebih bawuséndingkan di
perkotaan. Meski demikian, kondisi di perkotaanedyarah dengan angka
pertumbuhan ekonomi yang menjadi negatif. Ini hergjkepada turunnya
angka kesempatan kerja. Menurut data Bappenas, ryemgkhawatirkan
adalah jumlah penduduk yang setengah mengangguter@mployed).
Jumlah pengangguran terbuka memang sudah dipreakiesi meningkat
sejak terjadinya krisis, namun jumlah penduduk veniployed berjumlah
36 persen dari total penduduk, yang tingkat kesejabnnya berada di garis
batas dan kondisinya rentan untuk jatuh ke dalaegkai miskin.

Implikasi dari krisis keuangan pada periode tersélagitu besar.
Dengan berkurangnya pendapatan keluarga, maka gkatmm untuk
mengeluarkan biaya pendidikan dan kesehatan akakurbeg dengan
sendirinya. Satu setengah juta anak putus sek&ibhtérisis tersebut, dan
masyarakat semakin sulit menjangkau fasilitas katseh karena harga-
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harga obat dan alat kesehatan meninggi akibat toikair rupiah yang saat
itu sangat rendah.

Tabel 2.2

Program penanggulangan kemiskinan era-reformasi dan pasca-krisis

Era Pemerintahan Program Utama Pengentasan Kemiskinan
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie * Jaringan Pengaman Sosial
(1998-1999)
* P2KP
* PPK
Presiden Abdurrahman Wahid * Jaringan Pengaman Sosial

(1999-2001)
* Kredit Ketahanan Pangan

Presiden Megawati Soekarnoputri * Pembentukan Komite Penanggulangan
(2001-2004) Kemiskinan

* P2KP

* PPK

* Pencanangan Skema Kredit Usaha Mikro
Layak Tanpa Agunan Tambahan (KUM-LTA)

* Penetapan UU Sistem Jaminan Sosial
Nasional (2004)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono * Pengesahan SNPK (2005)
(2004- )
* Pembentukan TKPK

* Bantuan Langsung Tunai (BLT)
* Program Raskin

* PNPM Mandiri (termasuk sub-subprogram)

* Jakarta Commitment on Aid Effectiveness
(2009)

(Sumber: Olahan Penulis)

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis terhadap...,Shaka Mahottama,FISIPUI,2011



48

Bappenas dalam situs resmihyanenjelaskan bahwa untuk
menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesiagetiarkan kebijakan
dan program yang dinamakan Jaring Pengaman Sd8i8l).(Program JPS
ditujukan untuk meringankan beban para pendudukg yarengalami
kesulitan akibat krisis ekonomi, terutama pada skgetuk menikmati
fasilitas pendidikan dan kesehatan. Langkah yargmidil pemerintah
Indonesia sehubungan dengan JPS adalah dengankk@nanggaran
pendidikan dasar, salah satunya untuk melakukarp&aye nasional agar
orang tua tetap menyekolahkan anak-anaknya. Daliaiandpy kesehatan,
alokasi anggaran juga meningkat untuk menutupiebgubsidi obat-obatan
bagi puskesmas. Selain itu, di bidang agrikultuemprintah melalui
BULOG memberikan subsidi pangan untuk komoditi bergula pasir,
kedelai, terigu, jagung, bungkil kedelai, dan pakamak. Selain itu juga
diberikan subsidi untuk menunjang produksi padesepupuk, benih padi,
dan kredit. Keseluruhan subsidi, termasuk BBMikstdan obat-obatan,
yang diberikan dalam tahun anggaran 1998/99 menB3p48,8 triliun.

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang aden]
andalan pemerintah Indonesia pada saat itu adatadrad Pembangunan
Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P4DT), yargjukian untk
melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fasiitéagditas pendukung
kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Namun, progmag paling patut
dicatat adalah Program Penanggulangan Kemiskindfan (P2KP) dan
Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dimulai daasa
pemerintahan Habibie, kedua program ini nantinyaanakoerevolusi
sepanjang dekade 2000-an dari program aslinya aimggnjadi PNPM-
Mandiri, yang diklaim pemerintah Indonesia sebggagram yang paling
berhasil dan efektif dalam usaha penanggulanganiskeran dan
pencapaian target MDGs. Masa pemerintahan AbduaahwWahid yang
singkat juga memiliki satu program baru, yaitu perg Kredit Ketahanan
Pangan. Program JPS, P2KP, dan PPK masih terulendigen.

! Bappenas, “Jaring Pengaman Sosial”. Diakses Januari 2011.
http://old.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=332
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Program JPS dihentikan pada masa pemerintahan Mggaw
Soekarnoputri, sementara P2KP dan PPK masih dikamu Program baru
pemerintahan Megawati dalam penanggulangan kenaiskadalah dengan
membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan. Konmie dibentuk
berdasarkan Keppres 124 Tahun 2002, yang nantirslanaiasi strategi
penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaarauséro, kecil, dan
menengah (UMKM). Dalam kelanjutannya, pemerintaldohesia juga
mendorong peranan perbankan dalam memberikan @njadana bagi
kepentingan UMKM.

Kondisi perekonomian makro Indonesia yang semakebils
kemudian memudahkan pemerintahan Susilo Bambandnofotio dalam
memperluas usaha penanggulangan kemiskinan. KdP@tenggulangan
Kemiskinan kemudian bertransformasi menjadi Tim Kowasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Jumlah kemiskinan di Indonesia sempat kembali makopada
rentang waktu 2005-2006. BPS dalam laporannya ldinb8eptember 2006
menunjukkan bahwa angka kemiskinan meningkat medjad@’5 persen
dari sebelumnya 16 persen pada Februari 2005. Rasseyang naik sekitar
1,75 persen tersebut ternyata mewakili tambahan aenmgta orang
penduduk yang jatuh ke bawah garis kemiskinan. @d&acamata ekonomi
makro, kondisi ini cukup mengherankan. Ini diselzblkarena angka
pertumbuhan ekonomi ada dalam posisi positif (aeki persen) pada
periode yang sama. Dengan angka pertumbuhan yamghgkat, maka
seharusnya diharapkan terjadi pengurangan angkaskiean. Ternyata,
angka kemiskinan bertambah.

Angka kemiskinan yang meningkat ini diakibatkanholeaiknya
harga bahan bakar minyak (BBM) dan beras sebadwinbpangan pokok
mayoritas penduduk Indonesia. Pada tahun 2005, rpaate Indonesia
mencabut subsidi terhadap BBM, dan menyebabkanahgagmeningkat
tiga kali lipat. Sementara itu, antara Februari®22@@n Maret 2006, harga
beras naik hingga kisaran 33 persen. Analisis W&@&hk (2007: 34)

bahkan menunjuk bahwa kenaikan harga beras ini yarggupakan
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penyebab utama naiknya angka kemiskinan. Dari hkeseluruhan
konsumsi penduduk miskin, 25 persen diantaranytaladseras. Sementara
itu, tiga perempat dari keseluruhan jumlah pendudniskin adalah
konsumen beras. Oleh karena itulah, menurut asaN§iorld Bank,
pengeluaran penduduk miskin meningkat sehingga aakegkniskinan pun
bertambah.

Untuk meredam laju angka kemiskinan, pemerintahoriedia
menjalnkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).lale BLT,
pemerintah menyalurkan dana tunai secara langsepada para penduduk
miskin dan hampir-miskin, yang keseluruhannya miemge34 persen dari
total penduduk Indonesia. BLT pada tahun 2007 dissbbagai program
bantuan tunai langsung terbesar di dunia. Terdaymatlan kontra terhadap
program BLT ini, termasuk di antaranya mempertaaya&fektivitas BLT
dalam usaha penanggulangan kemiskinan, karena peamertidak bisa
mengontrol dan memonitor dana tunai yang diberikarsebut akan
digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan ajga Namun, pemerintah
sendiri beranggapan bahwa BLT tidak ditujukan untuéngurangi angka
kemiskinan. Kepala Bappenas saat itu, Paskah @uzeticara terbuka
mengatakan bahwa BLT dilangsungkan untuk memparkam angka
kemiskinan supaya tidak meningkat. Dengan kata, IBIOT merupakan
lifeline holding effort agar penduduk yang jatuhbBawvah garis kemiskinan
tidak meningkat lagi. Di sisi lain, muncul pula angen bahwa BLT
ditujukan untuk meredam gejolak sosial para penkluduskin akibat
meningkatnya harga-harga barang akibat naiknysahaBiM.

Pada tahun 2007, Presiden RI Yudhoyono dan Prediderid
Bank Robert Zoellick meluncurkan Program NasionamPBerdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam pelaksanannya, IMNWandiri terdiri
atas beberapa sub-program besar, yang paling wdatah PNPM-Mandiri
Perkotaan yang ditujukan bagi penduduk miskin dirdla perkotaan, dan
PNPM-Mandiri Pedesaan yang sesuai namanya, bagiugak miskin di
pedesaan. Pada dasarnya, PNPM Perkotaan merupakamutan dari

program P2KP yang memang telah selesai masa pehdsaya.
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Pemerintah Indonesia menganggap bahwa program bigrsaemiliki
potensi yang lebih besar, dan kemudian dikembangkenjadi PNPM
Perkotaan. Hal yang sama juga terjadi pada progR2K, yang

dikembangkan menjadi PNPM Pedesaan.

Tabel 2.3
Kontribus World Bank dan Pemerintah Rl dalam PNPM-Mandiri
PROGRAM TOTAL DANA KONTRIBUSI KONTRIBUSI
(jutaan dolar) WORLD BANK PEMERINTAH

PNPM Pedesaan | 1.850 231 1.619
PNPM Pedesaan Il 300 300 -
PNPM Pedesaan llI 1.300 785 552
PNPM Perkotaan | 252 177 75
PNPM Perkotaan Il 225 115 (+80 dari IDB) 30
PNPM Perkotaan IlI 217 150 67

Sumber: Situs Mayantara World Bank

Program ini mulai berjalan pada tahun 2008, damasuk proyek
yang ambisius. Pada awal berjalannya program emgsintah Indonesia
menanggung porsi pembiayaan terbesar untuk PNPMsBad. PNPM
Pedesaan membutuhkan dana sebesar 1,85 milyar ASladan World
Bank Group (melalui IBRD dan IDA) menyediakan dangaman 231 juta
dolar sementara sisanya ditanggung pemerintah &si@nNamun, dalam
PNPM Perkotaan, porsinya tidak sama. Subprogramm@mbutuhkan dana

lebih kecil, sekitar 252 juta dolar AS, dan pemian Indonesia hanya

> World Bank, “ID National Program for Community Empowerment in Rural Areas”. Diakses Maret
2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P105002&theSitePK=
226309&piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial.
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menanggung 75 juta dolar, sementara 177 juta dalanya berasal dari
dana gabungan IBRD dan IBA

Satu tahun kemudian, pada 2009, dana pinjaman atasmnb
dikucurkan untuk program ini, yang dinamakan PNPahap kedua.
Jumlahnya tidak sebesar tahap pertama, namun kositripemerintah
Indonesia dalam pendanaan di tahap kedua ini jebih Ikecil. Dana
pinjaman tambahan untuk PNPM Pedesaan seluruhnmgadbedari IBRD
sejumlah 300 juta dolar ASsementara untuk PNPM Perkotaan, Pemerintah
Indonesia menanggung 30 juta dolar dari total kesebn dana program
sekitar 225 juta doldr IBRD membiayai 115 juta dolar melalui pinjaman,
dan 80 juta dolar sisanya berasal dari Islamic [@veent Bank.

Tanggal 30 Maret 2010, dewan direksi World Bank yetumjui
pinjaman baru untuk PNPM tahap ketiga. Seperti lseiigya, dana
pinjaman untuk PNPM ini dibagi menjadi dua, yaitNAM Perkotaan dan
PNPM Pedesaan. PNPM Perkotaan Il membutuhkan 8arguta dolar
AS, dengan 150 juta berasal dari IBRBementara itu, PNPM Pedesaan lII
menyerap dana yang lebih besar, mencapai 1,3 ndiylar AS, dan dana
yang berasal dari IBRD sejumlah 785 juta dol&isa dari kebutuhan dana
memang disediakan oleh pemerintah Indonesia (6ut& ¢olar untuk
perkotaan, dan 552 juta dolar untuk pedesaan)s $elali terlihat bahwa
dari program ini, lebih dari 50% dana berasal gamjaman World Bank
Group. Dana yang dipinjam oleh pemerintah Indonésisebut memiliki
jangka waktu hingga 24 tahun ke depan, sedangkagrgn yang

* World Bank, “National Program form Community Empowerment in Urban Areas”. Diakses
Maret 2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P09692 1&theSitePK
=226309&piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial

* World Bank, “Second National Program for Community Empowerment in Rural Areas”. Diakses
Maret 2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P108757&theSitePK
=226309&piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial

> World Bank, “National Program for Community Empowerment in Urban Areas II”. Diakses Maret
2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P109196&theSitePK
=226309&piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial

® World Bank, “Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas”. Diakses
Maret 2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P118113&theSitePK=
40941 &piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial

’ World Bank, “Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas”. Diakses
Maret 2011. http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P115052&theSitePK=
244363&piPK=64302772&pagePK=64330670&menuPK=64282135&Type=Financial
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dijalankan dengan dana tersebut diproyeksikan lberjsekitar 2 hingga 3
tahun.

2.3. The Jakarta Commitment
Tanggal 12 Januari 2009, pemerintah Indonesia datra-mitra

pembangunan Indonesia mendeklarasikan Jakarta Qomanti Jakarta
Commitment merupakan road map yang dikeluarkan patab Indonesia
mengenai efektiitas bantuan dalam pembangunan #irtggun 2014, serta
langkah-langkah prioritas yang harus diambil paddoun 2010. Jakarta
Commitment ini pada dasarnya merupakan tindak {asjas Paris Declaration
Monitoring Survey yang dilakukan pada tahun 2005.

Indonesia sendiri memang merupakan pihak yang ikut
menandatangani Paris Declaration di tahun 2005pd#nlangsung maupun tidak
terikat dalam komitmen yang dicantumkan dalam dekiaersebut.

Selain sebagai usaha dan komitmen untuk mentaatis P
Declaration, Jakarta Commitment juga berfungsi gabaernyataan komitmen
dan keseriusan terhadap Accra Agenda for Actionpteloey Consensus, serta
Doha Declaration on Financing for Development 200&bih lanjut lagi, dalam
dokumen pernyataan deklarasi Jakarta Commitmenmepetah Indonesia
kembali menekankan pentingnya bantuan atau asistianis pihak luar dalam
usaha pembangunan. Dalam dokumen tersebut tesaliisa:

“External assistance is not simply a financial
supplement to domestic resources, but complementary
to these resources — playing a catalytic role iloaing
Indonesia to access international knowledge and bes
practices, to enhance institutional capacity, amhg
about strategic systems improvement.”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa sumber-sumbeya dgang
disalurkan oleh pihak luar (non-pemerintah) diampggalak hanya sebagai
tambahan keuangan pada sumber daya domestik, kelasebagai salah satu inti
dari sumber daya tersebut. Disebutkan juga bargksiernal juga memiliki peran
katalitik, diartikan sebagai peran sentral dalammimeka akses bagi Indonesia

mencapai usaha-usaha dan pengetahuan terbaik gasitabinternasional, yang
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ditujukan untuk pembangunan institusional dan pkdma sistem strategik

pembangunan Indonesia. Mengingat bahwa Jakarta @orant ditandatangahi

pula oleh mitra pembangunan yang keseluruhannyakpésing (salah satunya

adalah World Bank), maka bantuan sumber daya eldteiapat diartikan juga

berasal dari para mitra pembangunan tersebut.fitne@ pembangunan yang ikut

menandatangani Jakarta Commitment adalah daplaatdi bawah ini:

1.

E B .

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Asian Development Bank (ADB).

Pemerintah Australia.

Pemerintah Jepang.

Pemerintah Belanda.

Pemerintah Republik Polandia.

World Bank.

Kedutaan Besar Austria.

Agence Francaise de Development (AFD, Perancis).
Canadian International Development Agency (CIDA,
mewakili Kanada).

Department of International Development of the ®ait
Kingdom (DIDUK, mewakili Inggris Raya).

Delegasi Komisi Eropa/ Delegation of European Cosnoni
(mewakili Uni Eropa).

Kedutaan Besar Finlandia.

Kedutaan Besar Perancis.

Kedutaan Besar Republik Federal Jerman.

Kedutaan Besar Italia.

Japan International Cooperation Agency (JICA, Jgpan

Korea International Cooperation Agency (KICA, Korea
Selatan).
Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia.

New Zealand Agency for International DevelopmenZ{N

AID, mewakili Selandia Baru).

8 Sebanyak 22 mitra pembangunan (development partners) menandatangani dan mengadopsi
Jakarta Commitment secara serentak pada tanggal 12 Januari 2009.
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20.Kedutaan Besar Swedia.
21.United States Agency for International Developm@us-
AID, mewakili Amerika Serikat).
22.United Nations System in Indonesia (PerserikatangBa-
Bangsa dan perangkatnya di Indonesia).
Dalam dokumen tersebut disebutkan pula bahwa yaegjadi pokok-
pokok perhatian utama dalam komitmen terhadap Patdtaration adalah:

1. Penguatan kepemilikan negara dalam pelaksanaan
pembangunan (policy ownership and alignment).

2. Penciptaan kemitraan yang lebih efektif dan inKlusi
dalam pelaksanaan pembangunan (partnership and
harmonisation).

3. Pertanggungjawaban dan pencapaian hasil pembangunan
(accountability and results).

Dalam akhir dokumen, juga disebutkan bahwa penagriribhdonesia
akan mendirikan Aid for Development Effectivenesigtariat (A4DES), yang
bertempat di BAPPENAS.

“We will establish an Aid for Development
Effectiveness Secretariat in BAPPENAS using our own
resources and those of our development partners —
particularly tapping their technical support to Ipelis
move forward together on this important agenda on
enhancing development effectiveness in Indonesia”
(sumber: teks Jakarta Commitment)

Pendirian sekretariat ini disebutkan menggunakambsu daya yang
dimiliki oleh Indonesia dan para mitra pembangun&rutama dukungan-
dukungan teknis untuk membantu mempercepat tegjadirefektivitas
pembangunan di Indonesia.

Deklarasi Jakarta Commitment mendapatkan kritik agerdari
International NGO Forum for Indonesia (INFID). Dalgernyataannya resminya
mengenai Jakarta Commitment, INFID menganggap balakarta Commitment
tidak lebih dari reinkarnasi Cosultative Group arddnesia (CGIl) dan pada
dasarnya merupakan ‘komitmen ketergantungan’. INFi€nilai bahwa isi dari

Jakarta Commitment sangat kontras dengan pidatsidere Yudhoyono pada
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awal 2007, saat pemerintah memutuskan untuk memkab&Gl. Pada saat itu,
presiden mengatakan bahwa arah pembangunan damndsid akan ditentukan
sendiri oleh rakyat Indonesia secara independemia spendanaan atas
pembangunan akan mencari sumber yang lebih efdiki#ndingkan dari negara
lain atau institusi seperti CGl. Pernyataan presiteysebut dianggap sebagai
kebijakan yang baik, sebab selama ini Indonesialtedibebani oleh hutang-
hutang luar negeri dalam usaha pembangunan ekogamin

INFID menekankan bahwa yang menjadi permasalahamdasar
bukanlah masalah angka jumlah hutang maupun ragang@), melainkan adanya
ancaman terhadap kedaulatan terhadap kebijakaroekarasional, sebab hutang
yang berasal dari luar negeri biasanya selalu éiftgar dengan persyaratan-
persyaratan tertentu yang mengikat arah kebijakieona@mi nasional tidak
terkecuali Indonesia. Persyaratan-persyarataniga Bilakukan dalam berbagai
macam hal, diantaranya adalah di mana debitor uskan menggunakan sumber
daya yang disuplai oleh kreditor dalam pelaksangaogram-programnya,
termasuk dalam bentuk barang dan jasa. Cara lalatadlengan menggunakan
bantuan teknis dari pihak kreditor dari awal pesgr@an hingga implementasi.
Selain itu, bisa saja dengan cara mempengaruhk péiggslatif untuk membentuk
rancangan hukum yang menguntungkan atau menguptisasi kreditor.

Pada sisi lain, INFID juga mengedepankan argumdmwaadi banyak
institusi pemerintahan, terdapat ruangan-ruangasus$ yang didedikasikan bagi
donor-donor internasional sebagai kantor merek&IDNmemberi contoh salah
satunya adalah BAPPENAS dan kementerian-kementgaag bersifat teknis,
bahkan terdapat pula di kantor-kantor provinsi €abupaten. Menurut INFID,
keberadaan kantor-kantor asing tersebut mengingat&pada kondisi Indonesia
di era kolonial.

Melalui keberadaan 22 lembaga dan negara donoreniaah Indonesia
sekali lagi memperkenalkan konsep yang sama deng@i. Meskipun
pemerintah percaya bahwa kebijakan ini adalah l@mgkmenuju status
independen, INFID menganggap bahwa langkah inirkeldan hanya akan
menambah ketergantungan Indonesia kepada pihak hegeri. Jakarta
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Commitment — menurut INFID — mempertegas sikaprigar@ungan ini, terutama
pendirian A4DES di Bappenas dianggap sebagai bgrankamaran baru CGlI.

Secara lebih lanjut, INFID menyampaikan beberapguraen yang
membuat mereka berpikir bahwa Jakarta Commitmeda piasarnya menyalahi
dan tidak sejalan dengan prinsip Paris Declaration:

1. Jakarta Commitment gagal memenuhi prinsip-prinsipisP
dan Accra dalam proses konsultasi dalam kebijakan
pembangunan.

2. Jakarta Commitment akan mempertegas skema pendanaan
multi-donor, yang selama ini standar pengelolaarbmg@da
di tangan World Bank dan bukan sistem yang dibarajeh
pemerintah Indonesia.

3. Jakarta Commitment menelantarkan persoalan obligasi
berkaitan dengan pemberantasan korupsi dalam peage!
bantuan.

4. Jakarta Commitment gagal membentokdmapyang jelas,
terutama langkah konkrit bagi Indonesia untuk pegedari
debt trap Dokumen tersebut juga tidak memberikan pilihan,
opsi, dan solusi diplomatik dalam bantdébt reductiondan
debt relief

5. Pelembagaan Jakarta Commitment melalui pendiriaDES}
hanya merupakan reinkarnasi CGI yang hanya akan
merongrong kedaulatan negara dalam merumuskarekahij
pembangunannya sendiri.

Mengakhiri pernyataannya, INFID memberikan argurbahwa Jakarta
Commitment dan A4DES bukan merupakan jawaban damasalahan hutang
Indonesia. Sebaliknya, dokumen ini adalah pernyakasiapan Indonesia untuk

masuk lebih dalam lagi kepada ketergantungan aktmg luar negeri.

2.4. Hubungan Antara World Bank dan Indonesia
Aktivitas World Bank Group di Indonesia telah b&ajasemenjak awal
masa Orde Baru di tahun 1967. Pemerintahan Soeyantp baru terbentuk pada
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masa itu membuka kesempatan bagi World Bank danbdgailembaga
internasional lainnya untuk ikut andil dalam pendpaman Indonesia, setelah
sebelumnya Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakamn menutup Indonesia
dari pengaruh dan keberadaan lembaga-lembagauérseb

Untuk membantu membangkitkan perekonomian Indonesila saat itu,
maka pemerintah membutuhkan bantuan dan doronganddaa asing. Pada
Konferensi Tokyo tahun 1967, pemerintah Indonesengirimkan perwakilan
untuk meyakinkan pemerintah negara-negara barat kambaga-lembaga
internasional agar berinvestasi dan membantu peguioam ekonomi Indonesia.
Delegasi tersebut rupanya berhasil, dan pada Feld86&7, Indonesia kembali
menjadi anggota World Bank dan IMF. Namun, tenfja saasuknya dana asing
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menandai dimyda liberalisasi
ekonomi.

Pada Februari 1967 di Den Haag, pula didirikan ri@evernmental
Group for Indonesia (IGGl) yang diketuai Belandaimlah anggota IGGI
sebanyak 16 negara, ditambah 5 lembaga interndsitamenasuk diantaranya
World Bank. Saat bulan pertama pendiriannya, IG&hgan para anggotanya
meminjamkan dana kepada Indonesia untuk menutufsitdanggaran pada
waktu itu. IGGI akhirnya dibubarkan pada 1992, dagantikan oleh CGI. CGI
tidak lagi dipimpin oleh Belanda, namun oleh WdBank. Harus diakui, bahwa
keberadaan hutang dari lembaga internasional dgaraeegara kreditor ini telah
membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia ydrglusenya benar-benar
terpuruk di era 1960-an.

Pada dua puluh tahun pertama, seiring dengan ysaharintah saat itu
untuk memperbaiki kondisi perekonomian, bantuan lVBank untuk Indonesia
lebih difokuskan kepada pembangunan infranstrul@aergi, industri, dan
pertanian. Setelah krisis ekonomi melanda Asia p&thun 1997, termasuk
Indonesia, World Bank mengalihkan fokusnya kepastaypluran pinjaman untuk
pelayanan publik kepada penduduk dan komunitas imigkerutama dengan
investasi di bidang pendidikan, kesehatan, linglmygembangunan sosial, dan

governance.
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Perkins (2004) mengatakan bahwa setiap tahunnya, danimal sebesar
US$ 4 milyar (hutang), dan dengan dana tersebekpapmian Indonesia tumbuh
serta terjadi kestabilan harga. Dalam rentang waRktduahun, dari 1967 hingga
1998, pemerintahan Soeharto telah meminjam US$Mi®@ar untuk berbagai
kepentingan pembangunan. Namun, menurut Perkinstase80% dari utang
tersebut tidak sampai kepada pihak yang membutukkaena dikorupsi oleh
pemerintahan Orde Baru. Perkins secara lebih lqmga menuding bahwa pihak
World Bank tahu akan adanya kebocoran karena Kkorups namun
membiarkannya terjadi. Pembiaran ini terjadi diddéaa adanya agenda untuk
tetap mempertahankan Indonesia untuk dijadikan ppabila negara-negara barat
membutuhkan bantuan timbal balik

Krisis ekonomi pada tahun 1997 menandai masuknymygreh IMF
yang lebih besar dan mendominasi kebijakan ekondmdionesia melalui
structural adjustment program (SAP), sebagai peatya dari pinjaman untuk
menalangi hutang pemerintah Indonesia yang jatatpdedan tidak sanggup
dibayar pada waktu itu. Ketergantungan Indonesidapdana IMF berlanjut
hingga diakhirinya kerjasama dengan IMF pada 20@dskipun hutang kepada
IMF baru terselesaikan pada 2007. Seiring dengdmye pemerintahan baru di
bawah Presiden Yudhoyono, program-program pemériptga membutuhkan
bantuan luar negeri, kali ini peran World Bank naelnjlebih besar, terutama
dengan program-program pendukung pertumbuhan ekonom

Hingga tahun 2010, World Bank telah mendanai letah 270 proyek
pembangunan di berbagai bidang ekonomi, denganafurdana melebihi 25
milyar dolar AS® Saat ini, terdapat 32 proyek World Bank yang faki
Indonesia, dengan sepuluh diantaranya berkenaagsuag dengan usaha
penanggulangan kemiskinan. Program-program lais@egian besar berkaitan
dengan proyek infrastruktur perekonomian dan pekaid Berdasarkan

° Dalam penuturan Perkins, pada masa awal Orde Baru, pinjaman-pinjaman kepada Indonesia
ditujukan agar Indonesia menjauh dari pengaruh Soviet, dan memang demikian yang terjadi. Di
luar itu, Indonesia diharapkan menjadi target yang mudah bila Amerika Serikat (sebagai negara
asal World Bank) membutuhkan suara di sidang PBB, akses pada sumber daya alam, atau lainnya.
10 Angka ini belum disesuaikan dengan inflasi yang terjadi antara rentang 1967 hingga 2010.
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perhitungan World Bank, cicilan hutang atas raneanginjaman yang diberikan
kepada Indonesia akan dapat dilunasi pada tahugi204

Tabe 2.4
Daftar sebagian proyek aktif World Bank di Indonesia
dalam penanggulangan kemiskinan*

Nama Program Jumlah Bantuan
(paling cepat dimulai tahun 2005) World Bank Group
(jutaan dolar AS)

PNPM-Pedesaan | 231,2 (pinjaman)
PNPM-Pedesaan Il 300 (pinjaman)
PNPM-Pedesaan llI 785 (pinjaman)
PNPM-Perkotaan | 177,68 (pinjaman)
PNPM-Perkotaan Il 115 (pinjaman)
PNPM-Perkotaan Il 149,98 (pinjaman)
PNPM-Daerah Tertinggal 104 (pinjaman)

COREMAP Il (pelestarian batu karang dan komunitag) 56,2 (pinjaman)
FEATI (pemberdayaan petani via teknologi informasi) 92,8 (pinjaman)
SAPOLA (perbaikan kondisi pemukiman kumuh) 0,46 (hibah)

PNPM Aceh dan Nias 25 (hibah)

Sumber: Laman Mayantara World Bank.

Program-program pengentasan dan penanggulangarskieam yang

didanai oleh World Bank pasca-krisis memiliki sifatommunity-driven

" World Bank, “Estimated Debt Service Payment”, Country Summary — Indonesia. Diakses April
2011. http://go.worldbank.org/OF8BQA4580

' World Bank. Diakses April 2011.
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=22
6309&menuPK=287103&pagenumber=1&pagesize=100&sortby=TOTALAMT&sortorder=ASC&cat
egory=advsearch&query=ALL&status=A&regioncode=ALL&countrycode=ID&sector=ALL&majorse
ctor=ALL&sectorboard=ALL&majorthemeid=ALL&themeid=ALL&network=ALL&prodline=ALL&pro
dlinetype=ALL&lendinstrtype=ALL&lendinstr=ALL&goalid=ALL&metathemeid=ALL&startyr=ALL&e
ndyr=ALL&env=ALL&match=null
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development (CDD), dan di Indonesia, program terséiwakili oleh P2KP dan
P2K. Kedua program tersebut selain difokuskan keapgenanggulangan
kemiskinan, juga menitikberatkan kepada pembanginfeastruktur dan fasilitas
pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Paldajkéannya, kedua program
ini disesuaikan kembali dan dilanjutkan dalam bemNPM Mandiri.

Meskipun hubungan antara dua lembaga (World Bamk Iddonesia)
telah berlangsung lama, namun dalam situs resmidABank, kronologi timeline
yang menjelaskan hubungan Indonesia dan World Banla berawal dari tahun
2000 hingga Mei 2010. Belum dapat dipahami apakamilfhan timeline ini
disengaja atau tidak, sebab hanya menunjukkan Igaloupada satu dekade
terakhir saja. Dalam timeline tersebut, World Bamkmpromosikan hubungannya
dengan Indonesia melalui ringkasan-ringkasan sindgdam bentuk program dan
peristiwa. Kronologi tersebut dimulai dengan ringka tahun 2000 di mana
World Bank memberikaadjustment loarsebesar US$ 600 juta untuk membantu
kelancaran program Jaring Pengaman Sosial, sepei dapat dilihat di bawah

ini:

Tabel 2.5
Timeline rangkuman hubungan Indonesia-World Bank
sgjak tahun 2000 hingga 2010

2000 - Policy Reforms for Safety Net Program. The World Bank disburses a $600 million
adjustment loan to support policy reforms in Indonesian government’s Safety Net
Programs by improving targeting, reporting, monitoring, civil society involvement,
and information dissemination.

2001 — Country Assistance Strategy. The World Bank Board of Directors approves the new
country assistance for Indonesia. It sees a departure from crisis-relief to a more
community-based development assistance, with technical assistance and policy
advice providing support on the government’s reform agenda, and particular
emphasizes paid to anti-corruption measures within the existing portofolio projects.

2003 - The Health Workforce and Service Project. The project will support health sector
decentralization in four provinces. The project will enhance access to care, quality of
care, and health outcomes at the district level, while strenghtening health workforce

policy, management, and develoment in decentralization context.
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2004 - Reefs For Communities. Second phase of the Coral Reef Rehabilitation and
Management Project (COREMAP) is launched, which places communities at the
center of coral reef management, providing them with legal rights to manage the use
of the reefs alongside their local government. More than half of the people in these
communities are living below the line and depend on the reefs for food.

2005 - Global Funds Mobilized for Aceh. The Multi-Donor Fund for Aceh and Nias is
established in the wake of earthquake and tsunami of December 2004 to mobilize
donor resources and financially support the Indonesian government’s recovery
program using a coordinated framework to channel assistance in the areas of
reconstruction, rehabilitation of infrastructure and transport, land titling, etc.

2006 - Funds for Reforms Established. Indonesian Minister of Finance, Sri Mulyani, officiates
with the establishment of multi-donor trust fund with the aim of modernizing the
ministry’s public financial management and revenue administration. The Trust Fund
supports reforms on budget preparation and execution, revenue administration,
asset management, procurement and audit, human resources management,etc.

2007 - Infrastructure Policy Reforms. The Indonesia first Infrastructure Development Policy
Loan (IDPL) is the first in a proposed series of programmatic IDPLs to support a
carefully selected subset of Indonesia’s broader reform agenda on infrastructure,
focusing on government infarstructure spending, public-private partnerships, and
cross-sector infrastructure support.

2008 — Supporting BOS. BOS — government program, disburses block grants to all schools
troughout Indonesia based on a per-student formula. It is Indonesia’s most significant
policy reform in education financing. The World Bank is supporting trough BOS-KITA
program. It represents a new type of support and a new way of working, starting with
an existing, effective, government-owned programs.

2009 — Maintained the Market Confidence. USS 2 billion development policy loan is offered
with a deffered drawdown option for Indonesia as an important precautionary
measure designed to maintain the confidence of international and domestic market.

2010 — More Support for Infrastructure. The Multi-Donor Indonesia Infrastructure Finance
Facility Project (IFF) is launched to strenghten and further develop the institutional
framework of the financial sector to facilitate the financing of commercially viable
infrastructure projects and thereby increase provision of private infrastructure in
Indonesia.

May 2010 - Sri Mulyani as Managing Director. World Bank President Robert Zoellik
announced the appointment of Sri Mulyani Indrawati as Managing Director of the
World Bank Group. As Indonesia’s Minister of Finance since 2005, Ms. Indrawati has
navigating the country successfully in the midst of global economic crisis,
implementing key reforms, and earning the respect of her peers across the world.

May 2010 - Guarantee for Infrastructure. World Bank, PT Indonesia Infrastructure
Guarantee Fund, Temasek Foundation and Singapore Corporate Enterprise joined the

MOU to support Indonesia’s infrastructure with Singapore’s experience in corporate
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governance and development of public-private partnerships (PPP) for infrastructure
projects.

May 2010 - Loan for Climate Change. World Bank approved its first ever development policy
loan dedicated to climate change mitigation and adaptation in Indonesia. The USS$
200 million ‘Climate Change DPL’ is designed to support the Indonesian Government

in its efforts to adopt a lower carbon more climate-resilient growth path.

Sumber: Laman Mayantara World Bank

Hubungan panjang antara Indonesia dan World Barkardah tanpa
kritik. Sebuah tulisan editorial harian onliiedi Indonesia pernah menuding
World Bank sebagai salah satu otak agresi miliglaBda pada dekade 1940-an.
Campur tangan World Bank dalam konflik ini kemudiamembuat Soekarno
enggan bekerja sama dengan World Bank Group, hiagganya pemerintahan
Soekarno digulingkan oleh Soeharto.

Penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto membakak baru
dalam perekonomian Indonesia, dan World Bank menjathasa dalam
memberikan pinjaman dan opini dalam usaha pembamgimdonesia. Bahkan
hingga Soeharto dilengserkan, World Bank masih rildngengaruh. Bersama
dengan IMF, World Bank dituding menjerumuskan Inekda masuk ke dalam
permasalahan yang lebih pelik melatructural adjustmenhya.

Akan tetapi, andil terburuk World Bank sebenarngialah dengan ikut
melestarikan neoliberalisme yang merugikan bagomedia. Liberalisme dan
privatisasi dalam sektor-sektor ekonomi yang sfriatdiingga saat ini sering
terjadi, dan merupakan imbas dari perjanjian antladanesia dan World Bank.
Artikel tersebut lebih jauh lagi menuding bahwa WoBank ada di balik
perumusan lebih dari 70 undang-undang yang disimyad-neoliberalism¥.

B3 Berdikari Online (4 Januari 2011), “67 Tahun Bank Dunia dan Kiprahnya di Indonesia”. Diakses
Mei 2011. http://berdikarionline.com/editorial/20110401/67-tahun-bank-dunia-dan-kiprahnya-
di-indonesia.html.

" |RIB World Service. Diakses Juni 2011. http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content
&view=article& id=24844.
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BAB 3
PARIS DECLARATION DAN
IMPLEMENTASI BANTUAN WORLD BANK

Paris Declaration 2005 merupakan sebuah titik t@laknana muncul
kesadaran dalam lebih memperhatikan pertanggurayaabj atas aliran bantuan
luar negeri di berbagai negara. Selama ini, usamiubn luar negeri seringkali
dikritik tidak efektif, dan hanya akan berfungsbagai alat pihak donor dalam
mencapai tujuannya di negara penerima. Negara ipgaeun tidak kalah disorot,
mengenai penggunaan bantuan luar negeri terseleg@arbnegara berkembang
umumnya menjadi perhatian karena bantuan tersatmatr dikorupsi.

Pada dasarnya, yang menjadi keprihatinan adalatveb&@antuan luar
negeri tersebut tidak mencapai tujuan yang padalngeadicanangkan.
Ketidaksampaian pada tujuan tersebut memiliki barkagsus dan alasan. Entah
kesalahan terletak pada pihak donor maupun penedtaa mungkin keduanya,
yang jelas masyarakat sebagai pihak yang seharusmyserima produk dari
bantuan tersebut tidak bisa mendapatkannya, atag ysampai dinikmati
masyarakat tidak maksimal.

Paris Declaration mencoba untuk mengidentifikasikamsip-prinsip
yang menjadikan sebuah bantuan luar negeri merggektif. Prinsip-prinsip
itulah yang secara idealnya harus dijalankan agatuan luar negeri bisa disebut
efektif dan bisa dinikmati oleh masyarakat sebajakeholder terbesar dalam
usaha pembangunan.

Dalam Paris Declaration, disepakati adanya limaggpi utama, yaitu: (1)
Kepemilikan kebijakan, (2) Keselarasan lokal, (Zridonisasi, (4) Orientasi pada
hasil pembangunan, dan (5) Pertanggungjawaban rbarsielima prinsip ini
kemudian dilengkapi oleh 12 indikator yang dapagudakan untuk melihat
apakah prinsip-prinsip ini terpenuhi. Lalu indikatapa saja yang mewakili
sebuah prinsip dalam Paris Declaration? OECD memyaath analisis dari Paris
Declaration dengan menempatkan satu per satu da@riindikator tersebut ke

dalam prinsip-prinsip utama.
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Tabel 3.1
Prinsip Paris Declaration dan 12 indikator utama

PRINSIP PARIS DECLARATION INDIKATOR YANG BERKAITAN
1. Kepemilikan kebijakan (policy ownership) - Kepemilikan strategi yang bersifat
operasional.
2. Keselarasan lokal (local alighment) - Terdapatnya penguatan kapasitas lokal

melalui koordinasi dukungan.
- Menghindari implementasi program
yang tumpang tindih.

- Terdapatnya sistem manajemen
keuangan publik dan procurement yang
dapat diandalkan

- Adanya penggunaan sistem manajemen
keuangan publik dan procurement
nasional.

- Kepastian bahwa aliran bantuan
mengutamakan prioritas nasional.

- Bantuan memiliki sifat lebih mudah
diprediksi.

- Bantuan bersifat tidak mengikat, minim
conditionalities.

3. Harmonisasi (harmonization) - Adanya prosedur umum dalam aliran
bantuan luar negeri.

- Adanya joint mission dan joint country
analytic works.

4. Pengelolaan yang beriorentasi pada hasil - Adanya kerangka kerja yang berorientas
pembangunan (managing for results) pada hasil-hasil pembangunan

5. Pertanggungjawaban bersama (mutual - Adanya mekanisme

accountability) pertanggungjawaban bersama antara

pemerintah dan donor, terutama dalam
hasil-hasil pembangunan.

Sumber: OECD (2008)
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Pembahasan yang dilakukan dalam bab ini didasgskda pembagian
prinsip-indikator yang ditetapkan oleh OECD deminmuelahkan analisis yang
ada. Masing-masing prinsip akan dibahas melaluibabbtersendiri, yang
didalamnya akan dibahas bersama dengan indikaddaitor yang terkait dengan
prinsip tersebut. Dengan demikian bab ini akanglike dalam lima subbab yang
menganalisis masing-masing prinsip Paris Declamatititambah dengan satu
subbab yang berisi analisis lanjutan mengenai iefedd bantuan luar negeri dan

kemiskinan di Indonesia.

3.1. Prinsip kepemilikan kebijakan (policy ownershp)

Indikator yang terkait pada prinsip ini:
* Kepemilikan strategi pembangunan yang bersifat

operasional.

Dalam penilaian efektivitas bantuan luar negeripekeilikan sebuah
negara atas kebijakan pembangunannya menjadi selpu@isip penting
tersendiri.Prinsip ini dikedepankan sebagai sebbahtuk kemandirian dari
negara yang bersangkutan, dengan menunjukkan kenaamga untuk
menentukan sendiri strategi dan arah pembangunamelgara tersebut, sesuai
dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Laporan OECD (2007) menunjukkan bahwa dalam madapbmilikan
kebijakan, posisi Indonesia sebagali negara berkegnb@uh lebih baik
dibandingkan dengan negara-negara yang perekonoyaiatemah. Laporan
tersebut bahkan menyebutkan bahwa dalam hal idgniesia termasuk negara
yang memiliki effective practice dalam perumusanbije&kan dan strategi
pembangunan. Kondisi yang sama juga digarisbawalandlaporan High Level
Forum on Aid Effectiveness di Ghana tahun 2008.

Strategi pembangunan Indonesia terlihat dengan yadaRencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana rigemda Jangka
Menengah (RPJM) dalam siklus 5 tahunan.
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Bagan 3.1
Skema RPJPN dan RPIJMN

RPIPN
2005 - 2025
4 v
RPIMN
2020 - 2024

RPIMIN
2015 - 2019

Creating am
independent
Indonesiam society,

Strengthening the
) restructuring of NEKRI,
Restructuring the improve Ure guality
MER! {Republic

nf himan resnarces,
Indonesia) to build a

building the capaci
safe and peaceful e B

of science and

devalopmant with
emphasis on building
ECOnomic
competitive
auwanlage based vn
availahle natural

resgurces, gqualified

modern, mtegrny
and prospcrity
through the
acceleration of the
development in all
SeCTors with a solld
economic structura

Indonasia, fairly &
democratic, with a
better welfare.

technology,
strengthening the
economic

Ccompettivensss.

human resgurces, as
weil as the abihity of
zci=nce and

technology.

based on competitive
advantage.

Sumber: Bappenas (2010)

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pada @0Q& pemerintah
Indonesia menerbitkan Strategi Nasional PenanggatarKemiskinan (SNPK),
yang berisikan garis besar strategi dan pola jarningemerintah dalam
mengoordinasi dan mengelola program-program pendaiggan kemiskinan.
Dalam hal strategi operasional, deklarasi Jakadm@itment pada tahun 2009
juga dilanjutkan dengan pembentukan A4DES. A4DE$ujukan untuk
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mengoordinasikan program-program penanggulanganskearan dengan dana
yang berasal dari bantuan luar negeri.

Terkait dengan strategi operasional, setiap programg dijalankan oleh
pemerintah biasanya memiliki petunjuk teknis datupek pelaksanaan yang
disesuaikan dengan program tersebut. Salah saagtajah PNPM-Mandiri, yang
dalam pelaksanaannya memiliki alur strategi operasi mengenai bagaimana
dana pemerintah bisa sampai ke tangan publik.

Keberadaan strategi pembangunan dari tingkat mhkrgga petunjuk
pelaksanaan di level program ini kurang lebih memabean pernyataan OECD
bahwa untuk prinsipid effectivenesgang satu ini telah dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia.

Permasalahan yang pantas diperhatikan dan kriébersarnya tidak
terletak pada rencana strategi pembangunan, naehih kepada pelaksanaan
program pembangunan di level kementrian hingganigga. Di sisi lain, menilik
kepada prinsip kepemilikan kebijakan, terdapat kban dalam beberapa
program seperti PNPM Mandiri, di mana dana yangdmrdari bantuan luar
negeri semakin bertambah dari waktu ke waktu, searewlana yang berasal dari
kas dalam negeri semakin berkurang.

Perlu diingat bahwa dengan istilah ‘kepemilikanidak berarti
keseluruhan ide mengenai jenis program berasalrutgiya dari Indonesia.
Semenjak awal 2000-an, dalam usaha pengentasaskieam, World Bank telah
menggunakan pendekatan community-based developsed#gai acuan baku
program-programnya. Tidak hanya World Bank, daleatu sdekade terakhir,
pendekatan tersebut memang sudah menjadi pendefatgnumum dilakukan
oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat baik dkainlokal, nasional,
maupun internasional. PNPM-Mandiri merupakan sakdtu contoh dari
community-based development tersebut. Satu hal yagrgbuat PNPM mandiri
memiliki sifat ke-Indonesia-an adalah fakta bahviPRI-Mandiri bertempat di
Indonesia, maka komponen-komponen kelembagaan, kragip dan

pelaksanannya disesuaikan dengan tata cara dagebodesyarakat Indonesia.

' Akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya, mengenai prinsip keselarasan lokal (local
alignment).
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Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah, reageembangunan yang
berkaitan dengan kemiskinan baru diterbitkan olemgrintah Indonesia pada
tahun 2005 melalui SNPK. Terlebih lagi, Jakarta @otment, yang merupakan
komitmen terhadap Paris Declaration 2005, baruktidasikan pada tahun 2009,
yang artinya komitmen ini tidak memiliki efek ak@ftau reaktif pada rentang
waktu sebelum tahun 2009. Apabila SNPK sendiri beadir pada tahun 2005,
maka dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 200&tegi penanggulangan
kemiskinan belum sepenuhnya dirumuskan secarassdBisa dikatakan bahwa
porsi prinsip kepemilikan kebijakan Indonesia dalg@manggulangan kemiskinan
baru secara resmi terbentuk pada 2005 dan baraldreurang lebih lima tahun.
Selain itu, Jakarta Commitment yang baru didekikasmspada 2009 menyiratkan
bahwa komitmen pemerintah untuk benar-benar merapkaim efektivitas
bantuan luar negeri baru berjalan pada tahun tetsgdéng dapat diartikan bahwa
keseriusan pemerintah untuk usaha penanggulangamiskiean dan
memperhatikan efektivitas bantuan luar negeri banalan selama setahun lebih.

Meski demikian, ketiadaan strategi penanggulangamigkinan yang
serius pada periode pra-2005 bisa dimaklumi memginpda masa tersebut
kebijakan pemerintah Indonesia masih banyak yamgudioleh IMF sebagai
bagian dari Structural Adjustment Policy (SAP) nkareDalam kondisi demikian,
dan merujuk kepada prinsipil SAP IMF, pemerintatidinesia diharuskan untuk
mengurangi jumlah pengeluaran negara pada sekttorseon-produktif. Sektor-
sektor non-produktif yang dimaksud antara lain bgl&esehatan, pendidikan,
serta program penanggulangan kemiskinan non-ekonkiermungkinan besar,
kondisi ini juga yang membuat pemerintah Indonésieus menghutang kepada
pihak luar negeri untuk menghidupi bidang-bidangniproduktif’ tersebut
semasa masih terikat kepada SAP IMF. Barulah patalant2003/2004 Indonesia
memutuskan tidak lagi menggunakan jasa IMF, dan ilikerkebebasan lebih

dalam merumuskan strategi pembangunan dan penamggul kemiskinan.
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3.2. Prinsip keselarasan lokallpcal alignment)

Indikator yang terkait pada prinsip ini:

* Terdapatnya penguatan kapasitas lokal melalui
koordinasi dukungan.

* Menghindari implementasi program yang tumpang
tindih.

» Terdapatnya sistem manajemen keuangan publik dan
procuremenyang dapat diandalkan.

« Adanya penggunaan sistem manajemen keuangan
publik danprocuremennhasional.

» Kepastian bahwa aliran bantuan mengutamakan
prioritas nasional.

» Bantuan memiliki sifat lebih mudah diprediksi.

e Bantuan bersifat  tidak mengikat, minim

conditionalities

Prinsip keselarasan lokal (local alignment) dalaerid® Declaration
memiliki porsi yang sangat penting. Ini dipastikdengan fakta bahwa prinsip ini
mendominasi jumlah indikator yang digunakan dalaanisPDeclaration untuk
mengukur efektivitas bantuan luar negeri. Prinsigenting untuk mengukur dan
memastikan bahwa kapasitas lokal memadai dalam ukend kepemilikan
kebijakan sebuah negara. Selain itu, prinsip igajuigunakan untuk mengukur
apakah sebuah negara benar-benar masih terikat tel@yantung kepada
kepentingan donor atau mendahulukan kepentingaat. lok

Sayangnya, dalam prinsip ini, Indonesia masih nikimibanyak
kekurangan. Dari hasil temuan penelitian, dalanargnwaktu 2000 hingga 2010,
koordinasi untuk membangun kelembagaan lokal yargmitiki kapasitas
memadai dalam mendukung program penanggulanganskie@un tidak efektif.
Laporan terakhir yang menunjukkan perkembangan yemkup baik baru
tercantum antara tahun 2007 dan 2009. Kondisi ‘plaik’ tersebut sendiri pada

dasarnya ditulis dengan istilah ‘berjalan menujodisi yang lebih baik'.
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Kesulitan koordinasi dalam pengembangan kapastiabdga lokal ini
erat kairtannya dengan proses desentralisasi keanadan wewenang dalam
pembangunan dan menjalankan program penanggulangamiksinan.
Desentralisasi inilah yang juga tidak efektif ddémesia. Hal tersebut disebutkan
oleh Smoke dan Winters dalam laporannya di tahutD2@moke & Winters
menyatakan bahwa kesulitan dalam usaha desensralesa delegasi kewenangan
program pengentasan kemiskinan terjadi sebab adag@sme sektoral,
diantaranya adalah persaingan antara instansi peateryang satu dengan
lainnya. Persaingan ini, menurut Smoke & Winterglasiari pula oleh motif
politik, karena cukup banyak lembaga pemerintalgydikuasai oleh orang-orang
yang mendukung partai politik tertentu. Ini membumtansi-instansi yang ada
sulit untuk saling bekerja sama dengan lembaga lmik yang dipimpin oleh
kepentingan partai lain ataupun yang netral.

Salah satu usaha untuk mempermudah koordinashaliama bantuan
sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2006. Seb&lbon 2006, setiap
departemen (kementerian) rupanya bisa mengadakgas&ea dan negosiasi
dengan pihak ketiga atas bantuan luar negeri yargjfat sebagai pinjaman. Pada
tahun 2006, pemerintah mengambil langkah dengan etapgkan bahwa
Kementerian Keuangan adalah satu-satunya pihak y@erhak melakukan
kegiatan penandatanganan dan negosiasi developideyang bersifat pinjaman.
Kewenangan Kemenkeu ini kemudian dilekatkan demgaian Bappenas sebagai
penasihat dan koordinator. Maka, seluruh dana bantuar negeri, terutama
dalam penanggulangan kemiskinan, terkumpul di Keemam Keuangan sebelum
didistribusikan kepada kementerian-kementeriamhzn

Tiap kementerian memiliki program-program terseingang berkaitan
dengan isu kemiskinan. Di kementerian yang berbpdagram yang dijalankan
juga berbeda sesuai dengan kekhususan kementersgbut. Kementerian
Pendidikan Nasional, misalnya, mengelola programSB®ang secara tidak
langsung merupakan bagian dari penanggulangan kieais melalui sektor
pendidikan. Dalam prakteknya, kebijakan ini akh&nynenimbulkan efek
samping berupa persaingan antar kementerian yangkse tajam dalam usaha

untuk mendapatkan dana bantuan luar negeri damgmegrogram mereka. Tidak
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jarang, Kementerian Keuangan menjadi instansi yamgisuhi oleh lembaga lain
yang tidak mendapatkan tambahan dana bantuandgarin

Hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa selkilbaa persaingan
antar lembaga dalam mendapatkan porsi dana banseangkali juga terjadi
ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pdsagan pemerintah daerah.
Apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dengagrmam pembangunannya,
seringkali diterjemahkan berbeda oleh pemerinta¢érada Smoke dan Winters
dalam laporannya juga berargumen bahwa hal inbdlgdean oleh kurang jelasnya
peran pemerintah daerah secara fungsional terhadsgha-usaha seperti
pengentasan kemiskinan. Kesalahpahaman antara &egem pemerintah pusat
dan daerah sering terjadi. Dalam usaha penanggnakgmiskinan, program
PNPM-Mandiri sempat ditolak oleh beberapa kabupaternndonesia dengan
alasan bahwa program tersebut terlalu bersifaraestis dan tidak menghormati
kewenangan otonomi pemerintah daerah. Permasalakesalahan dan
ketidakcocokan implementasi di lapangan seringkednjadi penyebab gagalnya
program-program pemerintah. Kondisi ini rupanyaajugenjadi temuan Hanik
(2009) yang menjelaskan bahwa:

“...poor implementation was the result of lack obedination
mechanism and guidance on the conduct of monitoring
involving 74 Technical Ministries/neDepartment Agencies,
653 units of Directorate General level, 11,240 sniof
Director level; 33 Provinces with 990 SKPD; and 441
Districts/Cities with 13,230 SKPD; as well as lack
competence staff. Therefore, capacity of the gowem of
plan, manage and implement resditven strategy does not
seem develop into an expected level which requirther
capacity development.”

Dari temuan-temuan tersebut, dapat diketahui bahwéementasi yang
buruk di lapangan disebabkan oleh banyak hal, @iranya adalah:
1. Kurangnya mekanisme koordinasi pelaksanaan, telmasu
diantaranya disebabkan oleh persaingan antar Bsistaarta
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintaaidae

? Hasil wawancara dengan Informan Il, tanggal 28 April 2011.
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2. Terdapat kelemahan dalam panduan monitoring pelaksa
program.

3. Kualitas staff pelaksana program masih rendah dtarang
kompeten.

Dengan demikian, kembali kurangnya mekanisme kaoasii menjadi
salah satu penyebab utama yang menghambat efe&tpibgram. Fakta bahwa
pemerintahan SBY mengubah Komisi Penanggulanganidkeran menjadi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjelaskanhwla sebelum
dibentuknya komisi dan tim koordinasi, pelaksanaanogram-program
penanggulangan kemiskinan berjalan sendiri-sentdinpa koordinasi yang
memadai, sehingga seringkali terjadi tumpang tinplibgram, serta distribusi
program yang tidak merata di wilayah Indonesia.

Kemudian, bagaimana dengan indikator lainnya? Urmgekmasalahan
conditionalities, atau persyaratan yang dibebankapada pihak penerima
bantuan, terdapat beberapa perbedaan pendapat.rabhap@mhun 2008
memperlihatkan bahwa 73% bantuan dari kategori OIP@I@ merupakan
pinjaman bersifatuntied — atau tidak terikat. Pengertian akan bantuan yang
‘terikat’ pada dasarnya merujuk kepada kewajibagi bagara penerima bantuan
untuk membeli atau menggunakan sarana, prasardaa, fasilitas yang
disediakan oleh donor dalam pelaksanaan proyekpatagramnya. Bantuan yang
terikat akan dianggap kurang efektif, karena kedveagi tersebut akan terlihat
seperti pemaksaan untuk menggunakan sumber dagabysa jadi kurang tepat
untuk menjawab permasalahan lokal.

Meskipun terdapat laporan bahwa sebagian besaenpam bersifat
untied permasalahan yang ada adalah bahwa setiap banemaitiki persyaratan,
dan inilah yang sering disebut sebageonditionalities Pada dasarnya,
mendefinisikan conditionalities tidak mudah, kardmelum ada definisi yang
benar-benar digunakan secara universal yang dapajetaskan secara rinci
mengenai kata tersebut (ASEED, 2008: 7). Bull kt(2006) memberikan salah
satu definisi mengenai conditionalities berdasarlkeggoran peneliti independen
yang disponsori oleh pemerintah Norwegia, yaituageb ‘the application of

* Data diambil dari hasil laporan “2008 Monitoring Survey on Aid Effectiveness”.
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specific, pre-determined requirements that direatly indirectly enter into a
donor’'s decision to approve or continue to finangeloan or grant. Pada
kesempatan yang lain, LSM Inggris Christian Aid 8P mendefinisikan
conditionalities sebagaitie use of loans and grants to secure change in
developing countries by making money conditionaltio® implementation of
certain reforms.

World Bank Group (2005), di sisi lain juga memilidefinisi sendiri
mengenai conditionalities. Definisi yang diberikaleh World Bank sifatnya lebih
sempit dan teknis, yakni sebagai ‘kondisi-kondisessfik yang terkait dengan
pemberian pinjaman dan penunjang anggaran’. Namumydta definisi yang
digunakan World Bank tidak berhenti sampai di siRalam conditionality
review, World Bank juga mencantumkan conditionaditisebagai ‘seperangkat
kondisi atau persyaratan yang sejalan dengan kelijaperasional World Bank,
yang harus dipenuhi sebagai bagian dari prosedonb@ean pinjaman dalam
implementasi kebijakan pembangunan’. Persyaratesyamtan ini, dalam
dokumen tersebut, antara lain (a) terdapatnya g&earmakroekonomi yang
cukup dan berkesinambungan, (b) implementasi pnogdan proyek harus
dengan metode yang memuaskan World Bank, dan (@@rldkan adanya
implementasi kebijakan dan aksi institusional untolencapai hasil yang
diinginkan pada program yang didukung World Bank.

Meskipun terdapat butir-butir persyaratan tersebifiitnya agak rancu,
dan bisa diterjemahkan bermacam-macam. Dalam kg#amnlengan lembaga
internasional seperti World Bank dan IMF, persyamayang ada bisa bersifat
sangat moralitik seperti keharusan adanya mekaniamekorupsi, hingga
persyaratan kontroversial seperti adastractural adjustmentseperti pengetatan
pengeluaran dan privatisasi sektor-sektor strgtegiag merupakan kebijakan
sangat tidak populer apabila diambil oleh pemehintiavilayahnya.

Terdapat dua macam conditionalities, yang dibagildsarkan waktu di
mana persyaratan tersebut harus dipenuhi, gaipostandex-ante Persyaratan
ex-post merupakan persyaratan yang harus dipeneihipthak penerima setelah

menerima bantuan. Sementara itu, persyaratan ex+fastupakan persyaratan
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yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh negarancpénerima sebelutvantuan
tersebut diberikan oleh negara donor.

Dengan demikian, setiap bantuan pada dasarnyddteaesikat. Ini jelas
terutama bagi bantuan yang bersifat pinjaman, yargniliki aturan jadwal
pengembalian dan bunga. Bantuan World Bank bagifesia harus diakui jelas
memiliki conditionalities Sebagai bantuan dalam bentuk pinjaman, jelas &ahw
pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan jadyeamlg telah terstruktur.
Terlebih lagi, bantuan pinjaman tersebut dikenaigauyang juga harus dibayar
oleh pemerintah Indonesia.

Indikasi ini terlihat pada besaran perbandingantuzam antara bantuan
bilateral dan multilateral kepada Indonesia. Daia tahun 2005 hingga 2009,
bantuan baik berupa loan maupun grant dari bilaga multilateral minimal
berbanding 70:30. Ini menunjukkan bahwa hingga 2008onesia sebenarnya
masih lebih bergantung kepada kerjasama bilatetmndingkan multilateral,
seperti terlihat dari grafik di bawah ini:

Bagan 3.2
Perbandingan persentase pinjaman dan hibah
sebagai bantuan luar negeri terhadap Indonesia
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Sumber: Bappenas (2010)
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Salah satu alasan mengapa lebih banyak kerjasalaterbdi adalah
fleksibilitas dalam menentukan besaran conditidiealiyang ada. Dalam proses
negosiasi bantuan bilateral, negara-negara dorsar lebih mudah dipengaruhi
secara diplomatik untuk menghasilkan keputusan yahip meringankan bagi
Indonesia. Namun, umumnya lembaga multilateralt sutkmberikan akse®w
conditionalities pada Indonesia karena terpaku kepada standar tgdaiy ada,
misalnya angka pendapatan penduduk, di mana Indoteesmasuk negara dengan
pendapatafow-middle income

Conditionalities yang ditetapkan oleh World Bank ternyata menjadi
standar dari kerjasama dan bantuan dari negara Kaindisi ini terlihat dari
pernyataan AusAID bahwa meskipun conditionalitislak serta-merta dibuat
tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, pengatlaanprosedurnya mengikuti
prosedur World Bank.

“No decisions on conditions are made without appiofrom the
Government of Indonesia. If AusAlID sets conditiyab its aid
program, it tries to use existing processes set up by the World
Bank to reduce administration burden on Government of
Indonesia.”

- AusAlID, dalam laporan Bappenas (2010)

Pernyataan tersebut membuktikan dua hal, bahwaefigp bantuan dari
negara donor memiliki conditionalities, meskipursdni@annya berbeda dan atas
persetujuan pemerintah Indonesia, dan (2) bantuam World Bank jelas
memiliki conditionalities mengingat World Bank telah memilikiemplate
conditionalities seperti yang dinyatakan oleh AusAID dan tercantdalam
beberapa paragraf sebelumnya.

Pernyataan tersebut juga didukung temuan Hanik yage lebih lanjut
menyatakan bahwa pada dasarnya, selama ini banteamang selalui disertai
denganconditionalities Persyaratan ini dalam bentuk terkecil biasanyaugze
konsultan yang disediakan oleh pihak donor. INFEhKkan pernah mengkritik
persyaratan para donor untuk Indonesia, yang meuagken adanya penyediaan
ruangan untuk dijadikan kantor donor di gedung-gedinstansi pemerintahan
baik pusat maupun daerah.
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Hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan daaskap lokal adalah
bagaimana bisa tercipta kemandirian nasional ata®grgm-program
penanggulangan kemiskinan. Untuk hal ini, pemehintalonesia rupanya masih
sangat tergantung kepada bantuan luar negeri.riaapat dilihat pada data di
bab sebelumnya, mengenai porsi pendanaan progm@gnapn seperti PNPM-
Mandiri. Pemerintah mengedepankan PNPM Mandiri gabarogram utama
dalam pengentasan kemiskinan. Namun, tingkat besdana PNPM dari
pemerintah Indonesia persentasenya berkurang déiEMP 1 ke PNPM I,
sementar dana World Bank naik. Dalam kaitannya @emgmerintah daerah pun,
dana dari pemda umumnya tidak sampai 30% dari tidabdana PNPM daerrah
tersebut, mayoritas dana dari pusat (antara 70a&afpersen), yang berasal dari
dana World Bank.

Ketergantungan ini sebenarnya cukup ironis, mergirtana bantuan
luar negeri lebih banyak difokuskan kepada bantteknis dan investasi
dibandingkan dengan bantuan pada lingkup sektoral.

Bagan 3.3
Perbandingan persentase bantuan bilateral dan mulkateral

berdasarkan fokus implementasinya
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Dalam kasus World Bank, dana yang disalurkan lebifiyak digunakan
untuk membangun sarana dan prasarana, sertagmgliblik. Berdasarkan data
Bappenas pada kuartal pertama 2010, terdapat\Yaml|l Bank sekitar 3,302
milyar dolar AS untuk Indonesia, dan dari jumlarsébut 1,4 milyar digunakan
untuk pembangunan sarana dan prasarana publikgdisen pada Kementerian
Pekerjaan Umum), 329 juta untuk sektor pendidilsanta 81 juta untuk sektor
kesehatan. Sementara itu sisanya tersebar ke la¢npagam sektor dan bantuan

lainnya.

Tabel 3.2

Perbandingan Jumlah Bantuan dari World Bank

dan lembaga lainnya di Indonesia secara sektoral

Education 319.80 = 7870 | 2810 | 8931 | 21023 | 72614
Health 8120 = 205.00 - - 12201  408.21 12%
public Works | 1,41846  1,08660 | 249.44 | 83.00 | 557.66 | 3,395.16 43%
Total amount

of aid 3,302.86 | 2,586.00 @ 54745  450.72 1,092.10 7,979.13

committed

Sumber: Bappenas (2010)

Menilik dari tabel data tersebut, maka dapat dilibahwa fokus dari
kebanyakan donor bantuan luar negeri, salah satufgald Bank, lebih
dititikberatkan kepada pembangunan sarana danrpresamum. Pembangunan
infrastruktur biasanya lebih menjadi primadona, adaapabila data tersebut
digabungkan dengan tabel sebelumnya, maka korglasig ada adalah
pembangunan infrastruktur digunakan sebagai badganinvestasi baik donor
maupun negara penerima untuk kepentingan dan lekamcpertumbuhan
ekonomi.

Pertanyaan yang muncul dari komposisi fokus bantaesebut adalah:
sebenarnya apakah usaha penanggulangan kemiskieajadinprioritas utama

dalam bantuan luar negeri? Dari data yang add) tri 40% dana World Bank
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digunakan untuk kepentingan infrastruktur. Semeanttr, kurang lebih 21-22%
merupakan gabungan untuk sektor pendidikan darhkés® Memang, terdapat
argumen logis bahwa akses pada sektor pendidikarkesehatan adalah bagian
dari usaha pengentasan kemiskinan, dan pertumbuenomi melalui
infrastruktur bertujuan untuk mempercepat peningkakesejahteraan. Namun
harus diingat bahwa dalam kasus program sepertiM2MBndiri, sebagian
dananya juga digunakan untuk pembangunan saranapdesarana. Tidak
menutup kemungkinan, bahwa dana sektoral juga tkpotong untuk digunakan
dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukungyrmara masing-masing.
Pada akhirnya ini beresiko menimbulkan tumpangtinkiegiatan dari dana
bantuan luar negeri. Selain itu, dengan kemungkaeama yang banyak terserap
pada usaha pembangunan infrastruktur, bukankah augananggulangan
kemiskinan yang seharusnya langsung ditujukan kepadividu dan keluarga
miskin menjadi memiliki porsi sumber daya yang lbegkg?

Dengan demikian, maka bisa jadi penanggulangan dSkemain
sebenarnya bukanlah fokus utama para donor, teautdforld Bank, dalam
memberikan bantuan luar negerinya. Ironisnya, datag ada menunjukkan
bahwa utang pemerintah terus bertambah, dan pregragnam yang bekerja
sama dengan World Bank umumnya adalah pinjamanddaa dari program itu
didominasi oleh pinjaman tersebut. Sangat disaymmgkahwa pemerintah
Indonesia memiliki program penanggulangan kemiskingang dananya
didominasi dari donor yang tidak menempatkan ismigkinan sebagai fokus

utamanya.

3.3. Prinsip harmonisasi

Indikator yang terkait pada prinsip ini:
e Terdapatnya penggunaan prosedur umum dalam
pelaksanaan dan aliran bantuan luar negeri.
e Terdapatnygoint missiondanjoint country

analytic works
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Prinsip harmonisasi dalam aid effectiveness diganakuntuk
menghindari adanya tumpang tindih program pembaagurierutama yang
berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinalamDkasus Indonesia,
sebagai sebuah negara dengan banyak developmargrpayang masing-masing
memiliki spesialisasi dan tujuan sendiri dalam gepantuannya, jumlah program
yang ada berjumlah sangat banyak. Dari World Bamkdisi, data mengenai
proyek aktif yang saat ini ada di Indonesia menicaparoyek, seperti yang telah
disebutkan di bab sebelumnya. Jumlah tersebut hdm@sal dari satu
development partner, sementara jumlah developmarnhgr yang tercantum di
Jakarta Commitment mencapai 22 institusi, baik pemah maupun non-
pemerintah.

Langkah untuk mempererat koordinasi antar programapggulangan
kemiskinan sebenarnya telah dilaksanakan pemerinbationesia sejak
pemerintahan Megawati dengan pembentukan Komisi argyulangan
Kemiskinan. Pada masa pemerintahan SBY, tugaskdanisi tersebut dipertegas
sebagai koordinator, berubah nama menjadi Tim Kaoasl Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk mengoordinpsogram-program
penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh bedbagacam instansi dan
departemen pemerintah supaya tidak tumpang tindih.

Dalam kelanjutannya, usaha koordinasi juga dikemkam dengan
menitikberatkan kepada efektivitas bantuan luar enegMelalui Jakarta
Commitment, pemerintah Indonesia mendirikan A4DEfhqgy bertugas untuk
mengelola dan mengoordinasikan bantuan luar negmmg ditujukan untuk

program-program pembangunan dan penanggulangarskiean.
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Bagan 3.4
Skema Rencana Operasional AADES

Ministerial Policy Guidance

Reparting T Pelicy Guidance
Aid for Funding Mechanism
Dewvelopment
Stearing Committee: Echelan Effectiveness Multi-donor Program
| from Bappenas, MoF, CME2, Secretariat
NEFA, B4oFA, MoHA and [a4DES)
State Secretariat = Reportingto I
Chair of
= Managemant
MBI’EBEEF‘I'IEI’!'I Commities: 5 DE‘H’Ehp e
Echeelons 1| formn Bappenas, i mi Al FaTHEEEs
MimF, CMEA, NFPA, MoFa,

MoHA and State Secretarnalt

Thematic Working Groups j ‘

Sumber: Bappenas (2010)

Dalam rencana operasionalnya, skema A4DES akamakgu sebagai
aturan baku dalam mendukung program-program yantarge berasal dari
bantuan luar negeri. Sayangnya, karena baru terbedada tahun 2009, maka
kinerja AADES sendiri masih belum terlihat dengalag, dan belum dapat dinilai
secara objektif.

Indikator lain dalam prinsip ini adalah mengenaibd&@daanjoint
mission dan joint country analytic works Indikator ini kurang lebih merujuk
kepada kerjasama antara negara penerima bantuam(del ini Indonesia)
dengan negara-negara atau lembaga donor, terma=uacu kepada kerjasama
tidak hanya dalam pembentukan dan pengelolaan gmggnamun juga kepada
pengawasan dan evaluasi analitikal terhadap isw&uy berkenaan dengan
kemiskinan dan efektivitas bantuan luar negeri.

Mengacu kepada indikator ini, sulit untuk menyatakahwa Indonesia
mencapai target yang diinginkan atau memenuhi aidikini, seperti yang terlihat

pada tabel di bawabh ini:
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Bagan 3.5
Pencapaian Tingkat Harmonisasi Bantuan Luar Negerdi Indonesia

L1096

2007 2005 2010
B foint mission @ Collaborative analytical works Aid support to program based

Sumber: OECD (2007), Bappenas (2010)

Dalam tabel tersebut, harus dicatat grafik tahubO2&dalah target Paris
Declaration pada tahun tersebut, dan bukan merapddta pemerintah Indonesia.
Data pemerintah Indonesia ada di grafik tahun 268m@ 2009. Target Paris
Declaration tahun 2010 adalah terciptanya keseigdramlan harmonisasi dalam
pelaksanaan program-program yang ada, dengan kasng06%6:66%:66% untuk
perbandingan antara joint mission, joint analytierkg, dengan rasio aid support
to program based.

Data dari OECD (2008) dan Bappenas (2010) baru redihatkan
pencapaian pada tahun 2007 dan 2009. Pada tahuh RO®posisi yang ada
adalah 13%:45%:51%, cukup jauh dari target 201di® yang ada berubah
cukup drastis pada 2009, dimana komposisi tersebetubah menjadi
34%:80%:36%. Dengan kondisi demikian pada tahur®280lit untuk mencapai
target 2010. Penghitungan atas indikator ini teapakontribusi hutang World
Bank sesuai topik penelitian ini juga tidak did&aat sebab data resmi tersebut
ternyata tidak memuat data dari dua donor, yaiturliV®ank dan Jepang.
Sementara itu, data pada tahun 2010 belum ada seipadi online kepada para
donor baru akan dilaksanakan tahun 2011.

Survei online yang dilakukan dalam rangka mengukammonisasi ini

menarik untuk dicermati, sebab dari dokumen usedegpada survei online
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tersebut terlihat bahwa pengukuran yang dilakukgmalla para donor umumnya
hanya bersifat angka, yang kemungkinan besar akamakan untuk mengukur

komposisi harmonisasi, seperti yang dapat diliredapcontoh lembar halaman
survey di bawah ini:

Gambar 3.1
Contoh pertanyaan dalam survei online 2011 untuk mnitoring Paris

Declaration

INFORMATICH ON THE DOMOR

Name of Danor : Australia

Dener offical sabmitting this completed questionnaire ithis is usuallythe head of the doner organisation in the country) :
Mime -

Jeb Title -

HDICATOR 3: AIDFIOWS ARF A IGHET OH HATIONAT PRIRITIFS ©

gy How much ODA dic you disbarse at country level in calendar year 20107

0.00 UsD
ity How much of this was far the gwvernment sscor in calendar year 20107 o =
Qi Fur refersens pur e ey, luw s DDA r U st smmmet s Lor Uid o sl s S o o o0 USD

danors (004 which is not captared in your reponses to @'1- 0% above) 2t the country lvel in calandar
wear 2010 7
Q14 How much estimated ODA was “ecorded in the annual budge: as grants, revenue or ODA Kans in the 2010 0.00 USD

aanual budget 7

Informatian Provided by Goversme nt

INDICATOR 4: STRENGTHEN CAPACITY BY CC-ORDINATED SUPPORT «

o Pow much techrical cooperatien did you disturse in calendsr year 20107

000 UsD
(qfy How much technical cooperasion did you disbarse through cv-ordinzted pragrammes in sipport of capacity 0.00 USD
develooment in calendar vear 10107
INDICATOR J& : USEOF NATIONAL PUBLIC FINANCIAL MAMNAGEMENT SYSTEM
Ir calender year 2010 , how mch ODA disbursed for the sorermment sectar used
Qi mutionsl budget execution procedure ! 000 UsD
a% mutional firarcial reporting srocedures * 000 UsD
g mutienl auditing procedurss ? .00 U=D
'ld' ' ol three ratiorl procedurses defined abovel 000 UsD

Sumber: User Guide for 2011 Online Survey on Mampthe Paris Declaration

Dengan demikian, survey ini seakan tidak memberitempat bagi
temuan-temuan non-numerik yang mungkin dapat dkmamasebagai analisis

lebih lanjut mengenai belum tercapainya tingkatiaarisasi yang diinginkan.
3.4. Prinsip Pengelolaan yang berbasis pada hasimbangunan
Indikator yang terkait pada prinsip ini:

» Terdapatnya kerangka kerja yang berorientasi

pada hasil-hasil pembangunan.
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Prinsip ini pada dasarnya mengukur apakah setigggrgm dan
evaluasinya mengacu kepada kondisi hasil pembangdnanana masyarakat
sebagai stakeholder utama dapat menikmati hasii @dasgram-program
pembangunan tersebut. Dalam prakteknya, diharagé@k donor maupun
recipient memiliki kesepahaman atas nilai-nilaiuatadikator apa saja yang
diharapkan dapat diukur atau dicari tahun dalantuegabersama.

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas (2010: iingakui bahwa
perkembangan untuk melaksanakan prinsip ini bereagldengan lambat. Hal
ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangankatadinasi antara
pemerintah dengan donor mengenai fokus evaluadigragram. Dalam hal ini,
pemerintah masih lebih terpaku dalam melihat aement dari masing-masing
sektor melalui program-programnya. Sementara ibnod (development partner)
umumnya lebih melihat apakah dana bantuan yangludisa benar-benar
digunakan untuk kepentingan pembangunan atau tidak.

Hal yang sama ternyata juga terjadi antara RPJMhgale indikator-
indikator yang ada di masing-masing kementeriamjalian RPJMN terakhir
(tahun 2010) melaporkan bahwa sebenarnya, targeinhgienasing sektor sudah
ditentukan pada RPJMN. Namun, masing-masing kemantdelah memiliki
renstra masing-masing sehingga tetap menggunakastraetersebut dalam
pencapaian targetnya, dan dengan sendirinya mekgabdarget RPJMN.
Padahal, menurut Peraturan Pemerintah No. 36/2@ap6kkementerian seharusnya
menggunakan RPJMN dan renstra dalam sistem margtolan evaluasi mereka
atas hasil kerja dan program-program yang ada.

Bappenas sendiri mengakui bahwa sinkronisasi imolikeersebut baru
terjadi akhir-akhir ini dengan kerjasama World Baédam evaluasi program
BOS. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan WBaitk berhasil menyepakati
ukuran dan indikator output dan outcome dalam pnogtersebut. Bappenas
mengharapkan bahwa kerjasama tersebut juga dapatvali dalam program-
program yang lain, terutama dalam usaha penangganmakemiskinan.

Kondisi ini membuktikan bahwa selama ini, indikaitodikator
keberhasilan sebuah program penanggulangan kemskiararti tidak berpaku

kepada output dan outcome yang mengacu kepada pesibangunan yang
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benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Ipediuat dengan pernyataan
hasil wawancara dengan seorang mantan pejabat Kimed, yang
mengungkapkan bahwa selama ini, proses pelapoda\farld Bank umumnya
hanya berupa angka dan pencapaian statistik, takmasngenai berapa jumlah
dana yang sudah dikeluarkan. Melalui Kemendiknaerl@lVBank menjalankan
program-program yang berujuan dalam jangka panjangk mengentaskan
kemiskinan, seperti program BOS dan pemberantasata huruf. Dalam
pelaporan kemajuan program, informan mengakui bakViald Bank tidak
meminta laporan mengenai detil permasalahan dinzga dan lebih banyak
meminta data statistik. Oleh karena itu, selama hasil laporan mengenai
program-program yang ada memang berpaku kepadaaasigiistik, seperti
berapa jumlah program yang berjalan, jumlah sekgfahg dibangun, berapa
jumlah dana yang digunakan untuk membangun ataubelerasilitas, namun
tidak lebih dari itu.

3.5. Prinsip Pertanggungjawaban BersamaMutual Accountability)

Indikator yang terkait pada prinsip ini:
» Adanya mekanisme pertanggungjawaban bersama
antara negara dan donor, terutama dalam hasil-

hasil pembangunan.

Pertanggungjawaban bersama antara Indonesia dan spakeholders
umumnya terdapat dalam bentuk laporan berkalar@sttu hingga dua tahun).
Salah satu contoh terbaru adalah adanya laporan &kht Evaluation on Paris
Declaration, phase ¥ang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 20Ebagai
bagian dari pertanggungjawaban dari sudut pandamgpntah.

Laporan yang lain biasanya diselenggarakan dalartub@nline survey.
Hingga saat ini, setidaknya ada tiga online suryayg telah dilaksanakan atau
direncanakan: tahun 2007, 2009, dan 2011. Onlimeeguni merupakan online

survey yang sama dengan yang digunakan untuk mandukmonisasi, dan

* Wawancara dengan informan [, 15 Maret 2011 di Jakarta.
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bertindak sebagai bagian dari proses pertangguagaw bersama antara
Indonesia dengan para donor.

Sementara itu, hubungan Indonesia dan World Banlsertese
pertanggungjawaban antar kedua pihak biasanya rfitekbelaporan-laporan
program. Laporan-laporan program ini umumnya mémstandar yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan World Bank biasanya fenaturan standar
mengenai laporan program yang ada.

Mengenai permasalahan transparansi, pihak pemerimaelalui
Bappenas mengatakan bahwa usaha transparansi danggengjawaban pihak
pemerintah akan usaha pembangunan dan khususrmy@mpraemiskinan sudah
jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Dalam pexrkaonitoring, secara berkala
(per kwartal) Bappenas mengadakan joint monitorolgngan para donor,
kementerian terkait, BPK, dan Bl. BPK dan BPK Pnsvikini lebih aktf dalam
tugas mereka mengawasi anggaran dan audit di peafen pusat dan juga di
dalam lingkup program.

Salah satu permasalahan pertanggungjawaban atas dAna bantuan
luar negeri adalah permasalahan korupsi. Padardasamasalah ini seringkal
menjadi perhatian dan keprihatinan para donor teEha negara-negara
berkembang dan dunia ketiga. Meski demikian, Bappgnga mengingatkan
bahwa permasalahan korupsi tidak hanya berhubung@ngan program
penanggulangan kemiskinan dan Paris Declaratiomatsendorupsi pada dasarnya
merupakan permasalahan pembangunan dan merupakandgan bagi hampir
seluruh negara di dunia. Bappenas juga lebih lamebyatakan bahwa usaha
pemberantasan korupsi tidak hanya digalakkan pead adanya program
penanggulangan kemiskinan dan Paris Declaratiomunasudah sejak tahun
1971, dan posisinya membaik sejak pemerintahan [&Bjalan.

Dalam kasus Indonesia, umumnya permasalahan kasapseg dikaitkan
dengan ketidakefektivan kerja birokrasi dalam pegaaan program-program
pemerintah yang berasal dari dana bantuan luarrindggtuk hal ini, terdapat
KPK dan Satgas Mafia Hukum yang telah dibentuk perteh, dan bertugas
untuk mencegah dan menindaklanjuti apabila tegadiyimpangan. Birokrasi ini

juga pada akhirnya menyangkut mengenai kinerja rarogprogram seperti
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PNPM-Mandiri di lapangan. Sayangnya, ternyata PN@&hdiri tidak terlepas
dari korupsi. Hingga akhir 2010, terdapat seki@d@ kasus penyelewengan dana
program dengan total kerugian Rp 110 mityar

Dari segi persentase, total kerugian tersebut hamgtagambil porsi 0,2
persen dari total dana PNPM yang mencapai trilyuni@mh. Dari dana Rp 110
milyar itu, sekitar 70% berhasil diselamatkan, set@e sisanya masih dalam
proses hukum. Penyelamatan dana tersebut, menemtygtaan resmi dari
Kemenko Kesra, dikarenakan adanya sistem yang naemgftan terdapatnya tiga
tanda tangan (dari perwakilan yang ditentukan nraggéd sendiri) sebelum dana
tersebut dialirkan ke tangan masyarakat. MenurhalpiKemenko Kesra, dari
laporan yang ada, penyelewengan dana biasanyaattignruntuk motif politik,
seperti dana kampanye. Namun, ada juga yang mevsedgkan dana diakibatkan
motif kebutuhan pribadi.

Permasalahan korupsi di Indonesia memang menjadkngsial sejak
masa reformasi hingga kini, dan seberapa pun kecpnesentase penyelewengan
dana, seharusnya tidak dapat ditolerir karena dersebut berkaitan langsung
dengan upaya peningkatan kualitas kesejahteraaganafat, dan terlebih lagi
bahwa dana tersebut salah satunya berasal daainmanj luar negeri, yang pada
akhirnya membutuhkan pertanggungjawaban yang tlikya sekedar angka,
namun juga komitmen untuk transparansi dalam patean program. Memang,
bila membandingkan dengan kondisi di masa lalu,guertah jauh lebih terbuka
dalam memberikan laporan mengenai kinerja dan progerogram serta
monitoringnya. Laporan-laporan tersebut biasanya kiapat dengan mudah
diperoleh dengan cara diunduh melalui situs Bappefarlepas dari kualitas
monitoring dan pelaporan yang ada, hal ini memasag thanggap sebagai sebuah
kemajuan. Meski demikian, pemerintah Indonesia jtidgak dapat membiarkan
celah sedikit pun dalam monitoring dan pelaporaleh okarena itu usaha
perbaikan dan inovasi untuk memperoleh sistem rmong dan evaluasi yang

lebih efektif dan efisien juga harus menjadi ptesi

> Pernyataan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, pada acara Media Briefing PNPM Mandiri : Persepsi
Versus Fakta, di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2011
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3.6. Ketidakefektivan bantuan World Bank dan angkakemiskinan Indonesia

Dari pembahasan subbab-subbab di atas, maka dapapdlkan bahwa

bantuan World Bank dalam penanggulangan kemiskpaaa rentang waktu
2000-2010tidak efektif apabila dilihat dari sudut pandang Paris Declarmati

Dengan demikian, hipotesis awal mengenai efektifnya bantuan World Bank

dalam membantu Indonesia menurunkan angka kemiskinan disebabkan oleh

dipenuhinya lima prinsip Paris Declaration ternyata tidak terbukti.

Tidak terbuktinya hiporesis awal dipengaruhi olelmuan-temuan dan

analisis pada subbab-subbab selanjutnya, yang di@aigkum dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 3.2
Rekapitulasi temuan penelitian atas efektivitas batuan luar negeri
PRINSIP PARIS DECLARATION HASIL TEMUAN
Kepemilikan kebijakan Perencanaan dan strategi operasional
- Kepemilikan strategi yang bersifat sudah ada dan berjalan, dengan adanya
operasional. SNPK, RPJP, RPJM, serta Jakdrta
Commitment.
Penetapan dari strategi dan langkah-
langkah tersebut terlambat. SNPK baru
hadir pada 2005, sementara Jakarta
Commitment baru terjadi pada 2009.
Keselarasan lokal
- Terdapatnya penguatan kapasitas loka| Pelaksanaan prinsip ini  memeiliki
melalui koordinasi dukungan. banyak kelemahan.
- Menghindari implementasi program yang
tumpang tindih. _ Kapasitas pemernintahan lokal dap
- Terdapatnya sistem manajemen keuangﬁBaratnya dalam program
publik dan procurement yang dapat enanggulangan kemiskinan terbatas
diandalkan P gguiang T
.- Adanya penggunaan sistem manajemen _ _ . . :
keuangan publik dan procurement nasiorjdioordinasi antar instansi pemerlntiah
- Kepastian bahwa aliran bantuan tidak efektif. Hingga 2005-2006,
mengutamakan prioritas nasional. pelaksanaan program masih tumpang
- Bantuan memiliki sifat lebih mudah tindih.
diprediksi.

Analisis terhadap...,Shaka Ma
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- Bantuan bersifat tidak mengikat, minim
conditionalities.

Porsi  kontribusi pemerintah atas
program kemiskinan semakin menurun.

Conditionalitiesdisinyalir masih kuat.

Harmonisasi

- Adanya prosedur umum dalam aliran
bantuan luar negeri.

- Adanya joint mission dan joint country
analytic works.

et
10
ata

Kemungkinan tidak mencapai targ
yang diinginkan pada tahun 20
(hanya ada trend grafikal, bukan d
pasti).

Pemerintah melalui Bappenas sendiri
mengakui sulit untuk mencapai target
harmonisasi.

Masing-masing Development partner
memiliki motif tersendiri.

Pengelolaan berbasis
pembangunan

- Adanya kerangka kerja yang berorient

hasil

asebih condong pada pemenuhan an

Pelaporan dan fokus dalam program

gka

pada hasil-hasil pembangunan statistik, bukan pada dinamika (di
lapangan.

Pertanggungjawaban bersama Mekanisme pelaporan antara

- Adanya mekanisme pertanggungjawabapemerintah dan donor sudah ada, dan

bersama antara pemerintah dan donor,
terutama dalam hasil-hasil pembangunan

lebih mudah diakses oleh publik, jika
dibandingkan dengan masa-masa Qrde
Baru, misalnya.

Namun, proses monitoring program
penanggulangan kemiskinan masih
lemah, sehingga memberi celgh

terjadinya kasus-kasus korupsi dan

penyalahgunaan dana.

Dari lima prinsip yang ada, memang pada dasarngegepetah Indonesia

telah memiliki skema dan kerangka kerja yang sktiga diperlukan dalam kaca

mata Paris Declaration, seperti adanya strategiasmmal pembangunan, telah

dimulainya sinkronisasi dengan pihak developmenttnpas dalam mencari
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indikator pembangunan yang layak, serta semakibukanya akses terhadap
monitoring dan evaluation bila dibandingkan dengesa lalu.

Permasalahannya adalah, banyak dari langkah-landkesebut baru
menemukan akarnya pada pertengahan dekade, yaitengk tahun 2005, di
mana pemerintah mengeluarkan SNPK. Di sisi lainsekasan pemerintah
Indonesia untuk dalam mengadopsi Paris Declarstendiri baru terlihat jelas
pada tahun 2009 dengan adanya Jakarta Commitrmerhelnunjukkan bahwa
memang dari 2005 hingga 2009 sendiri, komitmenatdasp adanya efektivitas
terhadap bantuan luar negeri masih terbengkalarujMie kepada dimulainya
Millenium Development Goals pada tahun 2000, makaubsembilan tahun
kemudian pemerintah Indonesia menunjukkan komitneradap bantuan-
bantuan luar negeri yang hadir untuk membantu lagianmencapai MDGs, yang
akan berakhir tenggatnya di tahun 2015. Ini bedati semenjak adanya Jakarta
Commitment, waktu Indonesia hanya tersisa kuramigoo@hun.

Dari aspek lain yang berhubungan dengan prinsifs Peaclaration, usaha
untuk menerapkan prinsip keselarasan lokal dan ¢waigasi dapat dikatakan
mengalami kegagalan, atatu dalam bahasa yang @hiimis, kemajuannya
sangat minimal. Ini terlihat dari temuan-temuan dwagna sering terjadi
ketidaksinkronan paradigma antara pemerintah pdesagan pemerintah daerah
sebagai pelaksana di lapangan. Selain itu, koafitar kementerian dan instansi
juga menjadi salah satu faktor penghambat terbedismmbah lagi dengan
inkompetensi personil yang seharusnya menangamrgro secara efektif. Ini
pada akhirnya berhubungan dengan masalah korupg) Bamsanya juga ikut
menjadi penyebab dan perhatian utama dalam kefektkean bantuan luar
negeri mencapai sasaran yang seharusnya di lapangan

Dari faktor eksternal, adanya conditionalities temherupakan beban
tambahan kepada Indonesia. Ini kembali berhubundmamgan prinsip local
alignment dan harmonisasi. Pemenrintah sendiri rsudangakui bahwa cukup
sulit untuk mengakomodasi berbagai macam donor yaamiliki tujuan berbeda-
beda, termasuk diantaranya adalah World Bank. émgartikan bahwa dari pihak
development partner (donor) sendiri, masih terdakaihginan untuk ikut

mendominasi kebijakan dan arah program yang akatadkan di Indonesia.
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Permasalahan dominasi donor ini berimplikasi kep&#aandirian
pemerintah, serta legitimasi kepemilikan pemerirtednadap program-program
penanggulangan kemiskinan. Temuan yang ada mekgsikian dominasi ini
terjadi dalam pendanaan program. Seperti yang tdlapaparkan pada bab
sebelumnya, porsi pendanaan World Bank pada prodgtBidM-Mandiri terus
bertambah, sementara dana dari pemerintah hanyar lstahap pertama,
selanjutnya jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkaahlwa pemerintah Indonesia
semakin tergantung kepada World Bank dalam membipg@gram-program
pengentasan kemiskinan, dan memperlemah kemangemmerintah dalam usaha
menyejahterakan rakyatnya.

3.6.1. Angka Kemiskinan Indonesia dan FleksibilBaatistik

Tidak terbuktinya hipotesis awal penelitian yangnyebutkan
menurunnya angka kemiskinan Indonesia disebabkam @fektivitas
bantuan luar negeri, menimbulkan pertanyaan baepei® yang telah
diketahui sebelumnya, data yang dikeluarkan olehgomtah melalui BPS
menunjukkan bahwa semenjak 2006 angka kemiskinams tenenurun
secara stabil. Dari posisi 17% di tahun terselbutint menjadi 16% di tahun
2007, 15,45% (2008), 14,15% (2009), dan 13,33% @RO1Bila
diperhatikan, semenjak diterbitkannya SNPK padana&005, posisi angka
kemiskinan secara stabil menurun kurang lebih patsen setiap tahunnya.
Dari data tersebut, pemerintah berhasil menekakaakgmiskinan. Bahkan
dalam kaitannya dengan target MDGs, target untukummkan angka
kemiskinan basis tahun 1990 hingga setengahnyaéugapai.

Lalu apa sebenarnya yang membuat Indonesia benmasiekan
angka kemiskinan apabila bantuan luar negeri umpekanggulangan
kemiskinan yang didominasi oleh dana World Banlsdbut tidak efektif
dalam penanggulangan kemiskinan? Padahal, pentelmianesia sendiri
yang mengklaim bahwa angka kemiskinan dapat benguréarena
suksesnya program penanggulangan kemiskinan peafgriyang dananya
berasal dari bantuan World Bank.
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Penuturan dalam bab pertama penelitian ini meratasecara
singkat bahwa angka kemiskinan yang dikeluarkah pEmerintah sendiri
menghadirkan kontroversi di masyarakat dan mediassma Angka
kemiskinan pemerintah dianggap terlalu rendah, nggjai tidak
mencerminkan kondisi asli di lapangan. Pemerini&iddh memanipulasi
hasil statistik angka kemiskinan untuk secara semeaunjukkan prestasi
pemerintah dalam menganggulangi kemiskinan.

Keraguan atas validitas data statistik pemerirgghadi tidak hanya
pada saat pengumuman jumlah penduduk miskin, ngogm pada saat
BPS menerangkan metode yang digunakannya dalam efir@sdan
kemiskinafi, di mana seorang penduduk dikategorikan sebagaganiskin
apabila pengeluarannya per bulan berada di bawgltaaRp 211.000 , atau
sekitar Rp 7000 per hari. BPS kemudian menjelablgdmva angka tersebut
dijadikan indikator atas pertimbangan-pertimbangseperti kebutuhan
kalori dalam pangan dan kebutuhan harian individu.

Penjelasan BPS tersebut tetap tidak membuat kalarygag
mengkritisi menjadi puas. Perdebatan dan kontrotemss terjadi mengenai
angka riil kemiskinan Indonesia. Selama ini angkagy dikeluarkan oleh
pemerintah memang berdasarkan perhitungan BPS unelaetode
BKKBN. Namun, apabila Indonesia dimasukkan ke daktamdar World
Bank, di mana batas kemiskinan adalah pengeluaramalar AS per orang
per hari, dan batas extreme poverty pada US$ 1i2&ka perhitungannya
jelas berbeda.

Klaim lain mengenai kebohongan statistik juga genmada saat
kelompok lintas agama mengkritik pemerintahan SBYenghn
mengeluarkan pernyataan mengenai kebohongan-ke@gahonrezim
pemerintahannya Salah satu dari klaim kebohongan tersebut adalah
mengenai data angka kemiskinan yang dianggap menggatla. Dalam

klaim tersebut, jumlah penduduk miskin ada sekif@ juta orang,

® Press Release BPS-RI (27 Januari 2011), “Penjelasan Data Kemiskinan”.

” Tribun News Online (10 Januari 2011), “Tokoh Lintas Agama Ungkap 18 Kebohongan Rezim
SBY”. Diakses Juni 2010. http://www.tribunnews.com/2011/01/10/tokoh-lintas-agama-ungkap-
18-kebohongan-rezim-sby-1.
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mengingat jumlah itulah yang tercatat dalam pengtwantuan seperti beras
miskin dan jamkesmas.

Khudorf dalam tulisannya menganggap bahwa meskipun angka
kemiskinan mengalami penurunan, tetap saja pera@rimdonesia (dalam
hal ini pemerintah SBY) gagal dalam usaha pengantkemiskinan. Kritik
Khudori ini didasarkan kepada tiga hal, yaitu merageklasifikasi dan
kriteria miskin, validitas data, serta kaburnyausidalam program-program
antikemiskinan.

Mengenai kriteria miskin, Khudori menganggap balangka yang
dikeluarkan BPS adalah angka yang menunjukkan jurpkra penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahalg yseharusnya
diperhatikan bukan hanya mereka yang berada di bb@aes, namun juga
mereka yang pengeluarannya hanya sedikit beradtasligaris kemiskinan.
Khudori dalam tulisannya mengingatkan bahwa golangang disebut
terakhir ini tidak kalah rentan dibandingkan paemguduk yang berada di
bawah garis. Ini disebabkan karena kehidupan meegalong subsisten,
sehingga apabila terjadi sesuatu di mana merekk tiisa bekerja, maka
mereka akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Apabiteria ini masuk
dalam besaran kemiskinan, maka angka yang sebentéiaik hanya sekitar
30-an juta, namun mencapai 70 juta penduduk.

Khudori juga menuding bahwa pemerintah tidak memnitiata
yang valid mengenai masalah kemiskinan. Selain penghitungan atas
dasar pengeluaran keluarga dan individu untuk ntekan garis
kemiskinan adalah sesuatu yang salah. Hal ini keenudiperparah karena
pemetaan terhadap lokasi penduduk miskin juga tidikrat. Khudori
menilai bahwa Susenas BPS hanya digunakan untukah&kecenderungan
umum atas batas garis kemiskinan, sementara mkébagrga pra-sejahtera
BKKBN, menurutnya, tidak memadai dan tidak mampundeinisikan

kemiskinan. Padahal, kedua ukuran tersebutlah ydimpkai oleh

® Khudori adalah anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) serta Pokja Ahli Dewan
Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014). Kritik Khudori terhadap program pemerintahan SBY ini
dimuat di harian Republika edisi Kamis tanggal 13 Januari 2011, dengan judul artikel ‘Gagal Atasi
Kemiskinan’.
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pemerintah, tidak hanya dalam menghitung angka #en@n, namun juga
merencanakan program pengentasan kemiskinan.

Sebagai bagian dari tanggapan atas tuduhan ters&R®
mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan adangadaamn klaim angka
kemiskinan yang ada di masyarakat. Dalam Surat Momo
0030/M.PPN/02/2011 tertanggal 2 Februari Z01yang berjudul
“Penjelasan Data Penduduk Miskin dan Strategi Pietadr dalam
Mengurangi Kemiskinan”, BPS mengakui bahwa pemahimhemiliki dua
standar dalam mengukur jumlah angka kemiskinanarDdial ini, terdapat
dua data mengenai kemiskinan. Data pertama adalahntakro, dan yang
kedua adalah data mikro.

Standar pertama (penggunaan data makro) dihiturlglunailai
garis kemiskinan, yang mendefinisikan penduduk miskerdasarkan
jumlah pengeluaran per kapita per bulan di bawals g@miskinan. Garis
kemiskinan sendiri dalam standar ini diterjemahksgbagai rata-rata
pengeluaran makanan dan non-makanan per kapitakgéamtapok referensi
yang ditentukan (kebutuhan 2100 kalori per orang i serta 52 jenis
komoditi perkotaan maupun pedesaan).

Menggunakan standar pertama ini, maka didapat jumpdsnduduk
miskin di Indonesia menurut data 2010 adalah 3 jjuta atau 13,33% dari
total penduduk. Data makro ini merupakan data yakan digunakan dalam
kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pegumnan secara makro
untuk mengetahui jumlah penduduk miskin dan beskeimpangan dalam
masyarakat.

Standar kedua (penggunaan data mikro) dilakukawlalsarkan
survey dengan kriteria akses terhadap kebutuharar.ddsriteria ini
kemudian tercermin dalam 16 kriteria rumah tanggskim. Selanjutnya,
terdapat tiga jenis Rumah Tangga Sasaran, yangitdati (1) Rumah
Tangga Sangat Miskin sejumlah 2,9 juta rumah tan(@aRumah Tangga
Miskin sejumlah 6,8 juta rumah tangga, dan (3) Rurilangga Hampir

° Dokumen ini dapat diunduh pada situs Bappenas, pada laman http://www.bappenas.go.id/get-
file-server/node/10491/. (Diakses pada Mei 2011).
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Miskin sejumlah 7,6 juta rumah tangga. Pendudulgy@erada pada Rumah
Tangga Hampir Miskin diartikan sebagai pendudukgyderada sedikit
diatas garis kemiskinan namun sangat rentan tephguiacangan ekonomi.
Total Rumah Tangga Sasaran menurut data mikro ladalbesar 17,4 juta
rumah tangga, dengan total jumlah penduduk mend®di juta jiwa’.
Mengesampingkan kategori ketiga (hampir miskinjplph penduduk pada
tingkat sangat miskin dan miskin mencapai 41 jutea. Jelas terlihat
perbedaan jumlah antara data makro dengan data.mikr

Untuk apa data mikro ini digunakan? Penggunaandatakedua
dengan data mikro ini digunakan sebagai acuan uymtnkberian bantuan-
bantuan seperti Beras Miskin dan Jamkesmas. Baimudiberikan kepada
seluruh Rumah Tangga Sasaran, termasuk yang Havhipkin, karena
mereka rawan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinémn tidak dibantu.
Angka 60,4 juta didapat dengan angket survey vemdaru, dan akan
digunakan untuk tahun 2011. Untuk tahun 2010, menakan angket
survey yang belum diperbaharui, jumlah total pemn¢tudalam data mikro
yang berhak menerima raskin dan jamkesmas addb@sae76,4 juta jiwa.

Merujuk kepada dua standar yang digunakan pemBrintionesia,
dari sudut pandang teoritis baik pihak pemerintahupon pihak yang
mengkritik tidak dapat disalahkan. Keduanya bena@u namun
menggunakarset of datayang berbeda. Pemerintah menggunakan data
makro sebagai tolak ukur utama, sementara pihakg yarengkritik
mengedepankan data mikro. Dengan demikian, yangadterbukan
manipulasi murni sebuah data yang berupa angkaskemn, melainkan
metode yang digunakan untuk mengukur angka kenaskielah ditetapkan
dulu sebelumnya agar pihak yang berwenang bisa masiigan data terbaik
untuk dipublikasikan. Data makro yang menjadi aadgbemerintah jelas
memperlihatkan bahwa angka penduduk miskin di led@nberkurang dari
waktu ke waktu. Permasalahannya adalah, angka dathkro yang

diterbitkan pemerintah mengesampingkan kelompok yarakat yang
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rawan miskin, atau lebih tepatnya belum aman desiko untuk jatuh
kembali ke bawah garis kemiskinan.

Pada dasarnya, tuduhan atas manipulasi atau pbgyalaan data
statistik dalam bidang kemiskinan tidak hanya tér@i Indonesia. World
Bank, sebagai sebuah institusi internasional, jogeup sering menerima
kritik atas metode dan ukuran yang digunakannyandamnendefinisikan
kemiskinan. Salah satu kritik yang cukup kerasmatari Stiglitz, Sen, dan
Fitoussi (2010), yang mengatakan bahwa World Bahis berusaha untuk
memanipulasi garis kemiskinan menurut standarnyehingga angka
kemiskinan di dunia tampak mengalami penurunan m@mberi kesan
bahwa World Bank telah bekerja dengan baik dalammipa@tu mengurangi
angka kemiskinan di dunia. Hal ini juga dicontohkkemgan langkah World
Bank pada 2005 dengan menaikkan angka bexé®@me povertydari 1
dolar AS menjadi 1,25 dolar AS. Dengan kritik yasgma, batas baru
tersebut sebenarnya setingkat dengan garis kerarskinlima belas negara
termiskin di dunia. Sehingga apabila seorang indivinengeluarkan uang
1,35 dolar AS, atau sepuluh sen lebih tinggi demdar untuk mencukupi
kebutuhannya, individu tersebut tidak dapat dimksuokkategoriextreme
poor, padahal dengan perbedaan sepuluh sen, kondsy ¢easebut tidak
berbeda dengan mereka yang berada di dalamegdresme poverty

Calhoun, Rojek, dan Turner (2005: 425) mengakuiwzalpada
dasarnya pengukuran data kemiskinan memiliki gifablematik. Hal ini
disebabkan karena belum adanya definisi yang Heereer bersifat global
atas kata ‘kemiskinan’ itu sendiri. Selama ini, adajlobal kemiskinan
biasanya berasal dari UNDP maupun World Bank. Sgaypm definisi dan
pengukuran kemiskinan seringkali didominasi olektdafaktor ekonomi
dan mengabaikan beberapa faktor-faktor yang bédiifiamis seperti sosial
dan lingkungan di level mikro. Terlebih lagi, Wit (1995: 5) dan
Piachaud (1993: 105-129) menjelaskan bahwa bilaidt@nan hanya
dianggap sebagai angka belaka, maka yang akaulitdgéam perumusan
kebijakan adalah usaha untuk memanipulasi statdiblandingkan usaha

memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Kembali kepada ranah Indonesia, mengapa pemerintah
mengedepankan data yang menunjukkan di mana aeghkisknan menjadi
lebih rendah? Pemerintah yang berkuasa memangu selaiiliki motif
untuk menggunakan data angka kemiskinan dengad tyang menurun
untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyardkatam konteks
pencitraan politik, menurunnya angka kemiskinan aksudkan untuk
menunjukkan prestasi keberhasilan pemerintah dat@mperbaiki dan
membangun perekonomian nasional Indonesia bailkumasyarakat dalam
negeri maupun luar negeri. Motif inilah yang kemkingn besar
mempengaruhi keputusan pemerintah untuk memilila dadkro sebagai
acuan publikasi angka kemiskinan.

Namun, analisis tersebut pada dasarnya bersifatulgté dan
dugaan, karena belum ada bukti yang menunjukkaswr&derang-terangan
bahwa pemerintah dengan sengaja memilih data tstatkemiskinan
tertentu untuk memperoleh dukungan populer. Untekgetahui kebenaran
dari kemungkinan analisis tersebut, diperlukan [ lebih lanjut yang
terpisah dari penelitian ini, bahkan menurut San{&€96: 3), tema
penelitian mengenai hubungan struktur kekuasaan ddnpaknya pada
kemiskinan, serta tema kontrol dan manipulasi stthtimerupakan tema-
tema yang berada dalam kateganider-researchedatau termasuk kepada
bidang yang masih kurang jumlah penelitiannya.

Pada akhirnya, perlu ditekankan kembali bahwa isu
penyalahgunaan atau metode pengukuran data kemanskibukan
merupakan fokus utama dari penelitian ini. Fokutamapenelitian ini
adalah mengenai implementasi bantuan luar negEnmdpenurunan angka
kemiskinan. Pembahasan mengenai kontroversi #tatdan metode
tersebut hanya ditujukan untuk mencari logika &Emungkinan jawaban
alternatif, karena hipotesis awal yang tercantumardgpenelitian ini tidak
terbukti.
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3.6.2. Kepercayaan luar negeri, World Bank, dareddpnsi atas hutang

Bantuan luar negeri yang berupa pinjaman memanigarbu
merupakan hal yang aneh dalam kerjasama interrasiBalam sebuah
usaha pembangunan, negara berkembang seringkalbumgmian sumber
daya yang belum dimilikinya. Untuk memenuhi sumbdaya tersebut —
biasanya berupa dana — maka negara berkembang m&amnta atau
meminjam bantuan dari negara lain atau institusrirasional seperti World
Bank.

Posisi World Bank sebagdender (pihak yang meminjamkan)
sudah berlangsung sejak pendiriannya. Dalam kasienésia, keterlibatan
World Bank dalam usaha pembangunan tidak lepas gagakepentingan
Amerika Serikat. Pada periode 1960-and dan 197@amt,terjadi peralihan
dari Orde Lama ke Orde Baru, salah satu misi Anaefflerikat melalui
World Bank Group and USAID adalah untuk memperkp@tekonomian
Indonesia agar tidak jatuh ke dalam cengkraman kisme dan pengaruh
Uni Soviet. Misi ini termasuk berhasil, menginganperintahan Orde Baru
menjadi pemerintahan yang memiliki kebijakan amtirkinis.

Kontribusi World Bank terus berlangsung dengan lpeman
bantuan (berupa pinjaman) untuk berbagai macamramogdi bidang
pertanian, ekonomi, infrastruktur, dan juga kenmiaki. Besaran aliran dana
World Bank hanya tersaingi oleh pinjaman dari Jgpayang biasanya
memfokuskan bantuannya pada pembangunan infrastrukt

Meskipun bantuan luar negeri adalah sesuatu yangai, namun
kecenderungan yang ada pada Indonesia adalah &etiengan terhadap
bantuan tersebut. Dalam penanggulangan kemiskimanierlihat dari
bahasan sebelumnya di mana dana World Bank mesgadakin dominan
pada PNPM-Mandiri, dan kontribusi pemerintah daedalam program
tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan d#arld Bank dan
pemerintah pusat yang hadir lewat APBN. Sekali ldigekankan dan
diperjelas, bahwa mayoritas bantuan dari World B#ssebut sifatnya
merupakan pinjaman. Meskipun ada yang bersifatbhibamun jumlahnya
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sangat kecil dan tidak memiliki signifikansi apabdibandingkan dengan
bantuan yang berupa pinjaman.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia yatakan
bahwa hak suara Indonesia di World Bank menindkaibih jauh lagi, hal
ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah sebagatusbal yang positif, di
mana Indonesia sebagai sebuah negara mendapatdgyan lebih oleh
sebuah lembaga internasional, dan Indonesia metk@apperan yang lebih
besar dalam menggerakkan perekonomian dunia. Bsmademikian?
Tanggapan positif pemerintah dalam kasus ini sebgaalayak untuk
dikritisi, sebab meningkatnya hak suara Indonesia Wibrld Bank
sebenarnya merupakan akibat dari meningkatnya depadonesia di
lembaga tersebut. Dengan kata lain, Indonesia mekabeuang kepada
World Bank, untuk mendapatkan hak suara lebih bdsauntungan hak
suara yang lebih besar salah satunya adalah metmgk batas kredit
pinjaman hutang bagi Indonesia, yang berarti Indiankisa berhutang lebih
besar dari sebelumnya. Mengingat keterlibatan WBddk dan kegemaran
pemerintah Indonesia untuk berhutang dalam pemipemguekonomi
selama ini, maka hal tersebut sebenarnya malahenenmjiskan Indonesia
menuju potensi beban hutang yang lebih besar.

Dahlan dan Kosasth lebih jauh memberikan kritisi atas
penggunaan hutang luar negeri Indonesia. Pada Bdéaet 2009, posisi
hutang Indonesia berada pada kisaran 33% dari GD#kipun secara
statistik posisi tersebut berada dalam kisaran amamun ternyata 66%
dari hutang tersebut dimanfaatkan untuk pembiaysektor non-tradable,
dan hanya 33,4% untuk sektor yang tradable. Kecandan serupa juga
dikemukakan oleh Prasetyantoko (2007: 224). Datisiik pada subbab-
subbab sebelumnya, memang sebagian besar pinjaayag ¢itujukan
kepada Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunaasiniktur. Menurut
Dahlan dan Kosasih, alokasi hutang yang demikidaktiefektif, karena

pada kahirnya yang akan berkontribusi secara aktiam perekonomian

" Harian Kontan (4 Desember 2009), “Pengelolaan Utang dan Mengukur Outputnya Bagi
Negara”.
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hanya kurang dari 35% dari total hutang. Akibatryana pinjaman yang
seharusnya bisa dialokasikan untuk penyerapan dekaga dalam skala
besar untuk sektor industri menjadi terbatas. y@tinhutang Indonesia
dihabiskan kepada sektor-sektor yang tidak menggk&an.

Argumen Dahlan dan Kosasih di atas dapat dirugsakia aliran
pinjaman World Bank untuk Indonesia dalam bidardghg pengentasan
kemiskinan dan sektor pendidikan. Harus diakui mipengeluaran dalam
program penanggulangan kemiskinan, sektor pendidikasehatan dan
kemasyarakatan lainnya merupakan pengeluaran yadgk takan
menghasilkan timbal balik dalam waktu singkat. Seamya ada timbal
balik pun, hasilnya tidak berupa uang, melainkamimgkatan atas kualitas
hidup masyarakat. Dalam hal ini, melihat dari kacata pengembalian
hutang, apa yang disampaikan oleh Dahlan dan Kosasi benarnya.

Meski demikian, perlu diingat bahwa program pematangan
kemiskinan, serta program-program di sektor pekdiidan kesehatan
sejak awal bukan merupakan sektor mencari untuegij#&an dan program
ini merupakan investasi jangka panjang dari sudutdpng sosial, yang
tidak memikirkan mengenai untung-rugi. Kegiatan geggulangan
kemiskinan, program pendidikan dan kesehatan add&apian dari
kewajiban pemerintah bagi masyarakatnya dan didalam Undang-
Undang Dasar 1945. Ini mengurangi relevansi pentnpsaektor-sektor
sosial pada tataran non-tradable dan tidak menggkén.

Pada sisi lain, pemerintah seharusnya secara ssaahami sifat
altruistik sektor-sektor ini. Apabila memang sejawal tidak ditujukan
untuk mengambil keuntungan, untuk apa pemerintamdargai sektor
tersebut dengan hutang? Dengan kondisi ini, pemadrisendiri bertindak
tidak logis dan secara sadar membebani Indonesigadehutang yang
semakin bertumpuk. Berkaitan dengan kerjasama niasegsnal dalam
penanggulangan kemiskinan, seharusnya kerjasamabalatuan sumber
daya bersifagrant Bebas dari kemiskinan merupakan salah satu et as
manusia, oleh karena itu merupakan salah satu peinting dalam

Millenium Development Goals. Hak untuk tidak miskberkaitan erat
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dengan kemerdekaan ekonomi individu. Dengan demikissaha untuk
memberikan para penduduk hak mereka untuk tidakiphichiskin tidak
seharusnya menggunakan bantuan yang berupa hét@sgdasar ini pula,
Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie juga pernah menguanlkagar istilah
‘bantuan luar negeri’ dihilangkan apabila yang diken sebenarnya adalah
‘pinjaman atau hutang’.

Penggunaan pinjaman luar negeri untuk usaha ptasgEn
kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia. WoBdnk sebagai pihak
yang memberi pinjaman juga memiliki program-progrgang serupa di
berbagai negara di dunia. Dalam hal ini, jelas @ahforld Bank juga
secara sadar sebagai lender, meminjamkan uang seki&r-sektor non-
produktif, di mana uang tersebut pasti tidak akamlibali, dalam artian uang
tersebut tidak akan dapat diputar untuk menghasilkaofit atau
keuntungan. Permasalahannya, bantuan tersebut trerfiantuk pinjaman,
dan tetap harus dikembalikan. Lalu mengapa WorldnkBamau
meminjamkan uang yang sudah pasti tidak kembali?

Mengingat hasil dari penelitian ini menemukan bah@antuan
World Bank tidak efektif, maka pada dasarnya Woidnk juga
bertanggung jawab atas ketidakefektivan tersebtiglitd (2007: 212)
menyebutkan bahwa sebenarnya sebuah kegagalanhatabatan yang
terjadi pada negardorrower merupakan tanggung jawab pih&nder
World Bank, sebagai pihak lender, seharusnya midnmiekanisme yang
bisa menilai apakah pinjaman tersebut bisa diimplgasikan secara efektif
untuk membantu pembangunan dan usaha penanggul&aegaskinan di
lapangan. Pada akhirnya, usaha penanggulangankieamsnenjadi sangat
tidak efetif, karena jumlah cicilan hutang secaeadturuhan pada akhirnya
lebih besar daripada jumlah dana yang dipinjam kuntoenjalankan
program-program di bidang kemiskinan.

Menilik dari sudut pandang World Bank, kenapa lageitu tidak
menegur Indonesia apabila bantuan yang diberikagahdigunakan untuk
kepentingan politik dan menjadi tidak efektif? KpaawWorld Bank juga

puas hanya dengan laporan-laporan statistik sebexgluasi program?
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Selama lebih dari 40 tahun kerjasama dengan Ingnrietak mungkin bila
pihak World Bank tidak mengetahui bila ada ketidekefan,
penyelewengan, ataupun ketidaksinkronan koordpesierintah.

World Bank menciptakan kesan di mana lembaga tetsedysikap
tidak peduli atau menutup mata terhadap kelemaktrahan di lapangan.
Kondisi ini mengantarkan kepada pemikiran di manarl@/Bank memang
bersikap tidak peduli terhadap bantuan atau pinjageng didedikasikan
untuk pengentasan kemiskinan. Ini juga yang mengadih satu kritik
Stiglitz, yang mengatakan bahwa proses pinjam-m@mirhutang terlalu
menguntungkan bagi pihak donor seperti World B&dpanjang lembaga
tersebut bisa memiliki keterikatan dengan negagarse berkembang dan
dunia ketiga, keuntungan bagi World Bank juga akerus mengalir.
Keterikatan ini, sekali lagi, menciptakan ketergagfan antara negara-
negara berkembang dengan pihak World Bank.

Contoh kasus Indonesia dapat dilihat pada subbbélEmnya, di
mana pinjaman untuk satu tahap program PNPM-Mana&miliki jangka
waktu pelunasan hingga kurang lebih 20 tahun. Rddattu tahap program
tersebut hanya berjalan sekitar 2 hingga 3 tahadaPaat tahap program
selesai di tahun ke-tiga (dengan sisa kewajibanbpgaran 17 tahun),
pemerintah mengambil pinjaman baru dengan persyayang kurang lebih
sama untuk melanjutkan tahap berikutnya. Akibatngatang tersebut
semakin  menumpuk, dan kewajiban pembayaran hutageltut
dibebankan kepada generasi pemerintahan berikutnya.

Ironisnya, proses pembangunan di Indonesia daui lingga kini
tidak terlepas dari peranan World Bank dan baniuan negeri lainnya.
Dalam situs World Bank, terlihat jelas daftar bamtyang pernah diberikan
kepada pemerintah Indonesia, dan yang paling tuangka tahun 1967,
tepat pada saat Orde Baru dimulai.Dengan demikiorld Bank sudah
ikut terlibat dalam pembangunan Indonesia selanbéh ldari 40 tahun.
Indonesia terikat pada World Bank, dan dalam prps@sbangunannya pun
mengalami dependensi pada lembaga tersebut.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis terhadap...,Shaka Mahottama,FISIPUI,2011



103

Terikatnya Indonesia kepada World Bank sekali talgik terlepas
dari kepentingan stakeholder terbesar di lembagsehiat, yaitu Amerika
Serikat. Sudah bukan rahasia lagi apabila Amerikerik& sering
menggunakan World Bank dan IMF sebagai perpanjangagan mereka
dalam politik ekonomi internasional. Studi para gralseperti Lancaster
menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan pit@kod yang paling
agresif dalam usaha untuk mendapatkan keinginaitikpg di berbagai
bidang.

Penggunaan World Bank untuk kepentingan Amerikak&ejuga
dikemukakan oleh Fleck dan Kilby (2005), yang mgukikan bahwa ada
hubungan antara kepentingan komersial dan dagangrikan Serikat
terhadap proporsi besaran pinjaman World Bank thya&h tertentu. Dalam
pendekatan yang lain, Kapur (2000) berpendapat ddiesarnya dominasi
Amerika Serikat dalam sepak terjang World Bank laaddan oleh beberapa
hal, yaitu:

1. Amerika Serikat memang stakeholder terbesar, nayaungy
lebih penting adalah AS tidak ragu untuk menunjukieal
tersebut.

2. Kurangnnya counter-pressure dari stakeholder lanny

3. Fakta bahwa hampir mayoritas pegawai dan pejabatdWo
Bank saat ini menjalani pendidikan di Amerika Satjkdan
dengan demikian pola pikir mereka pun sudah dilbessisuali
dengan pola pikir AS.

Poin nomor tiga tersebut semakin nyata saat niethbwa tidak
ada Presiden World Bank yang tidak memiliki kewaegaraan Amerika
Serikat. Intensitas ini semakin meningkat sejak 72@ mana Robert
Zoellick yang menempati jabatan presiden World Bardnggantikan Paul
Wolfowitz memiliki sejarah sebagai individu yangngat mendukung
kepentingan Amerika Serikat di bidang ekonomi, beadkan analisis The
Independerif. Rekam jejak karir Zoellick sebelum menjabat ptesi

World Bank memang cukup meragukan untuk mengharapleamemihak

12 Bahasan analisis dari harian The Independent, Inggris tertanggal 2 Juni 2007.
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kepada negara-negara berkembang. Zoellick, dalaalisesn tersebut,
merupakan sekutu dari kelompbdleo-conPartai Republik, dan merupakan
salah satu penasihat terdekat Presiden George Wi. Bawul Zeitz, Direktur
Eksekutif Global AIDS Alliance, bahkan dengan terderangan
mengatakan bahwa Zoellick bukan orang yang tepabikp menyangkut
permasalahan hak negara-negara berkembang. SeydisitiZeitz bahkan
mengkhawatirkan sejarah Zoellick yang kebijakanmgrugikan bagi para
penduduk miskin di negara-negara berkembang

Pada sebuah laman situs World Bénkerdapat daftar yang
menjelaskan posisi penting World Bank bagi Amerikarikat. Terdapat
tulisan bahwa keberadaan World Bank penting sel@agalukung Amerika
Serikat dalam menjaga kepentingan nasionalnya, dialliddang keamanan
maupun ekonomi. Dari daftar tersebut, yang menantara lain adalah
poin-poin dan penjelasan di bawah ini:

Tabel 3.3
Poin-poin keuntungan Amerika Serikat dalam artikel
‘Why the World Bank Matters to the United States’

» American Values. The United States was a leading force in establishing
the World Bank in 1944, in the wake of World War II, and the World Bank
is designed to assist developing countries in ways that Americans support
— not by giveaways, but through loans and advice that help countries
help themselves.

* EXxport Revenues. Today, nearly a third of U.S. exports are to
developing countries where the World Bank has lending programs.

* Investment Opportunities. The World Bank is active in cultivating a
climate where it will be easier for U.S. companies to effectively compete

in the developing world, through lending programs that can create an

B BBC, “US Nominates New World Bank Chief”. Diakses Mei 2011.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6701865.stm.

" World Bank, “Why the World Bank Matters to the United States”. Diakses Mei 2011.
http://go.worldbank.org/ L3IJFVI2RO.
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environment more conducive to investment and private sector-led
development.

Reliable Consumers. The World Bank is dedicated to improving the lives
of the 1.2 billion people who live on less than $1 per day; the billion who
do not have access to an adequate water supply; the 1.7 billion people
lacking adequate sanitation facilities; and the 130 million children who do
not have access to primary education. Addressing these remaining
challenges can create increased political and economic stability around
the world. A healthier, better-educated, wealthier population in these
developing countries leads to more reliable consumers for U.S. goods
and services.

Results. Between 1980 and 2001, the proportion of people living in
poverty in the developing world fell by half — from 40 percent to 21
percent. Meanwhile, in the past few decades, life expectancy in
developing countries has increased by 20 years, the number of children
dying before the age of five has been reduced by half, and adult illiteracy
has been halved to 25 percent. Jobs and revenues in the U.S. increase
when poorer countries develop economically and socially.

Leadership. Because of its leadership role at the World Bank, the U.S. is
able to ensure that Bank loans are sensitive to issues important to
Americans — such as environmental protection, government transparency,
and participation of civil society — and that these loans are designed to
address the Millennium Development Goals that the U.S. and 188 other

countries are committed to reaching together.

Sumber: Laman Mayantara World Bank

Daftar tersebut merupakan bukti yang jelas danikbubkengenai

keberadaan World Bank merupakan kepanjangan tadgarkepentingan

Amerika Serikat, dengan rangkuman bahwa:

1. Keberadaan World Bank pada sebuah negara menirgkatk
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, sekaligus
menciptakan pasar yang lebih besar untuk produétyko

Amerika Serikat.
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2. Keberadaan World Bank pada sebuah negara menjamin
kemudahan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serika
dalam bersaing di negara tersebut.

3. Kepemimpinan Amerika Serikat di World Bank menjamin
bahwa aliran pinjaman World Bank sesuai atau tiépks
dari isu-isu dan permasalahan yang penting bagig&an
Amerika.

Hal ini lebih jauh dikuatkan dengan menempatkam gonerican
Valuespada tempat pertama, yang menjelaskan bahwa VBarié bekerja
dengan cara-cara yang didukung (disetujui oleh AtaeBerikat). Dalam
kalimat yang sama, ditambahkan bahwa cara merekabargu adalah
dengan memberikan pinjaman hutang. Sementaraigau pbin rangkuman
di atas jelas menunjukkan bahwa semakin kuat pdssid Bank di sebuah
negara, semakin kental pula kepentingan Amerikaik&erdi negara
tersebut.

Dalam kasus Indonesia, satu hal yang cukup mengkir&an
adalah temuan Thacker dalam Andersen, Hansen, cgakukten (2005),
yang menyatakan bahwa semakin dekat dan bersateinzh negara pada
kepentingan Amerika Serikat, maka akan lebih muukdi negara tersebut
untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga seperti [dVdBank.
Pemerintahan Yudhoyono berulang kali menyatakarad@publik bahwa
porsi hak suara (dan juga hak meminjam) Indonesierdbaga-lembaga
internasional seperti World Bank adalah hal yangk.baDengan
mengkaitkan ini pada temuan Thacker, apakah iniegitnasi bahwa
Indonesia memang berada dalam pengaruh Amerikakaberdan
menunjukkan dependensinya?

Data statistik bahwa porsi kepemilikan pihak assegiakin besar
dalam usaha dan perekonomian di Indonesia merupsddam satu bukti
bahwa proses liberalisasi ekonomi di Indonesia &emiauat, sesuatu yang
pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang dipriekiten oleh negara-negara
Barat, terutama Amerika Serikat, dalam sistem ekon®roses liberalisasi

ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, diatatahun 1967 pada
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saat disahkannya UU Penanaman Modal Asing (kemuHraeport dan
Newmont masuk ke Indonesia). Ini adalah bagian apggn dengan
Amerika Serikat dan World Bank, sebagai usaha petaér Indonesia saat
itu untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi IndoneBi@minasi tersebut
berlangsung hingga saat ini. Disinyalir puluhan amgiundang yang
ditetapkan pada masa pemerintahan Yudhoyono atakihlobi dari pihak
Amerika Serikat dan World Bank. Salah satunya dd&alel No. 25 tahun
2007, yang memberikan memberi kesempatan bagi psagn Hak Guna
Usaha lahan oleh modal asing hingga 95 t&hun

Harian Suara Pembaruan pernah melansir aftikefang
menyebutkan bahwa Badan Intelejen Negara (BIN) mgakr bahwa
sekitar 72 undang-undang yang ditetapkan di Indangdak lepas dari
peran lobi World Bank dan Amerika Serikat baik @nah legislatif maupun
eksekutif. Keterlibatan World Bank disinyalir tetjgpada saat perumusan
UU Pendidikan Nasional (No. 20/2003), UU Kesehdtdo. 23/1992), UU
Kelistrikan (No. 20/2002), dan UU Sumber Daya AIo(7/2004).

Intervensi dan pengaruh ini tidak hanya berhensiw. Melalui
IMF dan USAID, Amerika Serikat diduga telah ikut mmgengaruhi
perumusan undang-undang strategis lainnya, terma&ulBUMN tahun
2003, UU Penanaman Modal Asing yang baru (tahumR2@@&n UU Migas
(tahun 2001). Melalui UU tersebut, BUMN bisa dimtigasi dan modal
asing bisa bebas menempati sektor-sektor stratggisy seharusnya
menurut Pasal 33 UUD 1945 sebagai sektor yang sid{ugegara.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perumuszbijakan
tidak lepas dari kepentingan negara tersebut padanksia. Merunut
kepada tiga poin yang berkaitan dengan pentingngddABank, Indonesia
merupakan pasar yang sangat besar dan mengunturmggnproduk-
produk dan perusahaan Amerika Serikat. Terlebih Egnber daya alam

Indonesia merupakan sasaran utama bagi negaraanegdustri, dan

' Klaim ini dikemukakan oleh Salamuddin Daeng, juru bicara Kelompok Petisi 28, tertanggal 24
Oktober 2010, dan dapat dibaca melalui laman
http://jakpress.com/www.php/news/id/17216/Inilah-Nekolim-Amerika-di-Indonesia.jp. (Diakses
pada Mei 2011).

'® Suara Pembaruan (27 Agustus 2010), “Tiga Lembaga Asing Intervensi UU”.
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melalui berbagai undang-undang, sektor ini akhirrdidominasi dan
dikuasai pihak asing. Indonesia juga merupakanupigérbang untuk
menguasai pasar Asia Tenggara. Untuk menggengg#anirAsggara, maka
Indonesia sebagai porsi terbesarnya harus digartddebih dahulu.

Makalah Vaughn (2011) yang disiapkan untuk US Cesgjonal
Research Service mendukung analisis tersebut demgagatakan bahwa
dari sudut pandang geopolitik dan kepentingan AkaeBerikat, wilayah
Indonesia merupakan rumah bagi tiga dari jalurrjidut terbesar di dunia,
yang jelas sekali mengandung nilai ekonomi yangaaiinggi.

Nilai ekonomi yang tinggi itu juga dicantumkan daldaporan
Masters (2003), yang menyebutkan bahwa perairaimdtinesia dilewati
oleh hampir 50% armada dagang dunia, dan mayddtaslintas sumber
energi dari dan ke Asia Timur Laut juga melewatiayah ini. Kemudian,
wilayah ini semakin penting dengan adanya potensirg@ yang masih
belum dieksploitasi. Lebih jauh, laporan-laporarseébut menyarankan agar
pemerntah Amerika Serikat terus mengusahakan iegpahya kepentingan
ekonomi dan militer Amerika di wilayah tersebut.

Dengan demikian, untuk menguasai wilayah yangegrat maka
secara alamiah Amerika Serikat harus mengikat petaérnegara pemilik
wilayah tersebut. Metode-metode pinjaman atas ngambangunan,
mengindikasikan adanya sebuah skema untuk mentjikanesia dengan
hutang dan kemudian mempengaruhi kebijakan-kebjattalam negeri.
World Bank bertindak sebagai ujung tombak bagi AkeeSerikat dalam
mencapai dan melindungi kepentingannya di Indonedan program-
program seperti PNPM-Mandiri, semurni apapun niet dhotifnya, mau
tidak mau menjadi bagian dari skema tersebut.

Memang, usaha penanggulangan kemiskinan merupakeaiikan
pemerintahan tiap negara, termasuk Indonesia, @daopakan sesuatu yang
patut diapresiasi. Namun, fakta bahwa program pgouaangan kemiskinan
andalan Indonesia berasal dari dana hutang Worltk,Bemenunjukkan
terdapatnya ironi bahwa pemerintah usaha membebaskkyat dari

kemiskinan hanya untuk dibebani oleh belenggu lutirkemudian hari..
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Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa usaha pgolngan
kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesiantigkasi sebagai bagian
dari skema World Bank dan Amerika Serikat yang Hebesar untuk

mengikat Indonesia dan mengokohkan kepentingannyagara ini.
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BAB 4
PENUTUP

Bab ini merupakan bagian pembahasan terakhir datemelitian ini.
Berisikan kesimpulan, bab ini mencoba mengelabkaasipembahasan dari bab
pertama hingga bab ketiga dalam bentuk rangkuneata sxenarik kesimpulan akhir
yang didapat dari hasil temuan dan analisis yatah tdicantumkan pada bab-bab
sebelumnya. Selain itu, terdapat subbab rekomernyaag terdiri dari rekomendasi

praktis dan akademik atas isu yang diangkat dakmelgian ini.

4.1. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan gyeivg) paling serius
dan mendesak. Ini disebabkan sifat dasar kemislgaadiri sebagai sebuah isu yang
multidimensi. Selain merupakan isu ekonomi dan aodiemiskinan kini juga
dianggap mempengaruhi isu keamanan dunia di barbbmgang, termasuk
lingkungan dan beberapa berargumen termasuk jugasi@e. Berbagai negara di
dunia dan lembaga-lembaga internasional memilikidpagan, program, dan proyek
yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskatam ¢kala global.

Pentingnya isu ini membuat pemerintah negara-nedjatania menyatukan
komitmen untuk memberantas kemiskinan dan perntzsallain yang terkait melalui
Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkpada tahun 2000.
Terdapat delapan tujuan pembangunan, atau target lyarus dicapai oleh negara-
negara di dunia pada tahun 2015. Indonesia, selmggan dari masyarakat dan
komunitas dunia, ikut dalam usaha ini.

Poin pertama dari MDGs adalah memberantas kemiskiBalam poin
tersebut, diharapkan tiap negara pada 2015 benmasiurangi kemiskinan hingga
setengahnya dari basis data awal tahun 1990. Bada 2010, pemerintah Indonesia
mengeluarkan laporan bahwa tingkat kemiskinan diotesia menurun dari tahun ke
tahun, dan melihat dari data yang ada, Indonedeh tenelebihi target untuk

mengurangi kemiskinan hingga setengahnya berdasadsis tahun 1990. Dari segi
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statistik, ini merupakan keberhasilan besar dalaaha pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengklaim keberhasilan imbakprogram-program
pengentasan kemiskinan pemerintah, dan yang patarga adalah PNPM-Mandiri.
Program ini ternyata didanai oleh World Bank. Dendamikian, muncul hipotesis
bahwa menurunnya angka kemiskinan Indonesia tegkithat efektif-nya bantuan
World Bank dalam program-program pengentasan kenaskdi Indonesia.

Untuk mengukur efektivitas bantuan World Bank tbtge maka penelitian
ini menganalisis efektivitas bantuan luar negerrdbsarkan poin-poin Paris
Declaration yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu:

1. Kepemilikan kebijakan (policy ownership).

2. Keselarasan lokal (local alignment).

3. Harmonisasi (harmonization).

4. Pengelolaan berorientasi hasil pembangunan (mam&wgimesults).
5. Pertanggungjawaban bersama (mutual accountability).

Lima prinsip tersebut dilengkapi oleh dua belaskiaibr yang distribusinya
telah ditetapkan sebelumnya. Analisis atas limaggi dan dua belas indikator
tersebut pada akhirnya akan menentukan apakahebipawal mengenai efektvitas
bantuan World Bank terbukti atau tidak.

Dalam prinsip pertama mengenai kepemilikan kebijalmlicy ownership),
secara sistemik Indonesia telah memiliki sebualer@mamaan jangka menengah dan
jangka panjang dalam usaha pembangunan. Melalayad®PJM dan RPJP, disertai
dengan adanya SNPK, prinsip pertama ini setidakiyak terlalu sulit untuk
dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya,nddial ini, Indonesia seakan
terlambat dalam menentukan dan menetapkan adamgane sistemik pembangunan
tersebut. Meskipun RPJP dan RPJM telah ada sefik #8@n SNPK ada sejak 2005,
dalam kenyataannya komitmen Indonesia untuk beeaah mencapaiaid
effectiveness berdasar Paris Declaration baru terjadi tahun 20@%alui Jakarta
Commitment.
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Prinsip kedua yang dianalisis adalah keselaraskal lpocal alignment).
Prinsip ini merupakan prinsip dengan indikator #&eyak, dan memang posisinya
vital mengingat prinsip ini mengukur sejauh manaapektif pemerintah lokal dalam
pengelolaan bantuan luar negeri secara efektif setuk mengukur dan memastikan
bahwa kapasitas pemerintah lokal memadai dalam wkend kepemilikan
kebijakan. Prinsip ini juga digunakan untuk menguikpakah rakyat negara tersebut
mendapatkan prioritas bantuan, ataukah bantuaebtgrsnembuat negara penerima
diatur prioritasnya oleh pihak donor.

Untuk prinsip ke-dua ini, hasil temuan penelitiamdnalisis menyimpulkan
bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya belunadledalam mencapai target
yang seharusnya. Dalam rentang waktu 2000 hinggkD,2@oordinasi untuk
membangun kapasitas pemerintahan dan kelembag&ah dalam mendukung
program penanggulangan kemiskinan ternyata tidaktiéf Ini disebabkan oleh
berbagai hal, namun yang paling terlihat adalatkgiangnya mekanisme koordinasi
pelaksanaan, termasuk diantaranya disebabkan elefaipgan antar instansi serta
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintatalga@) adanya kelemahan
dalam panduan monitoring pelaksanaan program, @ankuyalitas sumber daya
manusia dan staff pelaksana program masih rendabh.

Selain permasalahan koordinasi dan tumpang tincigram, permasalahan
lain yang dihadapi Indonesia adalah mengenai dondiities. Akan tetapi,
permasalahan conditionalities ini biasanya dibeban#alam sifat bantuan teknis.
Permasalahan lain yang membuat Indonesia tidak meinsyarat prinsip ini adalah
semakin tingginya ketergantungan Indonesia kepaalaa dWorld Bank dalam
pengentasan kemiskinan. Contoh yang diambil di ad@lah program PNPM-
Mandiri, di mana kontribusi pemerintah di tahap d&dlan ketiga program tersebut
jauh lebih kecil dari kontribusi World Bank Groupi merupakan tantangan terhadap
kemandirian pemerintah dalam menjalankan programamggulangan kemiskinan.

Pada prinsip ketiga, yaitu harmonisasi, pemerintationesia sendiri
mengakui bahwa cukup sulit untuk mencapai targegydiinginkan. Target Paris

Declaration yang diharapkan pada tahun 2010 adalaiptanya keseimbangan dan
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harmonisasi dalam pelaksanaan program-program yatey dengan komposisi
40%:66%:66% untuk perbandingan antara joint misgmnt analytic works, dengan
rasio aid support to program based. Pada tahun 2009, angka perbandingan komposisi
tersebut masih jauh dari target yang diharapkame®&ara itu, data tahun 2010 tidak
tersedia karena masih menunggu data survey tahiin 20

Dua prinsip terakhir, yaitu prinsip pengelolaandsientasi hasil fhanaging
toward result) dan prinsip pertanggungjawaban bersama diragukberhasilannya
melihat dari temuan penelitian ini. Prinsip manggifor results pada dasarnya
mencari ukuran yang tepat untuk setiap programeadatuasinya, mengacu kepada
kondisi hasil pembangunan di mana masyarakat selstaj@holder utama dapat
menikmati hasil dari programyang dijalankan. Insabiditerjemahkan dalam artian
baik donor maupun recipient memiliki kesepahamas atlai-nilai atau indikator apa
saja yang diharapkan dapat diukur atau dicari @dlam evaluasi bersama sesuai
dengan kepentingan masyarakat yang menikmati lyasiayangnya, dalam prinsip
ini pun pemerintah Indonesia dan donor belum sep®yaibisa memperoleh hasil
detail dalam pertanggungjawabannya. Hasil wawangemaunjukkan bahwa proses
pelaporan umumnya hanya bersifat angka, dan tidik detail per kasus yang
menunjukkan kondisi keadaan di lapangan secaratédifal

Pada prinsip yang ke-lima, pemerintah dan donoardigkan memiliki
perangkat pertanggungjawaban mengenai hasil danbaegunan atau program-
program yang berjalan melalui dukungan bantuan legeri. Adalah sebuah
keharusan bagi pemerintah dan donor untuk memadk&n laporan mereka kepada
publik. Dalam hal ini, pemerintah dan World Bank mamg telah melakukan
publikasi laporan, dan kondisinya jauh lebih tedou#tan lebih mudah diakses
dibandingkan pada era Orde Baru. Namun, pertanggwaban sebenarnya tidak
hanya sebatas laporan, dan lebih banyak berkagagas prinsip keempat, di mana
stakeholder utama yaitu masyarakat atau komunié@g ynenerima bantuan bisa
menikmati hasil pembangunan tersebut dengan bayar§nya, dalam kasus PNPM-

Mandiri, masih terdapat kasus-kasus korupsi daryglewengan dana proyek, yang
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membuka kelemahan pemerintah dalam pelaksanaamaproga, yaitu pada sisi
monitoring dan pengawasan.

Dari temuan lapangan dan analisis tersebut, magat @hsimpulkan bahwa
hipotesis awal yang terdapat pada penelitian daktiterbukti. Jelas bahwa ternyata
bantuan dari World Bank tidak efektif dalam usalgnggulangan kemiskinan,
sehingga menggugurkan premis bahwa menurunnya akghkaskinan Indonesia
disebabkan oleh efektivitas bantuan World Bank.

Tidak terbuktinya hipotesis menyisakan satu pedany yaitu mengapa
angka kemiskinan Indonesia bisa menurun dan mentapet MDGs, sementara
bantuan luar negeri terutama dari World Bank tigféktif? Padahal, pemerintah
menyatakan bahwa keberhasilan menurunkan angka sk&amn disebabkan
suksesnya program hasil bantuan World Bank. Spskukbih lanjut untuk
menjawab pertanyaan ini menunjukkan kecenderungawd pemerintah Indonesia
menggunakan fleksibilitas metode statistik untukndapatkan angka kemiskinan
yang lebih kecil. Perolehan data statistik di mamaka kemiskinan Indonesia
menurun dan mencapai target MDGs kemungkinan lokganakan oleh pemerintah
sebagai bagian untuk meningkatkan popularitasikbdiaik di dalam maupun luar
negeri, untuk menunjukkan keberhasilan pemeringdind membangun negerinya.

Berdasarkan data pemerintah, dari segi angka kemarskarget memang
dipenuhi. Namun sebagian tujuan dalam MDGs masitydia yang terbengkalai.
Padahal, delapan tujuan pembangunan tidak dimaksudintuk berdiri sendiri,
melainkan saling melengkapi satu sama lain. Meskipdonesia kemungkinan besar
bisa mencapai tujuan pertamasgdication of poverty), namun bila tidak didukung
oleh pencapaian tujuan lainnya seperti akses pimadidkesehatan, dan lain-lain,
maka pembangunan manusia Indonesia tidak bisa ufiggBmbangunan secara
menyeluruh atau holistik, melainkan hanya pembaagusecara fisik, namun
mengabaikan aspek-aspek sosial dalam masyarakat.

Terlepas dari motif politik pemerintah dalam memn&an metode untuk
mendapatkan data statistik angka kemiskinan, yaagh|berbahaya sebenarnya

adalah fakta bahwa pembangunan Indonesia semerga#t @rde Baru hingga kini
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tidak terlepas dari peran World Bank. Semenjak nat@67, World Bank telah

memberikan bantuan pembangunan yang mayoritas dempipjaman untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskimuan luar negeri adalah
sesuatu yang normal dalam dinamika ekonomi darag&ma internasional, yang
harus diperhatikan adalah kecenderungan Indonegmjadi tergantung kepada
bantuan tersebut.

Salah satu bukti terlihat dari dominannya dana W&nk pada program
PNPM-Mandiri, dan kontribusi pemerintah daerah igteogram tersebut lebih kecil
dibandingkan dengan kontribusi World Bank dan péme#n pusat yang disalurkan
melalui APBN. Bantuan dari World Bank tersebut Batsdan hanya sebagian kecil
yang merupakan hibah. Harus diperhatikan bahwa rgnogpenanggulangan
kemiskinan bukan merupakan sektor pencari unturepijgkan dan program ini
berasal dari sudut pandang sosial, yang tidak mgik mengenai untung-rugi.
Kegiatan penanggulangan kemiskinan, program pegtiddan kesehatan adalah
bagian dari kewajiban pemerintah bagi masyarakatlayadiatur dalam UUD 1945.
Dengan demikian, jelas bahwa usaha penanggularegarsiknan merupakan usaha
altruistik yang menjadi kewajiban pemerintahan s#bwnegara dalam rangka
menegakkan hak asasi manusia, menjaga martabatsimardan meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, tidak epabila sebuah negara
menggunakan belenggu hutang untuk mendanai progenanggulangan
kemiskinan.

Hutang luar negeri untuk usaha pengentasan keraiski@rjadi hampir di
seluruh negara berkembang, dan tidak hanya di kgianWorld Bank adalah salah
satu donor pinjaman terbesar bagi negara-negak&rmbang. Dalam hal ini, jelas
bahwa World Bank juga secara sadar sebagai donemimmamkan uang untuk
sektor-sektor non-profit di mana uang tersebutipakik akan kembali. Namun,
sebagai pinjaman, tetap uang yang dipinjamkan udtb&lanjakan di sektor non-
profit tersebut harus dikembalikan. Lalu apa aldd#nld Bank mau meminjamkan

uang yang sudah pasti tidak kembali?
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World Bank ingin menciptakan rasa ketergantungadapaegara-negara
berkembang. Mau tidak mau, pinjaman-pinjaman pagelgossektor non-profit
seperti ini akan membelenggu negara-negara berkegnbalalui hutang yang makin
menumpuk. Jelas bahwa konsesi hutang yang belsifak membutuhkan waktu
pelunasan kurang lebih 20 hingga 25 tahun, senmaeptagram-program dan proyek
penanggulangan kemiskinan biasanya hanya berjatamgga 3 tahun sebelum habis
waktunya, dan pemerintah mengajukan hutang baruwkumeneruskan proyek
tersebut. Melihat dari kacamata teori dependensprldV Bank menciptakan
ketergantungan dari negara-negara berkembang at@y berada dalam wilayah
kekuasaan World Bank, karena terikat oleh hutaegieéhtara itu, World Bank tetap
mendapatkan dana berbentuk cicilan hutang danyasptm bertamabh.

Pihak yang mendapatkan keuntungan dari ketergaatumgpgara-negara
berkembang terhadap World Bank, tentu saja adatémh ptakeholder terbesar di
lembaga tersebut, yaitu negara-negara maju terutAmarika Serikat. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa memang World Bank pedtan ujung tombak
kepentingan Amerika di negara-negara berkembamgjagk Indonesia. Melalui
keberadaan World Bank di negara berkembang, Am&gkiat bisa menumbuhkan
nilai ekspor, menjamin kemudahan bagi perusahaaerika) serta mampu melobi
dan mempengaruhi pemerintah lokal untuk menciptakehijakan yang sesuai
dengan kebutuhan Amerika Serikat.

Posisi geopolitik strategis, potensi pasar, suntasma alam yang dimiliki
oleh Indonesia jelas merupakan sasaran bagi kegentiAmerika Serikat. Maka,
untuk mendapatkan keuntungan dari posisi Indondsigerika Serikat harus bisa
mengikat dan mempengaruhi pemerintah Indonesia.ldAMBank sebagai ujung
tombak menjalankan skema pembangunan dengan pimjaryang akhirnya
bertumpuk menjadi hutang yang membebani anggaraangdh tambahan
persyaratan-persyaratan seperti konsultasi, makarikenSerikat dengan mudah ikut
mempengaruhi perumusan kebijakan dan undang-undarpstrategis.

Sayangnya dengan demikian, temuan-temuan terselemygindikasikan

bahwa program penanggulangan kemiskinan yang digétaWorld Bank, ternyata
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merupakan bagian dari skema untuk membebani Indgodeagan hutang dan tunduk

pada kepentingan Amerika Serikat.

4.2. Rekomendas Atas Hasll Penélitian

Kemiskinan, bantuan luar negeri, efektivitas banfwan politik dependensi
merupakan isu-isu dominan yang seringkali muncuhrdabahasan penelitian ini.
Bersamaan dengan isu-isu tersebut dan keterlibbatdonesia sebagai subjek,
penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa pEsatahan yang dihadapi baik oleh
pemerintah Indonesia maupun komunitas internasid@abbab ini berusaha untuk
memberikan rekomendasi atas permasalahan-permasafahg telah diidentifikasi,

baik pada ranah praktis maupun ranah akademik.

4.2.1. Rekomendasi Praktis
Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada peneliti, maka
rekomendasi praktis yang diajukan antara lain &dala

1. Salah satu penyebab tidak efektif-nya pelaksanaatubn luar negeri
adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama anttanisispemerintah,
serta antara pemerintah pusat dengan pemerintabhda®eringkali,
kurangnya koordinasi dan kerjasama ini didominasiyebabnya oleh
faktor politik. Untuk mengatasi permasalahan inijpedukan
ketegasan dari pemerintah pusat untuk dapat me@arapistem
reward & punishment yang lebih keras dari sebelumnya.

2. Indonesia memiliki kerancuan dalam penentuan metgdag
digunakan untuk menarik data statistik yang berapgka jumlah
kemiskinan, dengan memiliki dua standar yang diganauntuk
tempat dan tujuan yang berbeda. Sudah saatnya ipgstheindonesia
menetapkan satu standar tunggal dalam usaha peasgent
kemiskinan, terutama mengenai validitas data kdmask Sebaiknya
metode pengumpulan data yang digunakan pemerintgh fidak

mengabaikan para penduduk kelompok non-miskin nasubsisten.
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Para penduduk di level ini masing sangat rentaokujattuh kembali
ke garis kemiskinan. Meskipun mereka berada di ajasis
kemiskinan, namun kesejahteraan mereka beluwagar, dan tidak
layak untuk diabaikan.

. Untuk keluar dari dependensi terhadap hutang daggvah pihak lain
dari luar negeri, pemerintah Indonesia harus befmgas dan
mengambil langkah revolusioner dalam meraih kemhkadaulatan
ekonomi. Pemerintah harus kembali menguasai sskildor ekonomi
strategis sebagai upaya untuk memperoleh pendapaigera yang
lebih besar. Jangan lagi menggunakan dana hutda aaenjalankan
usaha penanggulangan kemiskinan. Bebas dari keraiskidalah hak
asasi manusia, sehingga menggunakan belenggu huaihgdap
usaha pemenuhan hak asasi manusia adalah sesuatanbatidak
etis. Di sisi lain penggunaan hutang ini sama sa@mbebani
pemerintahan di generasi berikutnya, yang sehaauspynya
kesempatan lebih besar dalam usahanya mempertahad&a
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunasih pajak
untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinaga
dianjurkan, karena akan menimbulkaense of belonging terhadap
program tersebut sebagai sesama bangsa Indonep@hilaa
dibandingkan menggunakan uang ‘orang lain’ dan hegeri.

. Diperlukan adanya komitmen yang lebih tegas dalaemberantas
korupsi beserta peningkatan kualitas monitoringaragrogram-
program penanggulangan kemiskinan benar-benar asecafati
memberikan keuntungan yang tepat sasaran bagi raayadan
komunitas yang membutuhkan. Komitmen ini juga haditambah
dengan reformasi birokrasi di segala lini dan valaydikoordinasikan
dengan usaha pendidikan nasional, untuk memperpkisonel-
personel pemerintahan baik di level nasional hinggarah, yang

kompeten dan memahami intisari penanggulangan kerais dan
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memiliki keahlian pengelolaan program secara dfedin tepat
sasaran.

5. Dalam ranah internasional, seruan para pakar umigkakukan
reformasi terhadap sistem keuangan internasiorrak hdilaksanakan
untuk mendapatkan keseimbangan antara negara-nedasiri maju
dan negara-negara berkembang. Perlu ada altetedtédap institusi
seperti World Bank, sehingga tidak tercipta monbejpentingan
satu negara seperti saat ini, dan juga untuk mek@p instutusi
keuangan yang mendukung perspektif negara-negaieerbbang.
Konsep seperti Bank of the South di Amerika Seldima menjadi

pertimbangan untuk diadaptasi di wilayah Asia Temgglan Selatan.

4.2.2. Rekomendasi Akademik
Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada peneliti, maka
rekomendasi akademik yang diajukan antara laire&adal

1. Mengingat usaha penanggulangan kemiskinan bukanupalesn
sebuah usaha yang akan memenuhi targetnya dalatu seigkat,
maka akan diperlukan penelitian-penelitian lebilmjua mengenai
usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinaari D
kecenderungan yang ada, pemerintahan Yudhoyondrakan tetap
mengandalkan bantuan luar negeri untuk menjalangBogram-
program tersebut, maka penelitian atas efektivogguan luar negeri
dalam rentang waktu yang dimulai sejak 2010 atdli 2fisa menjadi
topik penelitian.

2. Bantuan luar negeri yang ditujukan kepada Indontdik seluruhnya
berasal dari World Bank. Dari data dan statistilkhg/aada, JICA
merupakan donor terbesar dalam bantuan luar n&ggagai bagian
dari perbandingan kedua donor, penelitian mengesfaktivitas

bantuan luar negeri dari JICA dapat dijadikan dpsna penelitian.
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Penelitian efektivitas bantuan tersebut juga datiaértai analisis
mengenai motif bantuan dari lembaga multilateralgyaersangkutan,
untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensiigenai
bantuan tersebut.

. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Samad paala
sebelumnya, dalam kaitannya dengan studi kemiskiteena seperti
hubungan struktur kekuasaan baik internasional omamasional dan
dampaknya pada kemiskinan, serta tema kontrol daif manipulasi

statistik kemiskinan, cukup menarik untuk dijadilgemelitian.
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